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KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kami ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah
memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Kinerja Tahun 2024 Biro SDM
Aparatur dan Organisasi dapat diselesaikan. Penyusunan laporan ini Merupakan Suatu
Bentuk Akuntabilitas Organisasi kepada instansi dan publik atas amanat/tanggung jawab

yang telah dipercayakan kepada Biro SDM Aparatur dan Organisasi.

Laporan Kinerja Tahun 2024 merupakan suatu bentuk akuntabilitas organisasi
kepada instansi dan publik atas amanat/tanggung jawab yang telah dipercayakan kepada
Biro SDM Aparatur dan Organisasi Kementerian Kelautan dan Perikanan. Laporan
kinerja Tahun 2024 mencakup capaian atas target yang telah ditetapkan pada perjanjian
kinerja tahun 2023, permasalahan dan hambatan dalam pencapaian target kinerja dan
rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan pada Tahun 2024.

Penyusunan laporan kinerja Tahun 2024 ini berpedoman pada Peraturan Presiden
Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53
Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara

review atas laporan kinerja instansi pemerintah.

Kami menyadari penyusunan laporan kinerja Tahun 2024 masih jauh dari
sempurna. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan masukan, tanggapan, maupun
saran yang membangun dalam pencapaian target kinerja Biro SDM Aparatur dan
Organisasi kedepan.

J@K%Ua 6 Januari 2025
V7 pala Biro SDM Aparatur dan Organisasi
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RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Biro SDM Aparatur dan Organisasi Tahun 2024 berisikan tentang
capaian serta kendala yang dihadapi selama Tahun 2024 dalam rangka pencapaian
target yang telah ditetapkan pada tahun 2024. Program dan Kegiatan Biro SDM Aparatur
dan Organisasi Tahun 2024 merupakan pelaksanaan dari Keputusan Sekretariat
Jenderal Nomor 17 Tahun 2020 tentang Renstra Sekretariat Jenderal tahun 2021- 2024.

Pada Tahun 2024, dalam Perjanjian Kinerja Biro SDM Aparatur dan Organisasi
terdapat 2 Sasaran Strategis dan 18 Indikator yang seluruhnya merupakan indikator
cascading dari Level 1 (Sekretariat Jenderal). Pengukuran atas capaian kinerja dilakukan
periodik setiap tiga bulan (triwulanan). Pencapaian atas target indikator kinerja dihitung

menjadi Nilai Kinerja Organisasi (NKO) setiap periodenya,

Kinerja Biro SDM Aparatur dan Organisasi pada Tahun 2024, termasuk kategori baik

dengan penjelasan sebagai berikut:
KINERJA ORGANISASI

1. Pada Tahun 2024, Biro SDM Aparatur dan Organisasi mempunyai 2 Sasaran
Kegiatan dan 18 Indikator Kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan
Kinerja Tahun 2024.

2. Nilai Kinerja Organisasi Tahun 2024 sebesar 106,94% Nilai Kinerja Sasaran Program:

1. Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Biro SDM Aparatur dan Organisasi
dan;

2. Terwujudnya layanan dukungan manajemen yang baik lingkup Biro SDM
Aparatur dan Organisasi;

3. Pada Tahun 2024 semua indikator optimal capainnya, namun beberapa indikator
mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Realisasi capaian IKU
pada Tahun 2024 yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja adalah sebagai
berikut:
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a. IKU bernotifikasi Biru (dengan capaian >=100%) terdiri dari:

IKU 03. Indeks Implementasi Norma, Standar, Prosesdur dan Kriteria
(NSPK) Manajemen ASN realisasi 89,71 atau telah mencapai 119,61%
(target 75,00).

IKU 05. Nilai KelayakanPenyelenggaraan Penilaian Kompetensi KKP
realisasi 84,86 atau telah mencapai 120,00% (target 65,00).

IKU 09. Indeks BerAKHLAK KKP realisasi 82,30 atau telah mencapai
120,00% (target 65,00).

IKU 17. Persentase Unit Kerja yang menerapkan Sistem manajemen
pengetahuan yang terstandar lingkup Biro SDM Aparatur dan Organisasi
realisasi 133,33 atau telah mencapai 120,00% (target 94,00).

b. IKU bernotifikasi hijau dengan capaian (dengan capaian >=100%)

IKU 1. Indeks Sistem Merit KKP realisasi 393,00 atau telah mencapai
100,00% (target 393,00).

IKU 2. Indeks Profesionalitas ASN Setjen realisasi 87,05 atau telah
mencapai 102,41% (target 85,00).

IKU 4. Indeks Pembinaan JF KKP realisasi 74,00 atau telah mencapai
104,23% (target 71,00).

IKU 6. Persentase Penyederhanaan Struktur Organisasi KKP realisasi
100,00 atau telah mencapai 100,00% (target 100,00).

IKU 8. Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi
KKP realisasi 133,33 atau telah mencapai 120,00% (target 94,00).

IKU 10. Presentase Rekomendasi Kebutuhan JF Daerah realisasi 82,30
atau telah mencapai 102,98% (target 80,00).

IKU 11. Nilai Minimal yang dipersyaratkan unit Kerja Berpredikat menuju
Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) realisasi 79,51 atau telah mencapai
106,01% (target 75,00).

IKU 12. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Biro SDM Aparatur dan Organisasi
realisasi 82,20 atau telah mencapai 97,86% (target 84,00).
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e |KU 13. Indeks Profesionalitas ASN Biro SDM Aparatur dan Organisasi
realisasi 89,76 atau telah mencapai 105,60% (target 85,00).

e |KU 14. Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan
Perundang-undangan Bidang Pengelolaan SDM Aparatur dan Organisasi
realisasi 100,00 atau telah mencapai 100,00% (target 100,00).

e IKU 15. Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup Biro SDM
Aparatur dan Organisasi realisasi 100,00 atau telah mencapai 100,00%
(target 100,00).

e |KU 16. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan
untuk Perbaikan Kinerja Biro SDM Aparatur dan Organisas realisasi
100,00 atau telah mencapai 105,26% (target 95,00).

e IKU 11. Persentase Penyerapan Anggaran Biro SDM Aparatur dan
Organisasi realisasi 98,90 atau telah mencapai 104,11% (target 95,00).

c. IKU berwarna kuning dengan capaian 70<100%
e Tidak ada IKU yang berwarna Kuning dalam Aplikasi Kinerjaku karena

sudah sesuai target yang ditentukan.

4. Untuk mencapai sasaran strategis dan indikator kinerja tersebut berbagai upaya telah
dilakukan oleh segenap jajaran di lingkungan Biro SDM Aparatur dan Organisasi yang
mencakup koordinasi pelaksanaan dan monitoring evaluasi pelaksanaan rencana
aksi dalam rangka mencapai sasaran strategis dan indikator kinerja utama. Kendala
dan permasalahan yang menyebabkan tidak tercapainya inidikator kinerja tersebut
akan menjadi fokus perbaikan kinerja pada tahun mendatang. Upaya koordinasi dan
peningkatan kerja sama dengan unit kerja di lingkungan Biro SDM Aparatur dan
Organisasi terkait serta stake holder lainnya dilakukan dengan lebih intensif,
mengingat terget indikator hanya dapat dicapai dengan melibatkan segenap jajaran
di seluruh Biro SDM Aparatur dan Organisasi.
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KINERJA ANGGARAN

Untuk mendukung capaian kinerja tahun 2024, Biro SDM Aparatur dan Organisasi
mengelola anggaran Biro SDM Aparatur dan Organisasi Tahun 2024 sebagaimana
tertuang dalam DIPA awal adalah sebesar Rp20.207.737.000,00. Dengan terbitnya
Surat Menteri Keuangan Nomor : S-458/MK.02/2022 tanggal 23 Mei 2022 perihal
Pemotongan Automatic Adjustment Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2024,
Anggaran Biro SDM Aparatur dan Organisasi mendapat Alokasi Penghematan
Automatic Adjusment sebesar Rp5.238.941.000,00 dan terdapat pergeseran
anggaran ke Biro Umum dan PBJ untuk kegiatan Capacity Building lingkup Sekretariat
Jenderal sebesar Rp281.570.000,00 sehingga pagu menjadi Rp14.687.226.000,00.
Pada bulan September 2024 Biro SDM Aparatur dan Organisasi melakukan usulan
rekomposisi blokir Automatic Adjusment untuk kebutuhan anggaran kegiatan
pengadaan ASN (CPNS dan PPPK) formasi tahun 2024 sebesar Rp1.381.400.000,00
sehingga jumlah pagu anggaran Biro SDM Aparatur pada triwulan Il menjadi
Rp16.068.626.000,00. Pada bulan November 2024 ada kebijakan pemerintah untuk
penghematan sisa belanja perjalanan dinas sesuai Surat dari Direktorat Jenderal
Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor S-446/PB.2/2024 tanggal 10
November 2024 hal Penyampaian Rincian Target Penghematan Belanja Perjalanan
Dinas Kementerian/Lembaga Tahun 2024. Biro SDM Aparatur dan Organisasi
mendapat alokasi penghematan sebesar Rp1.599.936.000,00 (Satu Milyar Lima
Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah),
sehingga Pagu Biro SDM Aparatur dan Organisasi pada triwulan IV adalah
Rp14.468.690.000,00 (Empat Belas Milyar Empat Ratus Enam Puluh Delapan Juta
Enam Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah).

Realisasi Anggaran Biro SDM Aparatur dan Organisasi sampai dengan bulan
Desember Tahun 2024 sebesar Rp14.315.625.478,00 (Empat Belas Milyar Tiga Ratus
Lima Belas Juta Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Delapan
Rupiah) atau 98,94 persen dari pagu anggaran Rp14.468.690.000,00 (Empat Belas
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Milyar Empat Ratus Enam Puluh Delapan Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Ribu
Rupiah).

PERISTIWA PENTING TAHUN 2024

Upaya untuk mewujudkan profesionalisme dan kinerja Pegawai ASN yang
memenuhi tuntutan publik, tidak terlepas dari kompetensi yang dimiliki oleh Pegawai
ASN, sehingga diperlukan langkah yang objektif dalam pengukuran kompetensi yang
memiliki validitas tinggi. Oleh karena itu, untuk menjaring dan mengukur kompetensi
tersebut diperlukan tools atau metode penilaian kompetensi (Competency Assessment
method) yang memiliki validitas baik konten, kriteria dan prediktif yang tinggi.

Saat ini, Pengukuran kompetensi pegawai telah termuat dalam Peraturan Badan
Kepegawaian Negara Nomor 26 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembinaan
Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi Pegawai bermetode assesmen center. Hal
lain, yang diatur dalam ketentuan tersebut adalah standar dalam pendirian unit
penilaian kompetensi pegawai.

Kementerian Kelautan dan Perikanan pada tahun 2024 telah memiliki unit
pelayanan penilaian kompetensi pegawai. Namun demikian, dalam proses
penyelenggaraan penilaian kompetensi KKP dalam tahap tertentu masih
menggunakan pihak ketiga seperti pada tahap tes penilaian potensi dan kompetensi
yang kewenangannya belum dimiliki KKP.

Guna menjalankan sustainibilitas atau kemampuan untuk melanjutkan kebijakan
penerapan sistem merit dalam mengelola Aparatur Sipil Negara (ASN), tuntutan
penilaian kompetensi terhadap 12.000 (duabelas ribu) pegawai, besarnya manfaat
hasil penilaian kompetensi, efesiensi biaya penilaian kompetensi dibanding dengan
menggunakan jasa pihak ketiga, dapat menjadi alasan pokok urgensi KKP memiliki
dan membangun unit pelayanan penilaian kompetensi sebagai sebuah media strategis

dalam mendukung pengembangan pegawai.
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Hal lain terkait pembangunan unit AC adalah manfaat yang didapat, antara lain:

1) Ketersediaan SDM yang kompetitif hasil Assessment Center memudahkan
perencanaan strategis dalam menghadapi tantangan global

2) Outputnya Sebagai bahan pertimbangan dalam perencanaan karir dan mutasi
jabatan, dengan memperhatikan nilai JPM (Job Person Match)

3) Bahan pengembangan pegawai berbasis kompetensi, meliputi: mengurangi gap
kompetensi melalui diklat berbasis kompetensi, menempatkan pegawai dengan
memperhatikan kompetensi yang sangat menonjol, menyusun pemetaan
kelompok bakat (talent pool mapping) SDM berbasis kompetensi.

4) Dapat digunakan oleh pimpinan organisasi sebagai salah satu sarana/alat

pengambilan keputusan yang berkaitan dengan manajemen talenta
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BAB |

PENDAHULUAN




BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 48/Permen-
KP/2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Kelautan Dan Perikanan, Biro
SDM Aparatur dan Organisasi Mempunyai Tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan,
pengelolaan sumberdaya manusia aparatur di lingkungan Kementerian Kelautan dan
Perikanan.

Laporan Kinerja Biro SDM Aparatur dan Organisasi ini merupakan bentuk
akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Biro SDM
Aparatur dan Orgnisasi atas penggunaan anggaran. Penyusunan laporan kinerja Biro
SDM Aparatur dan Organisasi ini Mengacu Pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun
2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014
Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Biro SDM Aparatur dan Organisasi
menjelaskan tentang pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan yang
memadai dari hasil analisis terhadap pengukuran kinerja sampai dengan Tahun 2024.

Tujuan penyusunan laporan kinerja ini adalah sebagai Laporan Atas Kinerja Yang
telah diperjanjikan Kepada Sekretaris Jenderal dan memberikan informasi kinerja kepada
publik atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, dan sebagai upaya perbaikan

berkesinambungan Biro SDM Aparatur dan Orgnisasi untuk meningkatkan kinerjanya.
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B. Organisasi, Tugas dan Fungsi
1. Susunan Organisasi dan tata Kerja Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan

Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor
48/PERMEN-KP/2020 Tentang Organisasi dan tata kerja Kementerian Kelautan
dan Perikanan, Biro SDM Aparatur dan Organisasi sebagai salah satu unit
organisasi di bawah Sekretariat Jenderal, mempunyai tugas melaksanakan
koordinasi, pembinaan, pengelolaan sumberdaya manusia aparatur di lingkungan
Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pada Tahun 2021, telah diterbitkan
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang
Organisasi dan Tata Kerja KKP, untuk menindaklanjuti kebijakan penyederhanaan
birokrasi guna mewujudkan organisasi KKP yang lebih proporsional, efektif dan
efisien. Penataan organisasi dan tata kerja KKP telah mendapatkan persetujuan
tertulis dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor B/1136/M.KT.01/2020 tanggal 25 Agustus 2020, hal penataan organisasi
dan tata kerja KKP serta dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2019
tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional. Dengan
perubahan tersebut, struktur organisasi Sekretariat Jenderal menjadi sebagai
berikut:
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Struktur Organisasi Biro SDM Aparatur dan Organisasi
e
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Manajemen Kinerja, Informasi Penyelenggaraan Organisasi, Tata Dukungan
Kepegawaian dan Digitalisasi Penilaian Kompetensi Laksana dan Manajerian

Pelayanan Pegawai ASN Reformasi Birokrasi
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Admnisitrasi anga Rumah Tangga Data

Sumber: Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan

2. Tugas Pokok dan Fungsi Biro SDM Apatatur dan Organisasi

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, struktur organisasi Sekretariat
Jenderal sebagaimana Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja KKP, Biro Sumber Daya
Manusia Aparatur dan Organisasi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan
pengelolaan sumber daya manusia aparatur, organisasi dan tata laksana, serta
koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi. Dalam melaksanakan
tugas sebagaimana dimaksud, Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi
menyelenggarakan fungsi:

a. koordinasi, penyusunan, dan pelaksanaan perencanaan, pengembangan,
manajemen talenta, monitoring dan evaluasi pembinaan sumber daya
manusia aparatur.

b. koordinasi, alih tugas jabatan, kepangkatan, penghargaan, disiplin,
pemberhentian, dan pemensiunan pegawai;

c. koordinasi, penyusunan, dan pelaksanaan pengkajian, analisis, pembinaan,
pengembangan, dan pengelolaan administrasi angka kredit, serta monitoring,

evaluasi, dan pelaporan jabatan fungsional;
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. koordinasi dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi penilaian prestasi kerja

pegawai;

. koordinasi, penyusunan, dan pelaksanaan pengelolaan sistem, data,

informasi, dan arsip kepegawaian;
koordinasi dan fasilitasi, analisis, penataan, dan evaluasi organisasi, dan tata

laksana;

. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi; dan

. pelaksanaan urusan ketatausahaan biro.

Susunan organisasi Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi

terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

A. Organisasi dan Personalia

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, struktur organisasi Biro SDM

Aparatur dan Orgnisasi terdiri dari:

1. Tim Kerja Pengembangan, Disiplin Pegawai dan Peraturan yang mempunyai

fungsi:

a.

Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan penyusunan pola karier
pegawai;

Penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan (diklat)
kepemimpinan dan diklat dasar Calon Pegawai Negeri Sipil;

Penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan ujian dinas dan ujian penyesuaian

ijazah;

. Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pemberian penghargaan dan

tanda jasa;

Penyiapan bahan dan koordinasi penetapan keputusan menteri di bidang
tugas belajar dan ijin belajar;

Penyiapan bahan rekomendasi penugasan perjalanan luar negeri dalam

rangka peningkatan kapasitas sumberdaya manusia aparatur;
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g. Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan penegakan
disiplin pegawai;

h. Penyiapan bahan penyelesaian kasus-kasus kepegawaian;

i. Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan penyusunan rancangan dan
diseminasi peraturan perundang-undangan tentang sumberdaya manusia
aparatur; dan

j- Penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan

pelaporan.

Tim Kerja Pengembangan mempunyai tugas yaitu:

a. melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan penyusunan
kebutuhan pengembangan pegawai, diklat kepemimpinan dan diklat dasar
Calon Pegawai Negeri Sipil, ujian dinas tanda jasa, administrasi
penetapan keputusan menteri di bidang tugas belajar dan ijin belajar,
rekomendasi penugasan perjalanan luar negeri dalam rangka
peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur, serta monitoring,
evaluasi, dan pelaporan.

b. Disiplin dan Peraturan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
koordinasi dan pelaksanaan pembinaan penegakan disiplin pegawai,
penyelesaian kasus-kasus kepegawaian, penyusunan rancangan dan
diseminasi, peraturan perundang-undangan tentang sumber daya
manusia aparatur di lingkungan KKP, serta monitoring, evaluasi, dan

pelaporan.

2. Tim Kerja Perencanaan
a. Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan penyusunan perencanaan
kebutuhan dan formasi pegawai;
b. Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan seleksi penerimaan dan
penempatan calon pegawai;
c. Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan penyusunan kebutuhan
pengembangan pegawai;

Laporan Kinerja Tahun 2024

Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi
Jin. Medan Merdeka Timur No.16 Jakarta Pusat



d. Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan asesmen pegawai;
e. Penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan

pelaporan.

Tim Kerja Pengembangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
koordinasi dan pelaksanaan penyusunan perencanaan kebutuhan dan formasi
pegawai, penyusunan pola karier pegawai, seleksi penerimaan dan penempatan

calon pegawai, serta monitoring, evaluasi, dan pelaporan.

3. Tim Kerja Mutasi

Tim Kerja Mutasi mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

a. Penyiapan bahan koordinasi, penyusunan, dan pelaksanaan penetapan
pengangkatan, pembebasan, dan pemberhentian jabatan pimpinan tinggi,
jabatan administrasi, jabatan fungsional, dan jabatan pelaksana;

b. Penyiapan bahan koordinasi, penyusunan, dan pelaksanaan penetapan
kepangkatan jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi, jabatan fungsional,
dan jabatan pelaksana; dan

c. Penyiapan bahan koordinasi, penyusunan, dan pelaksanaan penetapan

pemberhentian, pensiun, pemindahan, dan mutasi lainnya.

Tim Kerja Mutasi mempunyai tugas yaitu:

a. Melaksanakan Promosi dan Alih Tugas mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan koordinasi, penyusunan, dan pelaksanaan penetapan
pengangkatan, pembebasan, dan pemberhentian jabatan pimpinan tinggi,
jabatan administrasi, jabatan fungsional, dan jabatan pelaksana.

b. Melaksanakan Kepangkatan tugas melakukan penyiapan bahan
koordinasi, penyusunan, dan pelaksanaan penetapan kepangkatan jabatan
pimpinan tinggi, jabatan administrasi, jabatan fungsional, dan jabatan

pelaksana.
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c. Melaksanakan Pemberhentian dan Pensiun tugas melakukan penyiapan
bahan  koordinasi, penyusunan, dan pelaksanaan penetapan

pemberhentian, pensiun, pemindahan, dan mutasi

4. Tim Kerja Jabatan Fungional

Tim Kerja Jabatan Fungsional mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut

a. Penyiapan bahan koordinasi, penyusunan, dan pelaksanaan pengkajian dan
analisis jabatan fungsional,

b. Penyiapan bahan koordinasi, penyusunan, dan pelaksanaan pembinaan
jabatan fungsional;

c. Penyiapan bahan koordinasi, penyusunan, dan pelaksanaan pengembangan
jabatan fungsional;

d. Penyiapan bahan koordinasi, penyusunan, dan pelaksanaan pengelolaan
administrasi angka kredit jabatan fungsional;

e. Penyiapan bahan koordinasi, penyusunan, dan pelaksanaan penetapan
penyesuaian/inpassing jabatan fungsional; dan

f. Penyiapan bahan koordinasi, penyusunan, dan pelaksanaan monitoring,

evaluasi, dan pelaporan.

Tim Kerja Jabatan Fungsional mempunyai tugas yaitu:

a. Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kajian,
analisis, monitoring, dan informasi jabatan fungsional, pemantauan dan
pengelolaan administrasi angka kredit, pengangkatan, pembebasan dan
pemberhentian serta fasilitasi pengembangan jabatan fungsional dibawah
pembinaan KKP;

b. Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kajian,
analisis, monitoring, evaluasi dan informasi jabatan fungsional, pemantauan
dan pengelolaan administrasi angka kredit, pengangkatan, pembebasan dan
pemberhentian serta fasilitasi pengembangan jabatan fungsional rumpun
manajmen, arsiparis dan pustakawan, kekomputeran, keuangan, pendidikan,

akuntansi dan anggaran, pengawas kualitas, dan keamanan; dan
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c. Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kajian,
analisis, monitoring, dan informasi jabatan fungsional, pemantauan dan
pengelolaan administrasi angka kredit, pengangkatan, pembebasan dan
pemberhentian serta fasilitasi pengembangan jabatan fungsional rumpun
matematika dan statistik, hukum dan peradilan, penerangan dan seni

budaya, peneliti dan perekayasa, dan kesehatan.

5. Tim Kerja Manajemen Kinerja Informasi Kepegawaian dan Digitalisasi
Pelayanan
Tim Kerja Manajemen Kinerja Informasi Kepegawaian dan Digitalisasi
Pelayanan mempunyai fungsi melaksanakan penyiapan koordinasi dan
pelaksanaan PPKP, pengelolaan laporan harta kekayaan penyelenggara negara
(LHKPN) dan laporan harta kekayaan Aparatur sipil negara (LHKASN),
administrasi kepegawaian, pelayanan kesehatan pejabat pimpinan tinggi madya,
fasilitas reformasi birokrasi lingkup Setjen, dan program penguatan sistim
Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara KKP, pengelolaan
Arsip, data dan Informasi kepegawaian, monitoring, evaluasi dan pelaporan,
serta urusan tata laksana usaha dan rumah tangga Biro SDM Aparatur dan

Organisasi.

Tim Kerja Manajemen Kinerja Informasi Kepegawaian dan Digitalisasi Pelayanan

mempunyai tugas yaitu:

a. Manajemen Kinerja dan Informasi Kepegawaian mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan PPKP,
pengelolaan sistim aplikasi PPKP, penatausahaan penilaian prestasi kerja
pejabat pimpinan tinggi, pengelolaan sistim, data dan informasi
kepegawaian, serta tunjangan kinerja pegawai, monitoring, evaluasi dan
pelaporan.;

b. Melakukan penyiapan bahan koordinasi dan fasilitas pelaksanaan reformasi
birokrasi lingkup Sekretariat Jenderal dan program penguatan sistim
manajemen Sumberdaya Manusia Aparatur Sipil Negara KKP, pengelolaan
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laporan Harta kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta
Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) KKP, serta penyusunan
Organisasi dan Tata laksana kepegawaian, monitoring, evaluasi dan

pelaporan.; dan

6. Tim Kerja Organisasi, Tata Laksana dan Reformasi Birokrasi

Koordinator Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi, analisis, penataan dan
evaluasi organisasi dan tata laksana KKP, reformasi birokrasi di lingkungan KKP.
Dalam melaksanakan tugasnya Koordinator Organisasi dan Tata Laksana
menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi penyusunan, analisis, evaluasi,
penataan, dan evaluasi organisasi KKP, serta analisis dan evaluasi jabatan;
b.penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi penyusunan, analisis dan evaluasi
tata laksana, tata hubungan kerja, dan reformasi birokrasi KKP serta
pengukuran beban kerja KKP; dan

c.pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga serta pengelolaan kinerja
biro serta penyusunan Organisasi dan Tata laksana kepegawaian, monitoring,
evaluasi dan pelaporan.

Tim Kerja Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas, yaitu:

a. Organisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan
fasilitasi penyusunan, analisis, penataan, dan evaluasi organisasi KKP, serta
analisis dan evaluasi jabatan;

b. Tata Laksana mempunyai tugas Menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi
penyusunan, analisis dan evaluasi tata laksana, pengukuran beban kerja

KKP, dan fasilitasi reformasi birokrasi KKP;
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7. Tim Kerja Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi Pegawai ASN
Dalam Tim Kerja Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi Pegawai ASN
penyiapan dan pengelolaan tim penilaian potensi, penyiapan dan pengelolaan tim
penilaian kompetensi mansoskul dan teknis, perencanaan, pelaksanaan,
pelaporan, dan evaluasi penyelenggaraan penilaian potensi, perencanaan,
pelaksanaan, pelaporan, dan evaluasi penyelenggaraan penilaian kompetensi
mansoskul dan teknis, perancangan, pengembangan, dan evaluasi sistem
informasi penilaian kompetensi mansoskul dan teknis; pengelolaan basis data
dan dokumen penilaian Potensi, pengelolaan basis data dan dokumen penilaian
kompetensi mansoskul dan teknis, penjaminan mutu penilaian kompetensi
mansoskul dan teknis, pengelolaan prasarana dan sarana unit penilaian
kompetensi, dan pelaksanaan kerja sama penilaian Potensi, pelaksanaan kerja
sama penilaian kompetensi mansoskul dan teknis, Penelahaan dan analisis hasil
penilaian potensi dan kompetensi dalam pemanfaatan hasil penilaian
kompetensi, Pengurusan akreditasi penyelenggaraan penilaian kompetensi

kepada BKN, dan teknik, metode, dan alat ukur penilaian kompetensi.

a. koordinasi, penyusunan, dan pelaksanaan perencanaan, pengembangan,
manajemen talenta, monitoring dan evaluasi pembinaan sumber daya
manusia aparatur;

b. koordinasi, alih tugas jabatan, kepangkatan, penghargaan, disiplin,
pemberhentian, dan pemensiunan pegawai;

c. koordinasi, penyusunan, dan pelaksanaan pengkajian, analisis, pembinaan,
pengembangan, dan pengelolaan administrasi angka kredit, serta
monitoring, evaluasi, dan pelaporan jabatan fungsional,

d. koordinasi dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi penilaian prestasi kerja
pegawai;

e. koordinasi, penyusunan, dan pelaksanaan pengelolaan sistem, data,
informasi, dan arsip kepegawaian;

f. koordinasi dan fasilitasi, analisis, penataan, dan evaluasi organisasi, dan tata

laksana;
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g. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi; dan

h. pelaksanaan urusan ketatausahaan biro.

Unit Penyelenggara Penilaian Kompetensi berdasarkan pada Peraturan Menteri
Kelautan dan Perikanan Nomor 39 Tahun 2023 bertugas sebagai unit
penyelenggara penilaian kompetensi. Unit Penyelenggara Penilaian Kompetensi
dipimpin oleh kepala. Kepala merupakan ex-officio JPT Pratama yang
menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan sumber daya

manusia aparatur.

8. Tim Kerja DUKMAN
Dukungan Manajemen mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran, pengelolaan
kinerja, keuangan, barang milik negara, sumberdaya manusia aparatur,
kearsipan, persuratan, dan kerumahtanggaan, pemrosesan kenaikan gaji berkala
lingkup Setjen, pengelolaan arsip kepegawaian, usulan kartu pegawai, kartu istri
/suami dan taspen, serta pelayanan kesehatan pejabat pimpinan tinggi madya,

serta evaluasi dan pelaporan biro.

Nilai Rekonsiliasi Kinerja Biro SDM Aparatur dan Organisasi;
Indeks Profesionalitas ASN Biro SDM Aparatur dan Organisasi;
Persentase penyelesaian Temuan BPK Biro SDM Aparatur dan Organisasi;

Persentase jumlah Rekomendasi Hasil;

®© 2 0 T o

Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Biro SDM Aparatur

dan Organisasi;

f. Persentase unit kerja yang menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan
yang Terstandar lingkup Biro SDM Aparatur dan Organisasi;

g. Persentase Realisasi Penyerapan Anggaran Biro SDM Aparatur dan

Organisasi; dan
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h. Persentase penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-

undangan bidang pengelolaan SDM Aparatur dan Organisasi.

Uraian fungsi Tim Kerja Dukungan Manajemen, yaitu:

Penyusunan rencana, program, dan anggaran Biro SDM Aparatur dan
Organisasi, pengelolaan kinerja Biro SDM Aparatur dan Organisasi, pengelolaan
keuangan Biro SDM Aparatur dan Organisasi, pengelolaan barang milik negara
Biro SDM Aparatur dan Organisasi, pengelolaan sumber daya manusia aparatur
Biro SDM Aparatur dan Organisasi, pengelolaan organisasi dan tata laksana Biro
SDM Aparatur dan Organisasi, pengelolaan persuratan dan kearsipan Biro SDM
Aparatur dan Organisasi, pengelolaan kerumahtanggaan Biro SDM Aparatur dan
Organisasi, evaluasi dan pelaporan Biro SDM Aparatur dan Organisasi,
penyelesaian program penyusunan peraturan perundang-undangan Biro SDM
Aparatur dan Organisasi, penerapan sistem manajemen pengetahuan yang
terstandar, dan pengadministrasian kenaikan gaji berkala lingkup Sekretariat

Jenderal.

Sumber Daya Manusia yang berada pada Biro Sdm Aparatur Dan

Organisasi

Biro SDM Aparatur dan Organisasi pada tahun 2024 memiliki Sumber
Daya Manusia sejumlah 74 (tujuh puluh empat) orang pegawai, yang terdiri dari
67 (enam puluh tujuh) orang PNS, 2 (dua) orang PPPK dan 5 (lima) orang tenaga
kontrak, Keragaan pegawai Biro SDM Aparatur dapat dijelaskan berdasarkan

jabatan dan golongan dengan komposisi sebagai berikut:
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Tabel 1

Komposisi Pegawai Biro SDM Aparatur dan Organisasi
berdasarkan Satuan Kerja dan Jenis Kelamin Tahun 2023

Biro SF)M Aparatur dan ’ _ 1

Organisasi

Tim Kerja Perencanaan 3 1 4
Tim Kerja Pengembangan 5 2 7
Tim Kerja Mutasi 2 5 7
Tim Kerja Jabatan Fungsional 4 4 8
Tim Kerja MKRBDP 6 3 e
Tim Kerja ORTALA dan RB 5 4 9
Tim Kerja P2K 4 6 10
Tim Kerja DUKMAN 8 7 15
Tenaga Kontrak 2 3 5

B. Potensi

Reformasi Birokrasi (RB) dan tata kelola pemerintahan yang baik merupakan
prasyarat penting dalam pencapaian sasaran pembangunan nasional. Untuk itu perlu
dilakukan pemetaan potensi yang dimiliki oleh Biro SDM Aparatur dan Organisasi,
untuk memanfaatkan secara efektif dan efisien dari peluang dan kesempatan yang

ada. Potensi yang dimiliki oleh Biro SDM Aparatur dan Organisasi antara lain:

1. komitmen kuat dari pimpinan dan seluruh aparatur Biro SDM Aparatur dan

Organisasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik;
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2. SDM baik struktural maupun fungsional yang handal dalam melaksanakan
tugas dan fungsi Biro SDM Aparatur dan Organisasi;

3. sarana dan prasarana aparatur dalam pelaksanaan kegiatan perkantoran yang
memadai;

4. peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum yang kuat dalam
pelaksanaan kegiatan di KKP;

5. sistem kerja berbasis elektronik dan teknologi informasi yang dapat
meningkatkan kualitas dan produktivitas kerja;

6. perencanaan program, anggaran, dan pengelolaan kinerja yang baik dan
berkualitas;

7. pelaksanaan RB dalam peningkatan Birokrasi yang efektif, bersih, efisien, dan
akuntabel; dan

8. informasi publik yang transparan dan kehumasan yang komunikatif dan adaptif.

C. Permasalahan dan Tantangan

Kementerian Kelautan dan Perikanan pada tahun 2024 telah memiliki unit
pelayanan penilaian kompetensi pegawai. Namun demikian, dalam proses
penyelenggaraan penilaian kompetensi KKP dalam tahap tertentu masih
menggunakan pihak ketiga seperti pada tahap tes penilaian potensi dan kompetensi
yang kewenangannya belum dimiliki KKP.

Guna menjalankan sustainibilitas atau kemampuan untuk melanjutkan
kebijakan penerapan sistem merit dalam mengelola Aparatur Sipil Negara (ASN),
tuntutan penilaian kompetensi terhadap 12.000 (duabelas ribu) pegawai, besarnya
manfaat hasil penilaian kompetensi, efesiensi biaya penilaian kompetensi dibanding
dengan menggunakan jasa pihak ketiga, dapat menjadi alasan pokok urgensi KKP
memiliki dan membangun unit pelayanan penilaian kompetensi sebagai sebuah

media strategis dalam mendukung pengembangan pegawai.

Untuk mengoptimalkan kinerja Biro SDM Aparatur dan Organisasi masih
terdapat permasalahan yang dihadapi untuk mendapatkan upaya penyelesaian di

Tahun 2024 antara lain sebagai berikut:
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1. belum seluruh pegawai dapat mengikuti program peningkatan kapasitas melalui
pelatihan sesuai dengan ketentuan dalam memenuhi nilai Indeks
Profesionalisme ASN (IP ASN) serta melengkapi ketentuan manajemen talenta
pengembangan SDM aparatur;

2. belum seluruh pegawai mendapatkan luasan ruang kerja yang ideal karena
keterbatasan pemilikan gedung perkantoran;

3. masih diperlukan penataan organisasi di lingkungan Biro SDM Aparatur dan
Organisasi yang disesuaikan dengan analisis beban kerja dan kebutuhan
organisasi yang bersifat dinamis;

4. Pelaksanaan pemerintahan berbasis digital masih perlu penguatan sarana dan

prasarana SDM untuk mencapai indeks SPBE; dan
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BAB Il

PERENCANAAN
KINERJA
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BAB I
PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis Sekretariat Jenderal 2020-2024

Berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 11 Tahun 2024 Tentang
Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Rencana
Strategis Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024 yang
ditanda tangan oleh Sekretaris Jenderal KKP tanggal 1 November 2024, Rencana Strategis
(Renstra) Sekretariat Jenderal (Setjen) KKP 2020-2024 disusun dengan berpedoman pada
Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga 2020-2024.

Renstra Setjen KKP 2020-2024 memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah
kebijakan, strategi, program, kegiatan, dan anggaran pada Sekretariat Jenderal dan
dipergunakan sebagai acuan setiap unit organisasi eselon Il lingkup Sekretariat Jenderal
dalam menetapkan dan menerapkan Indikator Kinerja, Rencana Kerja, dan Rencana Kerja

Anggaran untuk periode 5 (lima) tahun.

B. Perjanjian Kinerja Biro SDM Aparatur dan Organisasi Tahun 2024

Biro SDM Aparatur dan Organisasi melaksanakan program kerja yang
mendukung pelaksanaan program Sekretariat Jenderal secara keseluruhan yaitu
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Sedangkan program kerja Biro SDM Aparatur dan Organisasi adalah meningkatkan
pembinaan dan pengelolaan kepegawaian KKP. Tujuan kegiatan Biro SDM Aparatur

dan Organisasi adalah

“Terwujudnya dukungan manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur yang

profesional di lingkungan KKP”’.
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Biro SDM Aparatur dan Organisasi beberapa kegiatan yaitu: Pengelolaan SDM dan

Organisasi yang dijabarkan dalam output sebagai berikut:

a. Layanan Manajemen SDM
b. Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal

Untuk mencapai Output tersebut dengan sejumlah target indikator sebagaimana
tabel di atas, telah dialokasikan anggaran Biro SDM Aparatur dan Organisasi Tahun
2024 sebagaimana tertuang dalam table data DIPA dibawah ini:

Pagu Awal Biro SDM Aparatur dan
- Rp20.207.737.000,00.
Organisasi

Alokasi Penghematan Automatic
: (Rp5.238.941.000,00)
Adjusment

Pergeseran anggaran ke Biro Umum
dan PBJ untuk kegiatan Capacity (Rp281.570.000,00)
Building lingkup Sekretariat Jenderal

Rekomposisi blokir Automatic
Adjusment untuk kebutuhan anggaran
kegiatan pengadaan ASN (CPNS dan
PPPK) formasi tahun 2024

Rp1.381.400.000,00

Penghematan Belanja Perjalanan
Dinas Kementerian/Lembaga Tahun (Rp1.599.936.000,00)
2024

Pagu Biro SDM Aparatur dan
Rp14.468.690.000,00

Organisasi pada triwulan IV
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Indikator kinerja dan target kinerja yang dituangkan ke dalam Perjanjian

Kinerja merupakan instrumen pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk

Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Laporan Kinerja Biro SDM

Aparatur, terdapat 2 Sasaran Kegiatan yang di jabarkan dalam 18 indikator kinerja

yang dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024 sebagai

berikut:

Tabel 2. Sasaran Kegiatan indikator Kinerja dan Target IKU
Biro SDM Aparatur dan Organisasi Tahun 2024

SASARAN KEGIATAN URAIAN IKU TARGET
Tatakelola pemerintahan 1 | Indeks Penerapan Sistem Merit (nilai) 393
yang baik lingkup Biro
SDM Aparatur dan
Organisasi 2 | Indeks Profesionalitas ASN KKP (indeks) 85

Indeks Implementasi Norma, Standar,

3 | Prosedur dan Kriteria (NSPK) 75
Manajemen ASN di Lingkungan KKP

4 | Indeks Pembinaan JF KKP (Indeks) 71

5 Nilai Kelayakan Penyelenggara Penilaian 65
Kompetensi (nilai)

6 Persentase Penyederhanaan Struktur 100
Organisasi KKP (Persentase)

7 Penetapan ASN Teladan bidang Kelautan 4
dan Perikanan tingkat nasional (kategori)

8 Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk 5
Penyederhanaan Birokrasi KKP (Nilai)

9 | Indeks BerAKHLAK KKP (Persentase) 65
Rekomendasi Kebutuhan JF Daerah

10 80
(Persentase)
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Terwujudnya layanan Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk

dukungan manajemen 11 | mendapat predikat menuju Wilayah 75
yang baik lingkup Biro Bebas dari Korupsi (Nilai)
SDMAO o o i .

12 Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Biro SDM 84

Aparatur dan Organisasi

Indeks Profesionalitas ASN lingkup Biro

= SDM Aparatur(%) =
Presentase Penyelesaian Program
14 Penyusunan Peraturan Perundang- 100

undangan Bidang Pengelolaan SDM
Aparatur dan Organisasi (%)

Presentase penyelesaian temuan BPK
15 | Lingkup Biro SDM Aparatur dan 100
Organisasi (%)

Presentase Jumlah Rekomendasi Hasil
Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk

e Perbaikan Kinerja Lingkup Biro SDMA =
(%)
Unit kerja Biro SDMA yang menerapkan

17 | sistem manajemen pengetahuan yang 94

terstandar (%)

Presentase Realisasi Penyerapan
18 | Anggaran Biro SDm Aparatur dan 95
Organisasi (%)

Sumber: Perjanjian Kinerja Biro SDM Aparatur dan Organisasi Tahun 2024

C. Pemanfaatan Informasi Kinerja Biro SDM Aparatur dan Organisasi
Pemantauan Informasi Kinerja Biro SDM Aparatur dan Organisasi Tahun 2024
dilakukan dengan mengikuti tradisi yang dilakukan di Biro Perencanaan KKP yaitu
secara berkala melalui beberapa jenis periode yang terdiri dari triwulanan,
semesteran dan tahunan. Selain itu, Biro SDM Aparatur dan Organisasi melakukan
pemantauan mandiri di tingkat internal dengan frekuensi yang lebih tinggi yakni
bulanan karena diamanatkan oleh Kepala Biro SDM Aparatur dan Organisasi sebagai

pimpinan tertinggi di Biro SDM Aparatur dan Organisasi.
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Hasil pemantauan yang dilakukan mulai dari periode triwulanan dilaporkan ke

Biro Perencanaan melalui aplikasi kinerjaku (www.kinerjaku.kkp.go.id) dan laporan

kinerja periode tahunan turut dilaporkan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi melalui tautan esr.menpan.go.id. Hasil pemantauan
informasi kinerja Biro SDM Aparatur dan Organisasi periode bulanan juga bermanfaat
bagi Kepala Biro SDM Aparatur dan Organisasi beberapa bawahan Kepala Biro SDM
Aparatur dan Organisasi dalam melengkapi Sasaran Kinerja Individu yang dilaporkan

ke Badan Kepegawaian Negara melalui tautan ekinerja.bkn.go.id.

Pemantauan Informasi Kinerja Biro SDM Aparatur dan Organisasi Tahun
2024, melakukaan pemantauan terhadap IKU yang tidak tercapai pada tahun 2023
sehingga kami melakukan evalusi terhadap IKU BerAKHLAK sehingga dari Hasil
survei Indeks BerAKHLAK rata-rata Nasional pada tahun 2024 mengalami kenaikan
dari tahun 2023, yaitu 61.1% menjadi 68.1% dengan Nilai Indeks BerAKHLAK 78.9%,
perubahan ini menunjukkan adanya sedikit perbaikan, namun nilai tersebut masih
memerlukan upaya lebih lanjut untuk mempertahankan dan meningkatkan tingkat
kesehatan yang telah dicapai saat ini. Berdasarkan kategori indeks BerAKHLAK dan
hasil penilaian indeks BerAKHLAK KKP memperoleh kategori Sehat dengan range
indeks 78.9% dan rata-rata nasional 68.1%. Hasil tersebut diperoleh berdasarkan

dua kategori penilaian yaitu Survei BerAKHLAK dan evaluasi organisasi.
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D. Keselarasan Rencana Strategis Sekretariat Jenderal 2020-2024, Rencana Kerja
2024 dan Perjanjian Kinerja Biro SDM Aparatur dan Organisasi 2024.

Renstra Setjen 2020-2024

PK Biro SDM Aparatur dan

Organisasi 2024

Rencana Kerja
Biro SDM Aparatur dan

Target Target Organisasi 2024

Indeks Sistem Merit KKP Indeks Sistem Merit KKP Indeks Sistem Merit KKP
. 393 . 393 o
(Nilai) (Nilai) (Nilai)
Indeks Profesionalitas 85 Indeks Profesionalitas 85 Indeks Profesionalitas
ASN Setjen (Indeks) ASN Setjen (Indeks) ASN Setjen (Indeks)
Indeks Implementasi Indeks Implementasi Indeks Implementasi
Norma, Standar, Prosedur 75 Norma, Standar, Prosedur 75 Norma, Standar, Prosedur
dan Kriteria (NSPK) dan Kriteria (NSPK) dan Kriteria (NSPK)
Manajemen ASN (Indeks) Manajemen ASN (Indeks) Manajemen ASN (Indeks)
Indeks Pembinaan JF 71 Indeks Pembinaan JF 71 Indeks Pembinaan JF
KKP (Indeks) KKP (Indeks) KKP (Indeks)
Nilai Kelayakan Nilai Kelayakan Nilai Kelayakan
Penyelenggara Penilaian 65 Penyelenggara Penilaian 65 Penyelenggara Penilaian
Kompetensi KKP (nilai) Kompetensi KKP (nilai) Kompetensi KKP (nilai)
Persentase Persentase Persentase
Penyederhanaan Struktur 100 | Penyederhanaan Struktur 100 | Penyederhanaan Struktur
Organisasi KKP (%) Organisasi KKP (%) Organisasi KKP (%)
Penetapan Penghargaan Penetapan Penghargaan Penetapan Penghargaan
ASN Bidang Kelautan dan 4 ASN Bidang Kelautan dan 4 ASN Bidang Kelautan dan
Perikanan tingkat Perikanan tingkat Perikanan tingkat
Nasional (Nilai) Nasional (Nilai) Nasional (Nilai)
Tingkat Capaian Sistem Tingkat Capaian Sistem Tingkat Capaian Sistem
Kerja untuk 5 Kerja untuk 5 Kerja untuk
Penyederhanaan Birokrasi Penyederhanaan Birokrasi Penyederhanaan Birokrasi
KKP (Nilai) KKP (Nilai) KKP (Nilai)
Indeks BerAKHLAK KKP Indeks BerAKHLAK KKP Indeks BerAKHLAK KKP
65 65

(%) (%) (%)
Presentase Rekomendasi 80 Presentase Rekomendasi 80 Presentase Rekomendasi

Kebutuhan JF Daerah (%)

Kebutuhan JF Daerah (%)

Kebutuhan JF Daerah (%)
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Nilai Minimal yang
dipersyaratkan unit Kerja

Nilai Minimal yang
dipersyaratkan unit Kerja

Nilai Minimal yang
dipersyaratkan unit Kerja

Berpredikat menuju 75 Berpredikat menuju 75 Berpredikat menuju
Wilayah Bebas dari Wilayah Bebas dari Wilayah Bebas dari
Korupsi (WBK) (Nilai) Korupsi (WBK) (Nilai) Korupsi (WBK) (Nilai)
Nilai Penilaian Mandiri Nilai Penilaian Mandiri Nilai Penilaian Mandiri
SAKIP Biro SDM Aparatur 84 SAKIP Biro SDM Aparatur 84 SAKIP Biro SDM Aparatur
dan Organisasi (Nilai) dan Organisasi (Nilai) dan Organisasi (Nilai)
Indeks Profesionalitas Indeks Profesionalitas Indeks Profesionalitas
ASN Biro SDM Aparatur 85 ASN Biro SDM Aparatur 85 ASN Biro SDM Aparatur
dan Organisasi (Indeks) dan Organisasi (Indeks) dan Organisasi (Indeks)
Persentase Penyelesaian Persentase Penyelesaian Persentase Penyelesaian
Program Penyusunan Program Penyusunan Program Penyusunan
Peraturan Perundang- Peraturan Perundang- Peraturan Perundang-
undangan Bidang 100 | undangan Bidang 100 | undangan Bidang
Pengelolaan SDM Pengelolaan SDM Pengelolaan SDM
Aparatur dan Organisasi Aparatur dan Organisasi Aparatur dan Organisasi
(%) (%) (%)
Persentase Penyelesaian Persentase Penyelesaian Persentase Penyelesaian
Temuan BPK Lingkup Biro 100 Temuan BPK Lingkup Biro 100 Temuan BPK Lingkup Biro
SDM Aparatur dan SDM Aparatur dan SDM Aparatur dan
Organisasi (%) Organisasi (%) Organisasi (%)
Persentase Rekomendasi Persentase Rekomendasi Persentase Rekomendasi
Hasil Pengawasan yang Hasil Pengawasan yang Hasil Pengawasan yang
Dimanfaatkan untuk 95 Dimanfaatkan untuk 95 Dimanfaatkan untuk
Perbaikan Kinerja Biro Perbaikan Kinerja Biro Perbaikan Kinerja Biro
SDM Aparatur dan SDM Aparatur dan SDM Aparatur dan
Organisasi (%) Organisasi (%) Organisasi (%)
Persentase Unit Kerja Persentase Unit Kerja Persentase Unit Kerja
yang menerapkan Sistem yang menerapkan Sistem yang menerapkan Sistem
manajemen pengetahuan manajemen pengetahuan manajemen pengetahuan
. 94 . 94 .
yang terstandar lingkup yang terstandar lingkup yang terstandar lingkup
Biro SDM Aparatur dan Biro SDM Aparatur dan Biro SDM Aparatur dan
Organisasi (%) Organisasi (%) Organisasi (%)
Persentase Penyerapan Persentase Penyerapan Persentase Penyerapan
Anggaran Biro SDM 95 Anggaran Biro SDM 95 Anggaran Biro SDM

Aparatur dan Organisasi
(%)

Aparatur dan Organisasi
(%)

Aparatur dan Organisasi
(%)
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Matrik 4 Lampiran Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 11 Tahun 2024
Tentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 17 Tahun 2020
Tentang Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan
Tahun 2020-2024 memuat butir-butir Indikator Kinerja untuk menjadi tanggung jawab
Biro SDM Aparatur dan Organisasi di Tahun Anggaran 2024. Adapun ke-17 butir
Indikator Kinerja tersebut dapat dilihat dalam Tabel 4 di atas. Di sebelah kanan kolom
Renstra Setjen 2020-2024 pada tabel yang sama, dapat kita lihat ke-18 butir Indikator
Kinerja Biro Biro SDM Aparatur dan Organisasi tahun 2024 dan rencana kerja Biro Biro
SDM Aparatur dan Organisasi.

Dengan melalukan komparasi butir-butir indikator kinerja baik nomenklatur
maupun besar target indikator terutama antara Renstra Setjen 2020-2024 dan
Perjanjian Kinerja Biro Biro SDM Aparatur dan Organisasi 2024, kita Dapatkan
keselarasan antara Rencana Strategis Sekretariat Jenderal 2020-2024 dan Perjanjian
Kinerja Biro Biro SDM Aparatur dan Organisasi Tahun 2024 yang ditunjang oleh
rencana kerja Biro Biro SDM Aparatur dan Organisasi di tahun yang sama.
Keselarasan dalam perencanaan indikator kinerja secara hakikatnya adalah salah satu
prasyarat pemenuhan akuntabilitas kinerja yang sejalan dengan semangat yang
diusung oleh Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi (PANRB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 tahun 2023 tentang Pengelolaan

Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
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A. Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas Kinerja Organisasi Biro SDM Aparatur dan Organisasi merupakan
kinerja secara kolektif dari seluruh tim di Biro SDM Aparatur dan Organisasi, dengan
didasarkan atas perjanjian kinerja telah dilakukan pengukuran dan evaluasi kinerja
secara berkala.

Dalam pelaksanaannya, pengukuran dan pelaporan kinerja Biro SDM Aparatur
dan Organisasi menggunakan Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (SAPK), Secara
umum Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) Biro SDM Aparatur dan
Organisasi Tahun 2024 sebesar 106.94%.

Gambar 3. Dashboard Capaian Kinerja Tahun 2024 Biro SDM Aparatur dan
Organisasi pada aplikasi kinerjaku.kkp.go.id
Sumber: www.kinerjaku.kkp.go.id

€ (&} QO B nhttpsy//kinerjaku kkp.go.d/app/home/dt/21/12/2024 B % ® & =
‘ KEMENTERIAN
. ) KELAUTANDAN === 1/ .
% ) PERIKANAN = Kinerjaku rome Kamis, 23 Januari 2025 §
Unit Kerja Tahun
0102000000 - BIRO SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR DAN ORGANISASI - 2024 ~
TW-1 TW-2 TW-3 TW-4

fN A . (A

116.59 106.74 120 106.94

Capaian Kinerja IKU Keterangan

™W2 sid TW2 ™ s/d TW3 ™ s/d TW4 nilai 110 - 120

™wi 3 4
Skor Capaian ity i iy ity 1) '} %) nilai 90 - <110
116,59 106,74 107,30 120,00 120,00 106,04 106,04
[} [} Q Q Cukup nilai 70 - <80
Skor Verifikasi &1l iy ity il Oy & o Kurang nilai 50 - <70
114,59 106,74 107,30 120,00 120,00 106,94 106,94 .
Q Q Q qQ Sangat Kurang untuk nilai <50

Belum ada penilaian
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B. Analisi Capaian Kinerja

A Y A

108.76 106.94

Capaian Kinerja IKU Capaian Kinerja IKU
Biro SDM Aparatur dan Organisasi Biro SDM Aparatur dan Organisasi
Triwulan IV Tahun 2023 Triwulan IV Tahun 2024
Gambar:

Capaian Kinerja Biro SDM Aparatur dan Organisasi

Secara rinci capaian indikator kinerja utama di untuk Sasaran Strategis
terwujudnya Tatakelola pemerintahan yang baik lingkup Biro SDM Aparatur dan

Organisasi Tahun 2024 dapat diikuti pada tabel berikut:
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Tabel 4.

Capaian Kinerja Tahun 2024 Biro SDM Aparatur dan Organisasi

SASARAN
KEGIATAN

URAIAN IKU

Target

Tahun

TWIV

Realisasi

Capaian

Tata Kelola
Pemerintahan
Yang Baik di
Pengelolaan
SDM Aparatur

Indeks Penerapan Sistem
Merit (nilai)

393

393

393

100,00

Indeks Profesionalitas ASN
KKP (indeks)

85

85

87,05

102,41

Indeks Implementasi Norma,
Standar, Prosedur dan
Kriteria (NSPK) Manajemen
ASN di Lingkungan KKP

75

75

89,71

119,61

Indeks Pembinaan JF Setjen
(Indeks)

71

71

74,00

104,23

Nilai Kelayakan
Penyelenggara Penilaian
Kompetensi (nilai)

65

65

84,86

120,00

Persentase Penyederhanaan
Struktur Organisasi KKP
(Persentase)

100

100

100,00

100,00

Penetapan ASN Teladan
bidang Kelautan dan
Perikanan tingkat nasional
(kategori)

120,00

Tingkat Capaian Sistem Kerja
untuk

Penyederhanaan Birokrasi
KKP (Nilai)

100,00

Indeks BerAKHLAK KKP
(Persentase)

65

65

78,90

120,00

10

Rekomendasi Kebutuhan JF
Daerah (Persentase)

80

80

82,30

102,88

Laporan Kinerja Tahun 2024

Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi
Jin. Medan Merdeka Timur No.16 Jakarta Pusat




Nilai minimal yang
dipersyaratkan untuk
11 | mendapat predikat menuju 75 75 79,51
Wilayah Bebas dari Korupsi
(Nilai)

106,01

Nilai Penilaian Mandiri SAKIP
12 | Biro SDM Aparatur dan 84 84 82,20
Organisasi

97,86

Terwujudnya Indeks Profesionalitas ASN
layanan 13 | lingkup Biro SDM 85 85 89,76
dukungan Aparatur(%)

105,60

manajemen yang
baik lingkup Biro
SDMAO

Presentase Penyelesaian
Program Penyusunan
Peraturan Perundang-
undangan Bidang
Pengelolaan SDM Aparatur
dan Organisasi (%)

14 100 100 100,00

100,00

Presentase penyelesaian
temuan BPK Lingkup Biro
SDM Aparatur dan
Organisasi (%)

5 100 100 101,00

101,00

Presentase Jumlah
Rekomendasi Hasil
Pengawasan yang
Dimanfaatkan untuk
Perbaikan Kinerja Lingkup
Biro SDMA (%)

16 95 95 100,00

105,26

Unit kerja Biro SDMA yang
menerapkan sistem
manajemen pengetahuan
yang terstandar (%)

17 94 94 133,33

120,00

Presentase Realisasi
Penyerapan Anggaran Biro
SDm Aparatur dan
Organisasi (%)

18 95 95 98,90

104,11

Dalam mencapai Sasaran Kegiatan, Biro SDM Aparaatur dan Organisasi telah
mengevaluasi dan menganalisis kinerja dalam rangka menggambarkan keterkaitan
pencapaian kinerja kegiatan dan kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran dan

tujuan. Capaian kinerja Biro Biro SDM Aparaatur dan Organisasi Triwulan IV Tahun
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2024 sebesar 106.65%, bila dibandingkan dengan capaian kinerja Biro SDM Aparaatur

dan Organisasi Triwulan [ll Tahun 2024, terdapat penurunan nilai poin sebesar
13,35%.
Pada tahun 2024, terdapat 18 Sasaran Kegiatan dan terdapat 12 IKU yang

capaiannya melebihi 100 persen yaitu:

1)
2)

3)
4)
9)
6)
7)

8)
9)

Indeks Profesionalitas ASN Setjen

Indeks Implementasi Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK)
Manajemen ASN

Indeks Pembinaan JF KKP

Nilai Kelayakan Penyelenggara Penilaian Kompetensi KKP

Indeks BerAKHLAK KKP

Presentase Rekomendasi Kebutuhan JF Daerah

Nilai Minimal yang dipersyaratkan unit Kerja Berpredikat menuju Wilayah
Bebas dari Korupsi (WBK)

Indeks Profesionalitas ASN Biro SDM Aparatur dan Organisasi

Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup Biro SDM Aparatur dan
Organisasi

10)Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk

Perbaikan Kinerja Biro SDM Aparatur dan Organisasi

11)Persentase Unit Kerja yang menerapkan Sistem manajemen pengetahuan

yang terstandar lingkup Biro SDM Aparatur dan Organisasi

12)Persentase Penyerapan Anggaran Biro SDM Aparatur dan Organisasi
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Tercapainya Kinerja Biro SDM Aparatur dan Organisasi pada didasarkan dengan

analisis sasaran kegiatan yang telah ditetapkan yaitu:

Persentase Penerapan sistem merit merupakan mandat UU Nomor 5 Tahun
2014 yang harus dilaksanakan untuk mewujudkan pengelolaan ASN yang
transparan dan berkeadilan sehingga dapat meningkatkan profesionalitas dan
kinerjanya. Sistem merit merupakan kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan
pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja, yang diberlakukan secara adil dan wajar
dengan tanpa diskriminasi. Tujuan sistem merit ini untuk:

1. Merekrut ASN yang profesional dan berintegritas dan menempatkan mereka
pada jabatan-jabatan birokrasi pemerintah sesuai kompetensinya;

2. Mempertahankan ASN melalui pemberian kompensasi yang adil dan layak;

3. Mengembangkan kemampuan ASN melalui bimbingan dan diklat;

4. Melindungi karier ASN dari politisasi dan kebijakan yang bertentangan dengan

prinsip merit (nepotisme, primordialisme).

Penerapan sistem merit ini akan menghapus praktik-praktik ketidakadilan
mulai dari tahap perencanaan dan penetapan kebutuhan, pengadaan
(rekruitmen), pengembangan kompetensi, penilaian kinerja dan disiplin,
pengembangan karier, hingga pemberian imbalan berupa gaji, tunjangan,
perlindungan, pensiun, dan jaminan hari tua. Untuk mengetahui tingkat maturitas
(kematangan) instansi pemerintah dalam menerapkan sistem merit, ditetapkan
alat ukur berupa Indeks Sistem Merit. Dalam Permen PAN dan RB Nomor 40
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Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit Dalam Manajemen Aparatur Sipil
Negara, bahwa aspek penilaian dalam penerapan sistem merit meliputi:
perencanaan kebutuhan; pengadaan; pengembangan karier; promosi dan mutasi;
manajemen kinerja; penggajian, penghargaan dan disiplin; perlindungan dan
pelayanan; dan sistem informasi. Hasil penilaian akan dikelompokkan dalam
kategori penilaian sesuai nilai dan indeks yang dicapai dengan sebutan “kategori
I” untuk indek 0 — 0,4 sampai dengan “kategori IV” (sangat baik) dengan indeks
0,8— 1. Pada Tahun 2024 ini, target capaian nilai untuk sistem merit sama

besarnya seperti taun sebelumnya dengan nilai sebesar 393.

KKP telah dua kali mendapatkan anugerah metokrasi dengan predikat
sangat baik. Pertama pada tahun 2019 pertama kali anugerah diselenggarakan
KKP mendapatkan nilai 361, Indeks 0,8 melalui Keputusan KASN Nomor 04 tahun
2019. Dan pada tahun 2021, KKP juga mendapatkan anugerah meritokrasi
dengan sangat baik dengan nilai 390,5 dan Indeks 0,95 melalui Keputusan KASN
Nomor 99 Tahun 2021 dan pada tahun 2023 KKP juga mendapatkan anugerah
Katagori IV (Sangat Baik) dengan nilai 393 dan Indeks 0,96 melalui Keputusan
KASN Nomor 162 Tahun 2023. Peningkatan rerata nilai sistem merit menunjukkan
komitmen KKP secara keberlanjutan menerapkan system merit dslam manajemen
ASN.

Dengan demikian berdasarkan Pasal 111 Undang-Undang Nomor 5
Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Instansi Pemerintah yang telah
menerapkan Sistem Merit dalam pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara
dengan persetujuan Komisi Aparatur Sipil Negara dapat dikecualikan dalam

pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi secara terbuka dan kompetitif.
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Tabel 22
Capaian Indikator Kinerja 1

IKU 1 Indeks Penerapan Sistem Merit (nilai)

Realisasi 2024 Renstra Setjen 2020-2024
%
% Capaian .
L % . % Capaian
Target | Realisasi . kenaikan | Target thd Target
2020 | 2021 | 2022 | 2023 2024 2024 2024 C;g;lfn 2023- 2024 Target 2024 thdz'gg;get
2024 TW IV
2024
0,9 0,95 | 0,95 0,96 393 393 393 100,00% - 393 100% 0,96 100%

Sumber: Keputusan Kepala Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 162KEP.KASN/C/XI/2023 Tentang Penetapan Kategori, Penilaian,
dan Indeks Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Kelautan dan

Perikanan.

Indeks Sistem Merit KKP adalah sebesar 0,96 atau telah mencapai 112,94 persen
(sebesar 112,94 persen apabila dalam aplikasi kinerjaku). Apabila dibandingkan dengan
target 2024 pada Renstra Setjen 2020-2024, realisasi tersebut telah mencapai 111,76
persen dari target sebesar 0,85. Keberhasilan pencapaian target kinerja ini didorong
dengan adanya penyempurnaan dan perbaikan dari aspek perencanaan kebutuhan,
pengadaan, pengembangan karis, promosi dan mutase pegawai, serta manajemen

kinerja.

Berdasarkan Keputusan Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 99/KEP.KASN/C/XI/2021
tentang Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara di Lingkungan
KKP, telah ditetapkan hasil penilaian penerapan sistem merit dalam manajemen ASN di
lingkungan KKP pada Kategori IV (sangat Baik) dengan Nilai 393 dan indeks 0,96.
Berdasarkan hasil penilaian tersebut Komisi Aparatur Sipil Negara merekomendasikan

beberapa hal untuk penyempurnaan aspek-aspek sebagai berikut :

a. Perencanaan Kebutuhan
Menetapkan analisis jabatan Analisis Beban Kerja, peta jabatan, rencana kebutuhan
dan rencana pemenuhan kebutuhan pegawai jangka menengah yang telah

disesuaikan dengan perubahan SOTK dan penyederhanaan birokrasi.
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b. Pengadaan
Mengintegrasikan Pelatihan Dasar CPNS, dengan program pengembangan
kompetensi lainnya dan melaksanakan evaluasi pasca Latsar sesuai dengan PerLAN
Nomor 1 Tahun 2021.
c. Pengembangan Karier
e Menyusun dan menetapkan SKJ untuk seluruh jabatan
¢ Menyempurnakan manajemen yang telah dibangun dengan memperhatikan
prinsip-prinsip manajemen talenta agar menghasilkan rencana suksesi.
¢ Melaksanakan pengembangan dan pembinaan karir pegawai berdasarkan pada
Manajemen Talenta.
e Melaksanakan evaluasi atas pelaksanaan program-program pengembangan
kompetensi pegawai.
d. Promosi dan Mutasi
Menyesuaikan kebijakan pola karir pegawai yang mengatur tentang jalur karir pegawai
sebagai kerangka dasar pelaksanaan manajemen talenta.
e. Manajemen Kinerja
Melaksanakan analisis permasalahan kinerja bagi pegawai yang tidak dapat mencapai

target kinerja dan menyusun strategi untuk mengatasi kesenjangan tersebut.

Sedangkan untuk pengisian jabatan pimpinan tinggi di lingkungan KKP yang penilaian
sistem meritnya telah ditetapkan dalam kategori IV (sangat baik) dapat disetujui untuk
dikecualikan dari ketentuan pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi secara terbuka dan
kompetitif, apabila KKP telah memiliki dan atau telah melakukan penyempurnaan
terhadap talent pool, rencana suksesi, dan telah memiliki kebijakan pola karir instansi
yang mengatur tentang pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi melalui talent pool dan
rencana suksesi serta berkoordinasi dengan KASN sesuai dengan peraturan
perundangan-undangan yang berlaku. Keputusan atas Penilaian KASN tersebut berlaku

selama 2 tahun sejak tanggal ditetapkannya yaitu 30 November 2021.
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Kedepan beberapa upaya perbaikan yang akan dilakukan di tahun 2022 dalam rangka
meningkatkan indesk system Merit antara lain :

1. Menindaklanjuti rekomendasi hasil Komisi Aparatur sipil Negara untuk
menyempurnakan Aspek — Aspek diantaranya Aspek perencanaan kebutuhan,
Aspek Pengadaan Pegawai, Aspek pengembangan karier pegawai, Aspek
Promosi dan Alih tugas pegawai dan Aspek Manajemen Talenta.

2. Koordinasi internal dan eksternal terkait pemenuhan dokumen sistim merit.

Dalam penilaian system merit kementerien kelauatan dan perikanan mendapatakan
nilai tertinggi dalam penilaian tingkat kememnterian, Kalau rangking keseluruhan
kementerian/lembaga/pemerintah daerah dibawah Jawa Barat. Dengan hasil ini kita bisa
terus meningkatkan kualitas penerapan sistem merit, tidak hanya sebatas pada kualitas
penyelenggaraan tata kelola sistem merit yang adil melayani dan memberikan kontribusi
nyata terharap kualitas peningkatan karir dan tata kelola pemerintahan yang baik serta
kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan yang berkemajuan.
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Penggunaan Anggaran yang Mendukung Indikator Kinerja

Dalam menunjang pencapaian indikator Indeks Penerapan Sistem Merit
diperlukan biaya untuk dapat melaksanakan kegiatan demi mencapai output sesuai
dengan tugas dan fungsi dari Biro SDM Aparatur dan Organisasi. Biaya-biaya
tersebut dituangkan pada Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga
(RKAKI/L) yang disusun 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan kerja dan anggaran
dilaksanakan telah mencapai target yang ditentukan berdasarkan capaian kinerja
dan realisasi anggaran sebesar Rp113.983.100 dari pagu Rp146.697.000
(77,69%).

IKU 2 : Indeks Profesionalitas ASN Setjen (indeks)

Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta
derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya.
IKU-1. Indeks Profesionalitas ASN merupakan indikator baru di tahun 2019 yang
dilaksanakan sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri PAN dan RB No. 38 Tahun 2018
tentang Peraturan Indeks Profesionalitas Aparatir Sipil Negara. Nilai Indeks
Profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN KKP yang
diukur setiap tahun oleh Biro SDMA, Sekretariat Jenderal, Kementerian Kelautan dan
Perikanan, dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB No. 38 Tahun 2018
tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara. Nilai diukur setiap
tahun dengan menggunakan 4 (empat) dimensi yaitu 1. Kualifikasi, 2. Kompetensi, 3.
Kinerja dan 4. Disiplin berdasarkan Sumber data pengukuran Indeks Profesionalitas
ASN yang dapat diperoleh dari beberapa sumber yang tervalidasi meliputi:

a. Kualifikasi dihitung dari kondisi tingkat pendidikan terakhir dari pegawai dengan
ketentuan sesuai SK Pangkat Terakhir atau SK Pencantuman Gelar yang sudah
diupdate pada aplikasi SIMPEG Online KKP.
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b. Kompetensi diolah datanya dari aplikasi e-Pegawai KKP dan Aplikasi Sistem

dengan ketentuan sbb:

¢ Aspek kompetensi Diklat Struktural atau Diklat PKN, diklat perjenjangan sesuai
dengan level jabatan strukturalnya, dimana penilaian cukup satu sertifikat diklat
struktural sepanjang tahun tetap terhitung dan pengambilan data dari aplikasi
e-Pegawai KKP;

¢ Aspek kompetensi Diklat Fungsional, diklat teknis bidang fungsional pada level
jabatan fungsionalnya, dimana penilaian cukup satu sertifikat diklat fungsional
sepanjang tahun tetap terhitung dan pengambilan data dari aplikasi SIASN
BKN;

¢ Aspek kompetensi Diklat 20 JP,

¢ Aspek kompetensi Seminar diwajibkan sesuai tingkat jabatannya;

¢ Pejabat Struktural wajib sudah pernah melaksanakan Diklatpim, sesuai dengan
level terakhirnya, Diklat 20 JP secara proporsional pada tahun berjalan dan
Seminar dalam satu tahun terakhir dengan total bobot yaitu 40;

¢ Pejabat Fungsional wajib sudah pernah  melaksanakan Diklat
Fungsional/Teknis, Diklat 20 JP secara proporsional pada tahun berjalan dan
Seminar dihitung sejak 2 tahun terakhir dengan total bobot yaitu 40;

¢ Pejabat Fungsional Umum wajib sudah melaksanakan Diklat 20 JP secara
proporsional pada tahun berjalan dan Seminar dihitung sejak 2 tahun terakhir

dengan total bobot yaitu 40;

c. Kinerja diolah datanya dari aplikasi Penilaian Kinerja BKN pada aplikasi SIASN hasil
pengolahan dari Aplikasi Kinerja BKN dengan pengambilan Predikat Kinerja; d.
Disiplin diolah datanya dari aplikasi SIMPEG Online KKP dengan ketentuan diambil
yang tidak pernah/pernah dijatuhi hukuman disiplin selama 1 tahun terakhir dan
diupdate pada aplikasi SIMPEG.
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Berdasarkan dengan Manual IKU IP ASN KKP telah dilakukan pengukuran
pada Triwulan IV/Semester Il Tahun 2024 dengan target semester |l yang sudah

ditetapkan yaitu nilai 85 (kategori Tinggi).

Tabel 22
Capaian Indikator Kinerja 17

IKU 2 Indeks Profesionalitas ASN Setjen (indeks)

Realisasi 2024 Renstra Setjen 2020-2024
%
% Capaian .
. % . % Capaian
Target | Realisasi ) kenaikan | Target thd Target
2020 2021 2022 2023 2024 2024 2024 C;ggfn 2023- 2024 Target 2024 thdzggzget
2024 TW IV
2024
73,37% | 81,36% | 82,90% | 83,31 85 85 87,05 102,41 - 85 102,41 85 102,41

Sumber: Nota Dinas Kepala Biro SDM Aparatur dan Organisasi Nomor 62/SJ.3/TU.140/1/2025 perihal Capaian IKU ”Indeks
Profesional Aparatur Sipil Negara (IP ASN) di Lingkungan KKP Triwulan IV/Semester Il Tahun 2024 dan Target Capaian IP ASN

KKP Tahun 2025”

Hasil yang dicapai pada Triwulan IV/Semester |l tahun 2024 berdasarkan hasil
pengukuran Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja dan Disiplin pada Dashboard IP ASN KKP
yang berbasis data Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian KKP dan SIASN BKN
yaitu 88,44 (kategori Tinggi) terdiri dari Kualifikasi 21,23; Kompetensi 36,53; Kinerja
25,70; dan Disiplin 4,94, closing data dari database kepegawaian SIMPEG dan SIASN di
tanggal 08 Januari 2025, berikut Tabel Capaian di Triwulan IV/Semester Il tahun 2024.
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Capaian S ster 11
i Target 2025
No Unit Peringe Semester
) P .
Nilai | Kategori | Prosentase | T oRBUIHraN S““]"““ 1V Akhir
(26) Tahun
1 | Setjen 87,05 Tinggi 102,41 Semesteran 81 87
2 Ditjen PKRL 90,86 Tinggi 103,25 Semesteran 81 87
Ditjen
3 | Perikanan 89,10 Tinggi 106,07 Semesteran 81 87
Tangkap
Ditjen
4 Perikanan 86,80 Tinggi 102,11 Semesteran 81 87
Budi Daya
Ditjen
5 |Zeaguatan 89,12 Tinggi 102,43 Semesteran 81 87
Daya Saing -
Produk KP
.| Ditjen e e . e
6 PSDKP 87,25 Tinggi 106,40 Semesteran 81 87
[nspektorat PP s G : z
1 L 2 W l" &1 ot
7 Tenderal 90.8 Tinggi 106,84 Semesteran 82 88
8 BPPSDMEKFP 86,23 Tinggi 109,15 Semesteran 81 87
9 | BPPMHKP BB.77 Tinggi 103,22 Semesteran 81 87
88,44 82 88
3 L 2 o - ¥ T NE]
[PASN KKF (Tinggi) Tinggi 104,05 Semesteran (Tinggi) (Tinggi)

Dapat di jelaskan berdasarkan tabel diatas nilai Capaian yang di ukur dari 4

Komponen pembentuk Pengukuran IP ASN Kementerian Kelautan dan Perikanan pada

Triwulan IV Semester || Tahun 2024 melebihi dari target yang ditetapkan pada Semester

Il yaitu sebesar 88, 44 dari 85 atau prosentase sebesar 104,05%, berikut penjelasan

hasil dari capaian yaitu:

1. Kualifikasi (bobot = 25)

Capaian sebesar 21,23 atau 84,92 % dengan asumsi bahwa pegawai KKP rata-rata

sudah sesuai antara jenjang Jabatan dan tingkat pendidikan terakhirnya;

2. Kompetensi (bobot = 40)
Capaian sebesar 36,53 atau 91,33% dengan asumsi bahwa komponen di

kompetensi yaitu:
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a. Diklatpim belum maksimal karena ada kecenderungan Pejabat Eselon | belum
Diklatpim Tk.I, Pejabat Eselon Il belum Diklatpim Tk.ll, Pejabat Eselon Il belum
Diklatpim Tk.lII, dan Pejabat Eselon IV belum Diklatpim Tk.IV, terutama adanya
transfromasi jabatan struktural ke jabatan fungsional, yang sangat
mempengaruhi nilai IP ASN dari komponen Diklatpim;

b. Diklat Teknis Fungsional, kecenderungan sudah dimiliki oleh Pejabat
Fungsional KKP, karena hal tersebut sudah merupakan kewajiban pejabat
fungsional dalam mengumpulkan Angka Kredit;

c. Diklat Teknis 20 JP (Jam Pelatihan), cenderung sudah dimiliki oleh seluruh
pegawai, baik Struktural, Fungsional Tertentu dan Fungsional Umum/Staf serta
dilakukan pengukurannya secara proporsional sesuai JP yang telah diperoleh
berbanding 20 JP/Tahun;

d. Seminar, sebagian pegawai sudah mengikuti seminar.

3. Kinerja (bobot = 30)
Capaian sebesar 25,70 (Kategori Baik) atau 8,66% dengan asumsi bahwa
komponen Penilaian Rating Hasil Kerja dan Rating Perilaku Kerja yang terdiri dari
rating Diatas Ekspektasi, Sesuai Ekspektasi dan Dibawah Ekspektasi pada
Penilaian Kinerja Tahun 2023.

4. Disiplin (bobot = 5)
Capaian sebesar 4,98 atau 99,6% dengan mengukur hasil data hukuman disiplin

pegawai KKP.

Perhitungan Indeks Profesionalitas ASN KKP Triwulan IV/Semester Il tahun 2024
dilakukan dengan melakukan pengukuran kepada 10.499 orang Pegawai Negeri Sipil
yang tersebar di 9 (sembilan) unit kerja Eselon |. Berdasarkan hasil pengukuran Indeks
Profesionalitas ASN di masing-masing unit kerja Eselon |, seluruh unit kerja eselon |
sudah melebihi dari target dengan nilai tertinggi adalah Balai Penyuluhan dan
Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan dengan capaian sebesar 86,23 dari
target 79 atau prosentase 109,15% melebihi target, dan yang terendah adalah Ditjen

Perikanan Budidaya dengan capaian 86,80 dari target 85 atau prosentase 102,11%.
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Perhitungan IP ASN mengalami beberapa kendala dan mengatasi kendala
tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Melakukan identifikasi bagi pegawai yang membutuhkan pelatihan dan tambahan
keterampilan sesuai dengan deskripsi tugas fungsi kinerjanya serta mengusulkan
untuk pelatihan dan peningkatan keterampilan bagi yang bersangkutan baik secara
luring dan daring;

2. Meningkatkan kompetensi dengan Sosialisasi peraturan-peraturan terkait
kepegawaian;

3. Pelatihan bagi pegawai dengan fokus pelatihan pada aspek-aspek yang masih
rendah bagi pegawai yang bersangkutan;

4. Monitoring dan evaluasi presensi;

5. Belum maksimalnya peremajaan data pada aplikasi MyASN untuk aspek
penginputan/pengusulan peremajaan data diklat oleh setiap ASN dan dilakukan
pemeriksaan data usulan peremajaan oleh admin Verifikasi (Verifikator dan
Approval) yang sudah ditunjuk oleh pimpinan unit kerja.

Selanjutnya untuk Triwulan Il atau Semester | Tahun 2025, telah ditetapkan target
IP ASN KKP sebesar 88 (kategori Tinggi), dengan metode perhitungan
sebagaimana tercantum dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara
Nomor 8 Tahun 2019 tanggal 15 Mei 2019 dan Surat Plt. Kepala Badan
Kepegawaian Negara Nomor 4190/B-BM.02.01/SD/K/2024 tanggal 20 Juni 2024
perihal Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2023 sebagai berikut

penyesuaiannya:
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1. Dimensi Kualifikasi

Jabatan Jenis Jabatan Persyaratan Pendidikan yang diperoleh PNS (Bobot)
Pendidikan
Minimal DII/DV
diangkat 53 52 SI/DI DII SLTA/ Dibawah
kedalam Vv 1 Sederajat | SLTA
jabatan
Manajerial | Jabatan Pimpinan | SI/ DIV 25 25 20 10 10 10
Tinggi
Jabatan SI/ DIV 25 25 20 15 10 10
Administrator
Jabatan DIII 25 25 25 20 10 10
Pengawas
Non Jabatan SLTA 25 25 25 25 20 10
Manajerial | Fungsional
(Keterampilan) DIII 25 25 25 20 10 10
Jabatan SI/ DIV 25 25 20 10 10 10
Fungsional
(Keagh}iml} 52 25 20 10 10 10 10
Jabatan SLTA 25 25 25 25 20 10
Pelaksana
2. Dimensi Kompetensi
a. PNS
I INSTRUMEN
 BOBOT DAS DIKLA | DIKLAT DIKLAT PENGEMBANGAN |
AT JENIS PRECRD IR | KEREMIMPINAN | FUNGSIONAL TEK!?ts :OMPETENm
JABATAMN HASIL PENILAIAN KINERJA | ;
| - — —_— - . C———— —— -
| | ot | Bak | o Bt | Mot | ardes | sudsh | Betum { sudah | Betum | Sudah | Belum | >=200P | <20JP
| Mangjerial | J{maiah 5 25 70 15 0 5 0 [] e 5 proporsional |
| Fimpenan Tnggr
| if_:;\“ = 2% | 20 16 10 5 10 ] = |78 | proporsional
minisirator
| ‘ '.l'ét'{a'iéﬁ o 25 | 20 15 10 5 W | o . B proporsional
P
E MNeon | J:f;lagg:‘ag 25 | 20 15 | 10 5 10 0 5 proporsional
| Manajenial | Fungsional I —
Jabatan 25 0 i5 | 10 5 10 a 5 proporsional
| Pelaksana | | | [
b. PPPK
3 INSTRUMEN
T ENGEMBANGAN
JENIS — BOBOTDASAI - KEPgmthN FUP%':I.SL&L ‘?'IE'::;-IAIS z HOMPETENSI
JABATAN
JABATAN HASIL PENILAIAN KINERJA
| s;:f‘:l Baik Pn?.g::':m M::;?{:ﬂl E::f:; Sudah | Bolum | Sudah | Bolum | Sudah | Bolum ’=34JT‘ SR
Manajerial | Jabatan 25 20 15 | 10 5 10 T | I - 5 propersicnal
Pimpinan Tggi
ﬁé’_‘gﬁ'—” E|H[® | © N N 5[ prosoreion
minisiral
| Jabatan o 25 | 20 15 | 10 5 0 3 5 | proporsional
| Pengawas |
Hon t Jabatan e 20 % | 10 5 W | o » § | proporsicnal
Manajenal ilmg_smnal |
Jabatan 25 20 15 | 10 5 10 o 5 proporsional
| Pelaksana =
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Penggunaan Anggaran yang Mendukung Indikator Kinerja

Dalam menunjang pencapaian indikator Indeks Profesionalitas ASN
Sekretariat Jenderal diperlukan biaya untuk dapat melaksanakan kegiatan demi
mencapai output sesuai dengan tugas dan fungsi dari Biro SDM Aparatur dan
Organisasi. Biaya-biaya tersebut dituangkan pada Rencana Kerja dan Anggaran
Kementerian/Lembaga (RKAK/L) yang disusun 1 (satu) tahun sebelum
pelaksanaan kerja dan anggaran dilaksanakan telah mencapai target yang
ditentukan berdasarkan capaian kinerja dan realisasi anggaran sebesar
Rp56.860.320 dari pagu Rp56.930.000 (99,88%).

Indeks Implementasi Norma, Standar, Prosedur dan

IKU3 = Kriteria (NSPK) Manajemen ASN di Lingkungan KKP

Dalam Penilaian Indeks Implementasi NSPK Manajemen ASN merupakan
keseluruhan proses penilaian terhadap implementasi Manajemen ASN pada Instansi
Pemerintah yang disesuaikan dengan elemen dan indikator yang telah ditetapkan
dengan mengumpulkan dan mengevaluasi bukti-bukti dokumen yang dipersyaratkan.
Penilaian Indeks Implementasi NSPK Manajemen ASN dilakukan secara berkala setiap
tahun. Penilaian Indeks Implementasi NSPK Manajemen ASN dapat menggunakan
sistem aplikasi. Sistem aplikasi dikelola dan dikembangkan BKN untuk pengolahan hasil

penilaian Indeks Implementasi NSPK Manajemen ASN.

Penilaian Indeks Implementasi NSPK Manajemen ASN dilakukan secara berkala
setiap tahun sehingga perlu adanya bahan acuan dalam pelaksanaan NSPK Manajemen
ASN di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Penilaian Indeks Implementasi NSPK
Manajemen ASN merupakan keseluruhan proses penilaian terhadap implementasi
Manajemen ASN pada Instansi Pemerintah yang disesuaikan dengan elemen dan
indikator yang telah ditetapkan dengan mengumpulkan dan mengevaluasi bukti-bukti
dokumen yang dipersyaratkan. Penilaian Indeks Implementasi NSPK Manajemen ASN

dapat menggunakan sistem aplikasi yang dikembangkan oleh BKN dan pada jangka
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waktu tertentu akan di tutup dan tidak bisa diakses sehingga perlu kesiapan dari tim KKP

sendiri untuk bisa melengkapi dokumen penilain secara tepat waktu.

Untuk melakukan penilaian Indeks Implementasi NSPK Manajemen ASN
menggunakan formulasi penghitungan Indeks Implementasi NSPK Manajemen ASN,
Setelah dilakukan penghitungan maka ditetapkan nilai dan kategori hasil penilaian Indeks
Implementasi NSPK Manajemen ASN, Nilai merupakan nilai Indeks Implementasi NSPK

Manajemen ASN pada Instansi Pemerintah.

Kategori ditetapkan sebagai berikut:
1) Nilai Indeks dengan jumlah antara 81-100 diberi kategori A.
2) Nilai Indeks dengan jumlah antara 61-80 diberi kategori B.

)

)

3) Nilai Indeks dengan jumlah antara 41-60 diberi kategori C.

4) Nilai Indeks dengan jumlah antara 21-40 diberi kategori D.
)

5) Nilai Indeks dengan jumlah antara 0-20 dengan diberi kategori E.

Penilaian Implementasi NSPK Manajemen ASN dilakukan setahun sekali dengan target
tahun berjalan merupakan penilaian atas implementasi tahun sebelumnya. 1. Penilaian
Implementasi NSPK Manajemen ASN tahun 2023 Berdasarkan surat Plt. Kepala Badan
Kepegawaian, Bapak Haryomo Dwi Purtanto, Nomor 3202/K/DS/20.20. KA-B/8836
Tangal 12 Juli 2023 Hal Penyampaian Hasil Pengawasan dan Pengendalian
Implementasi NSPK Manajemen ASN Tahun 2022, KKP mendapatkan Nilai Indeks 85,00
dengan kategori B Predikat Baik.

Pelaksanaan NSPK Manajemen ASN Tahun 2023, kami telah melakukan
verifikasi dan validasi data capaian dan mengintegrasikan hasilnya dengan data
pengawasan dan pengendalian BKN, yang selanjutnya dapat kami sampaikan antara
lain: a. Implementasi NSPK Manajemen ASN Tahun 2023 Kementerian Kelautan dan
Perikanan mendapatkan Nilai Indeks 89,71 dengan Kategori A Predikat Unggul; b.
Diperlukan konsistensi untuk peningkatan nilai Indeks Implementasi NSPK Manajemen
ASN dengan melakukan berbagai upaya yang akan dituangkan dalam Komitmen

Bersama Peningkatan Kualitas Implementasi NSPK Manajemen ASN; c. Terhadap
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komitmen bersama sebagaimana dimaksud pada huruf b, BKN senantiasa akan
melakukan upaya pembinaan serta pengawasan dan pengendalian melalui unit kerja di
BKN.

Tabel 22
Capaian Indikator Kinerja 17

Indeks Implementasi Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Manajemen ASN di Lingkungan KKP

Realisasi 2024 Renstra Setjen 2020-2024
%
% Capaian .
L % ) % Capaian
Target | Realisasi . kenaikan | Target thd Target
2020 | 2021 | 2022 | 2023 2024 2024 2024 ng;ljn 2023- 2024 Target 2024 thdz'ggzget
2024 TW IV
2024
85 89,71 75 89,71 119,61 4,71 75 119,61 75 119,61

Sumber: Surat Dinas Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 9436/B-AK.02.02/SD/K/2024, tanggal 19 November 2024
perihal Penyampaian Hasil pengawasan dan Pengendalian Implementasi Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Manajemen
ASN tahun 2023,
Sehubungan dengan hasil Pengawasan dan Pengendalian Indeks Implementasi NSPK
Manajemen ASN Tahun 2023 dimaksud, perlu kami sampaikan pula kepada Bapak
Menteri Kelautan dan Perikanan beberapa hal sebagai berikut:

a. Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Tim Indeks Implementasi NSPK

Manajemen ASN Instansi agar melakukan beberapa hal antara lain:

1. Melakukan upaya perbaikan terhadap rekomendasi hasil Pengawasan dan
Pengendalian Implementasi NSPK Manajemen ASN Tahun 2023 sebagaimana
catatan yang tertuang pada setiap elemen di aplikasi indeks NSPK;

2. Melakukan pemantauan internal terhadap implementasi NSPK Manajemen
ASN;

3. Tetap berkomitmen melakukan berbagai upaya peningkatan kualitas
implementasi Manajemen ASN Tahun 2024 yang sesuai dengan NSPK; dan

4. Hasil perbaikan terhadap catatan dan rekomendasi yang telah disampaikan
pada Angka 1) disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara cq.

Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian Manajemen ASN.
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b. Guna mendorong perbaikan dan peningkatan pelaksanaan NSPK Manajemen ASN
di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, BKN akan mengupayakan
pelaksanaan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait untuk dapat
memberikan pendampingan atau pembimbingan dalam implementasi Manajemen
ASN yang sesuai dengan NSPK berdasarkan peran, tugas, dan kewenangan

masing-masing Kementerian/Lembaga.

Manfaat Dan Tujuan

Penilaian Indeks NSPK Manajemen ASN bermanfaat

1. Sebagai instrumen untuk menghasilkan Pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai
dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari KKN;

2. Sebagai dasar bagi Instansi Pemerintah untuk memastikan bahwa implementasi
Manajemen ASN sudah sesuai dengan NSPK Manajemen ASN di lingkungan
instansi masing-masing; dan

3. Sebagai instrumen kontrol sosial Instansi Pemerintah dalam menyelenggarakan
pelayanan publik bagi masyarakat mampu menjalankan peran sesuai dengan NSPK
Manajemen ASN.

Beberapa hal yang menjadi target KKP antara lain:

a. Mengetahui penerapan Manajemen ASN di seluruh Instansi Pemerintah serta
kesesuaiannya dengan NSPK Manajemen ASN,;

b. Mencegah terjadinya pelanggaran NSPK Manajemen ASN; dan

c. Meningkatkan kualitas pelaksanaan NSPK Manajemen ASN.

d. Memperoleh kategori A pada BKN Award.

Menyadari bahwa belum memahami dengan sesungguhnya arti penting
penyelenggaraan NSPK Manajemen ASN di Kementerian Kelautan dan Perikanan
sehingga perlu dilakukan Monitoing, evaluasi, dan pelaporan terhadap pelaksanaan

NSPK Manajemen ASN di lingkungan Kementerian kelautan dan Perikanan.
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Berdasarkan Surat PIt. Kepala Badan Kepegawiaan Negara Nomor 9436/B-
AK.02.02/SD/K/2024 tanggal 19 November 2024 Hal Penyampaian Hasil Pengawasan
dan Pengendalaian Implementasi Norma Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK)
Manajemen ASN Tahun 2023, Kementerian Kelautan dan Perikanan mendapatkan Nilai

Indeks 89,71 dengan Kategori A Predikat Unggul.

70 85 121% 75 89,71 119%

Dari tabel diatas, dapat kita lihat walaupun realisasi Indeks Implementasi NSPK
Manajajemen ASN Tahun 2024 melebihi realisasi sebesar 119% namun, apabila
dibandingkan kenaikan capaian Indeks Implementasi NSPK Manajemen ASN tahun 2023
ke tahun 2024 ada penurunan sebesar 3 %. Hal ini dikarenakan masih banyak indicator
di beberapa elemen yang belum bis akita tindak lanjuti, namun secara detil dokumen
penilaian KKP telah lebih baik dalam implementasian NSPK Manajemen ASN yang tersaji

dalam dokumen.

Kesimpulan

Kenaikan predikat capaian Indeks Implementasi NSPK Manajemen ASN dari predikat

Baik menjadi Unggul merupakan kebanggaan bagi kita semua, namun dibutuhkan

konsistensi untuk peningkatan nilai Indeks Implementasi NSPK manajemen ASN dengan

melakukan berbagai upaya yang akan dituangkan dalam komitmen bersama peningkatan

kualitas implementasi NSPK Manajemen ASN. Beberapa upaya yang harus dilakukan

antara lain;

1. Melakukan wupaya perbaikan terhadap rekomenasi hasil pengawasan dan
Pengendalaian Implementasi NSPK Manajemen ASN Tahun 2023 sebagaimana
catatan yang tertuang pada setiap eleemn di aplikasi indeks NSPK;

2. Melakukan pemantauan internal terhadap implementasi NSPK Manjemen ASN,;
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3. Tetap berkomitmen melakukan berbagai upaya peningkatan kualitas implementasi

manajemen ASN Tahun 2024 yang sesuai dengan NSPK.

Penggunaan Anggaran yang Mendukung Indikator Kinerja

Dalam menunjang pencapaian indikator Indeks Implementasi NSPK Manajemen
ASN diperlukan biaya untuk dapat melaksanakan kegiatan demi mencapai output sesuai
dengan tugas dan fungsi dari Biro SDM Aparatur dan Organisasi. Biaya-biaya tersebut
dituangkan pada Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAK/L) yang
disusun 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan kerja dan anggaran dilaksanakan telah
mencapai target yang ditentukan berdasarkan capaian kinerja dan realisasi anggaran
sebesar Rp146.225.000 dari pagu Rp146.445.000 (99,85%).

IKU 4 : Indeks Pembinaan JF KKP (Indeks)

Laporan Capaian Indikator Kinerja Utama Tim Kerja Peningkatan Utilitas Jabatan
Fungsional menjelaskan tentang capaian Indeks Kinerja Utama serta kendala yang
dihadapi selama tahun 2023 dalam rangka pencapaian target pada tahun 2024. Dalam
bagian ini menjelaskan capaian Indeks Kinerja Utama Indeks Pembinaan Jabatan
Fungsional di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pembinaan jabatan
fungsional dalam rangka upaya peningkatan dan pengendalian standar profesi jabatan
fungsional yang meliputi pelaksanaan tugas jabatan dan penilaian kinerja Pejabat
Fungsional. Dalam pengukuran pelaksanaan IKU ini berdasarkan kualitas pembinaan
Jabatan Fungsional berdasarkan pada Permen PAN RB Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Pengusulan, Penetapan dan Pembinaan Jabatan Fungsional serta Keputusan Menteri
Kelautan dan Perikanan Nomor 69 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pembina Jabatan

Fungsional di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
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Pada tahun 2024, target nilai yang ditetapkan adalah 71 dan realisasinya sebesar
74 yang termasuk dalam Kategori Cenderung Optimal yang diukur melalui 3 (tiga)
dimensi yaitu pembinaan profesionalitas jabatan fungsional, pembinaan akuntabilitas
jabatan fungsional dan pembinaan kepegawaian jabatan fungsional.

Tabel 22
Capaian Indikator Kinerja 17

IKU 4 Indeks Pembinaan JF KKP (Indeks)

Realisasi 2024 Renstra Setjen 2020-2024
%
% Capaian .
. % . % Capaian
Target | Realisasi . kenaikan | Target thd Target
2020 | 2021 | 2022 | 2023 2024 2024 2024 ng;ljn 2023- 2024 Target 2024 thdz'ggzget
2024 TW IV
2024
74 74 71 74 104,23 - 71 104,23 71 104,23

Sumber: Laporan hasil pembinaan Jabatan Fungsional lingkup KKP”

Dalam pelaksanaannya, pengukuran indeks pembinaan jabatan fungsional KKP
berdasarkan pelaksanaan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 69 Tahun
2021 tentang Unit Kerja Pembina Jabatan Fungsional di Lingkungan Kementerian

Kelautan dan Perikanan yang secara rinci dapat dilihat dalam tabel berikut:

Capaian IKU Indeks Pembinaan Jabatan Fungsional Kementerian Kelautan dan

Perikanan
Uraian IKU Dimensi Target Realisasi

Indeks Pembinaan e Pembinaan Profesionalitas Jabatan 40 30
Jabatan Fungsional Fungsional
Kementerian e Pembinaan Akuntabilitas Jabatan 50 36
Kelautan dan Fungsional
Perikanan e Pembinaan Kepegawaian Jabatan 0 g

Fungsional
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Analisis Capaian IKU
a. Pembinaan Profesionalitas Jabatan Fungsional
Pembinaan profesionalitas diukur dari indikator terwujudnya standar kualitas

dan profesionalitas per jabatan fungsional bagi:

1.) Unit kerja pembina jabatan fungsional bidang kelautan dan perikanan
berdasarkan Pasal 67 Permen PAN RB Nomor 13 Tahun 2019; dan

2.) Unit kerja pembina jabatan fungsional non bidang kelautan dan perikanan
berdasarkan Diktum Ketiga huruf b Keputusan Menteri Kelautan Perikanan
Nomor 69 Tahun 2021.

Formula untuk mengukur dimensi pembinaan profesionalitas jabatan fungsional

adalah sebagai berikut:

No. Keterangan Nilai

Seluruh standar kualitas dan profesionalitas jabatan

fungsional dapat diwujudkan

Terdapat 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) standar kualitas

dan profesionalitas jabatan fungsional dapat diwujudkan

Terdapat kurang dari 3 (tiga) standar kualitas dan

profesionalitas jabatan fungsional dapat diwujudkan

Untuk mengukur nilai dari Dimensi Pembinaan Profesionalitas Jabatan Fungsional
berasal dari rata-rata nilai setiap Unit Kerja Pembina dalam pelaksanaan
pembinaan terhadap Jabatan Fungsional yang diampunya, dapat dilihat pada grafik

dibawah ini:
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Grafik Realisasi Pembinaan Profesionalitas Jabatan
Fungsional
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Terdapat kurang dari 3 (tiga) standar kualitas dan profesionalitas jabatan
fungsional dapat diwujudkan

m Terdapat 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) standar kualitas dan
profesionalitas jabatan fungsional dapat diwujudkan

m Seluruh standar kualitas dan profesionalisme JF dapat diwujudkan

Dari grafik perhitungan nilai realisasi pembinaan profesionalitas jabatan

fungsional diatas dapat diambil nilai rata-rata sebesar 30 dari nilai maksimal 40,

yang artinya Unit Kerja Pembina Jabatan Fungsional belum menyelenggarakan

fungsi pembinaan secara penuh.

Untuk Unit Kerja Pembina Jabatan Fungsional bidang kelautan dan

perikanan seperti Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut,

Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya,

Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan,

Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Badan

Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Badan

Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan dalam

melaksanakan tugas sebagai Unit Kerja Pembina Jabatan Fungsional dapat

mewujudkan standar kualitas dan profesionalitas jabatan fungsional.
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b. Pembinaan Akuntabilitas Jabatan Fungsional

Dimensi pembinaan akuntabilitas jabatan fungsional diukur dari indikator

pelayanan fungsional yang sesuai dengan keahlian/keterampilan yang dimiliki

oleh pejabat fungsional untuk peningkatan kinerja organisasi. Dalam formula

perhitungannya dapat dibagi menurut jenjangnya yaitu untuk jenjang ahli utama

dan jenjang ahli madya serta jenjang ahli muda, ahli pertama, dan kategori

keterampilan yang secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Nilai
No. Keterangan Seluruh | Sebagian Tidak
Jabatan | Jabatan | menerapkan
A. Akuntabilitas Jabatan Fungsional 30 18 0
Jjenjang ahli utama dan jenjang ahli
madya
1 Keselarasan SKP dan DUPAK dengan 5 3 0
sasaran kinerja organisasi
2 Keaktifan dalam mengumpulkan Daftar 5 3 0
Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK)
minimal satu kali dalam satu tahun
3 Pengisian Jabatan Fungsional dilakukan 5 3 0
setelah mendapatkan penetapan formasi
pengangkatan dalam Jabatan Fungsional
4 Ketercapaian target angka kredit minimal 5 3 0
per tahun sesuai jenjang jabatannya
5 Keterlibatan Jabatan Fungsional jenjang 5 3 0
ahli utama dan jenjang ahli madya dalam
proses perencanaan kinerja,
pelaksanaan, dan evaluasi kinerja
6 Penunjukan dan penetapan pejabat 5 3 0
fungsional ahli utama dan ahli madya
sebagai ketua kelompok kerja
B. Akuntabilitas Jabatan Fungsional 20 12 0
jenjang ahli muda, ahli pertama, dan
kategori keterampilan
1 Keselarasan SKP dan DUPAK dengan 5 3 0
sasaran kinerja organisasi
2 Keaktifan dalam mengumpulkan Daftar 5 3 0
Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK)
minimal satu kali dalam satu tahun
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3 Pengisian Jabatan Fungsional dilakukan 5 3 0
setelah mendapatkan penetapan formasi
pengangkatan dalam Jabatan Fungsional

4 Ketercapaian target angka kredit minimal 5 3 0
per tahun sesuai jenjang jabatannya

TOTAL 50 30 0

Untuk mengukur nilai dari Dimensi Pembinaan Profesionalitas Jabatan
Fungsional berasal dari rata-rata nilai setiap Unit Kerja Pembina dalam pelaksanaan
pembinaan terhadap Jabatan Fungsional yang diampunya, dapat dilihat pada grafik

dibawah ini:

Nilai
Sebagia| Tidak DJPSDK BP2SD | BP2MH ROSDM ROHUM | ROUMP
No. Keterangan jemn O nera DJPKRL| DJPT | DUPB | DupDs "™ | magn | “UL o T | ROREN | ROKE | ™y o™ |ROKUM |y i v ™ o)
a0atan | janatan| pkan

Keselarasan SKP dan DUPAK dengan sasaran
kinerja

Keaktifan dalam mengumpulkan Daftar Usul
2 |Penetapan Angka Kredit (DUPAK) minimal satu kali 5 3 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

dalam satu tahun
Pengisian Jabatan Fungsional dilakukan setelah

3 formasi p 5 3 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
dalam Jabatan Fi

Ketercapaian target angka kredit minimal per tahun
sesuai jenjang

Keterlibatan Jabatan Fungsional jenjang ahli utama
5 |dan jenjang ahli madya dalam proses perencanaan| 5 3 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
kinerja, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja
T TaT PEfavaT

UL

6  [utama dan ahli madya sebagai ketua kelompok 5 3 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Kocpl
1 — _SKR dan DUPAK dengan sasaran 5 3 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Keaktifan dalam mengumpulkan Daftar Usul

2 |Penetapan Angka Kredit (DUPAK) minimal satu kali 5 3 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

dalam satu tahun

Pengisian Jabatan Fungsional dilakukan setelah
tapan formasi p kat: 5 3 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

dalam Jabatemr.r
Ketercapaian target angka kredit minimal per tahun
sesuai jenjang jabatannya

Dalam perhitungan tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai yang didapatkan untuk
dimensi pembinaan akuntabilitas jabatan fungsional nilai rata-rata sebesar 36 dari
nilai maksimal 50, yang artinya pejabat fungsional belum akuntabel mendukung
peningkatan kinerja organisasi. Dalam faktor Keselarasan SKP dengan sasaran
kinerja organisasi, semua Unit Kerja Pembina Jabatan Fungsional baik bidang
kelautan dan perikanan maupun non bidang kelautan dan perikanan mendapatkan
nilai 3 yang artinya baru sebagian jabatan di lingkup Unit Kerja Pembina tersebut

yang SKP nya selaras dengan kinerja organisasi. Ketercapaian target angka kredit
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minimal per tahun sesuai jenjang jabatannya mendapatkan nilai 3 yang artinya baru
sebagian jabatan yang menerapkan faktor tersebut. Untuk faktor Pengisian Jabatan
Fungsional dilakukan setelah mendapatkan penetapan formasi pengangkatan dalam
Jabatan Fungsional, Keterlibatan Jabatan Fungsional jenjang ahli utama dan jenjang
ahli madya dalam proses perencanaan kinerja, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja,
dan Pengisian Jabatan Fungsional dilakukan setelah mendapatkan penetapan
formasi pengangkatan dalam Jabatan Fungsional mendapatkan nilai 5 yang artinya
seluruh jabatan sudah melaksanakan faktor tersebut dengan optimal pada jabatan

fungsional yang dibinanya.

c. Pembinaan Kepegawaian Jabatan Fungsional
Pembinaan kepegawaian jabatan fungsional diukur dari indikator pemenuhan
dan kesesuaian kriteria, persyaratan, dan dokumen pengangkatan/pemberhentian

jabatan fungsional dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hilai
Seluruk | Sebagi | Tidak |DJPKR DJPSD BP2S | BP2M | RORE | ROKE | ROSD | ROKU
e [P [ DJPT | DJPB (DJPDs | O [ raEm | DLt | &5 o x|

. Jabata | pkam

ROHU
MASK
LN

ROUM

Ho. Keterangan i

A 'y Sodatan 2 s 25 (]

Pengangkatan Pertama dilakukan paling lama 1 (s3tu) tahun
sjok pegawai dianghat PNS

enetapan batan bagi Pejabat Fungsional yang
Iain berdazarkan 1 05 o 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 0.5 05 05

pkan
3 kerja dalam pangkat

P
di
P
Pt
g
ber.
ter:

ki

dalam Jabatan Fungzional melalui promozi
(termazuk kenaikan jenjang) ditetapkan berdazarkan kriteria:

3. termazuk dalam kelompok rencana suksesi;

1 05 o 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
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Dalam perhitungan tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai yang didapatkan untuk
dimensi pembinaan akuntabilitas jabatan fungsional nilai rata-rata sebesar 8 dari nilai
maksimal 10, yang artinya pengangkatan perpindahan dan promosi belum seluruhnya

memenuhi kriteria pengisian jabatan fungsional.

Evaluasi Pembinaan jabatan fungsional dalam biadang Kelautan dan Perikanan,
Biro SDM Aparatur dan Organisasi mengadakan Forum Diskusi jabatan Fungsional
dan mendapatkan beberapa poin penting dalam Jabatan Fungsional untuk
Mendukung Tercapainya Target Kinerja Organisasi Kementerian Kelautan dan

Perikanan.

A.Penguatan Peran Jabatan Fungsional Ahli Utama
1. JF Ahli Utama dan Guru Besar difungsikan sebagai Think Tank JPT Madya.
2. JF Ahli Utama dan Guru Besar sebagai supporting JPT Madya.

3. JF Ahli Utama dan Guru Besar berkedudukan di bawah JPT Madya sesuai
dengan Permen KP No. 5 Tahun 2023, oleh karena itu diharapkan Biro SDMAO
menginformasikan kepada Unit Kerja Eselon | di lingkungan KKP untuk
menempatkan pada posisi secara proporsional, setara dengan JPT misalkan
pada saat acara kedinasan seperti apel, rapat pimpinan, pelantikan atau
kegiatan lain yang melibatkan pimpinan KKP, disampaikan dengan surat
kedinasan, contoh JF Perancang Ahli Utama dalam administrasi persurata
(undangan) dicantumkan setelah Dirjen dan diberikan fasilitas anggaran,
kendaraan operasional, dan fasilitas lainnya guna menunjang pelaksanaan

tugas kedinasan.

4. Pengangkatan JF Ahli Utama berdasarkan Keputusan Presiden sama dengan
pengangkatan JPT Madya oleh karenanya seyogyanya pelantikan,
operasionalisasi, fasilitasnya juga disetarakan.
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5. JF Ahli Utama berkedudukan di bawah JPT Madya, JF Ahli Utama
dimungkinkan berkedudukan di bawah JPT Pratama pada Unit Pelaksana

Teknis.

6. Dapat dibentuk tim adhock (femporary team) sebagai think tank, yang
anggotanya JF Ahli Utama/Guru Besar yang bertanggung jawab kepada Sekjen

dalam perumusan kebijakan strategis KKP.

7. JF Ahli Utama/Guru Besar berfungsi melakukan validasi pencapaian
IKU/program strategis dan memberikan rekomendasi kebijakan di masing-

masing organisasi dimana JF Ahli Utama/Guru Besar ditempatkan.

8. JF Ahli Utama berfungsi mengoordinasikan pelaksanaan tugas JF secara

berjenjang.

9. Pimpinan unit kerja agar mengubah orientasi yang sebelumnya berbasis
struktural menjadi pendekatan berbasis fungsional dengan memberikan peran
kepada JF berdasarkan jenjang jabatannya mulai JF Ahli Utama sampai dengan

jenjang terendah.

10. Pertemuan forum pejabat fungsional ahli utama/Guru Besar diselenggarakan
minimal 2 kali dalam satu tahun, dan dilibatkan dalam kegiatan, antara lain

Rakornas KKP dan Rakornas Eselon |.

11. Biro SDM Aparatur dan Organisasi agar memfasilitasi audiensi JF Ahli
Utama/Guru Besar dengan Sekretaris Jenderal setelah penyelenggaraan forum
pejabat fungsional tahun 2024.

B. Peran Unit Pembina Jabatan Fungsional dan Penyelarasan Jabatan

Fungsional Bidang Kelautan dan Perikanan

1. Penguatan peran unit kerja pembina dalam pemantauan kesesuaian pengisian
SKP individu (batasan prosentase) dengan ruang lingkup JF sesuai IKU

Organisasi.
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2. Pelaksanaan review terhadap hasil penilaian SKP JF oleh pimpinan unit kerja.

3. Peningkatan supervisi kepada masing-masing unit kerja dalam penetapan AK
JF, mengingat saat ini masih ada JF yg belum melakukan integrasi PAK karena
terhambat keaktifan masing-masing individu dalam melakukan pengunggahan
PAK awalnya ke dalam sistem aplikasi yang ada.

4. Unit kerja pembina mengharapkan untuk penyelesaian instrumen JF yg ada

saat ini sebelum dilakukan penyelarasan JF.

5. Penyelarasan JF disepakati untuk dilakukan setelah seluruh proses penetapan

tunjangan JF minimal mendapatkan kepastian izin prakarsa.

6. Penyelarasan JF agar dilakukan setelah dilaksanakan pemetaan terhadap
amanat yang mendasari pembentukannya maupun terhadap kesesuaian tugas
fungsi JF dengan organisasi yang menaunginya, unit kerja pembina agar

segera membentuk tim identifikasi awal.

7. Pemerintah daerah mengharapkan untuk menunda pelaksanaan penyelarasan
JF, mengingat saat ini sebagian besar pemerintah daerah sedang dalam tahap
adaptasi kebiasaan dengan pola JF bidang kelautan dan perikanan dan revisi

peta jabatannya.

8. Pemerintah daerah mengharapkan uji kompetensi untuk dapat dilaksanakan

dalam jadwal yang tetap dan pemberian kuota lebih untuk pemerintah daerah.

9. Pelaksanaan penyesuaian tunjangan jabatan Pengawas Perikanan dan
tunjangan kinerja Pengelola Produksi Perikanan Tangkap untuk dapat segera

terealisasikan.

10. Implikasi peningkatan kelas UPT dengan peningkatan kebutuhan anggaran

untuk pembayaran gaji, tunjangan JF, dan tunjangan kinerjanya.

11. Peningkatan peran JF Penerjemah dalam perumusan OTK KKP dalam bahasa

asing.
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12. Peningkatan peran Tim Kerja Peningkatan Utilitas JF dalam pelaksanaan

penghitungan ulang kebutuhan JF yang digunakan oleh KKP.

13. Sekretaris Jenderal diharapkan segera menyampaikan surat kepada Direktur
Jenderal Perikanan Budi Daya untuk percepatan pelaksanaan penyesuaian
nomenklatur JF Analis Akulakultur dan Teknisi Akulakultur dari Pengawas

Perikanan bidang Pembudidayaan lkan.

14. Pelaksanaan penyesuaian nomenklatur Asisten Inspektur Mutu berdampak

kepada karir PHPI jenjang keterampilan yang memiliki pendidikan sarjana.

15. Pelaksanaan penyesuaian nomenklatur Asisten Penyuluh Perikanan
berimplikasi kepada kewajiban penyesuaian jenjang pendidikan dan penurunan

pendapatan JF Penyuluh Perikanan jenjang keterampilan.

Penggunaan Anggaran yang Mendukung Indikator Kinerja

Dalam menunjang pencapaian indikator Indeks Pembinaan Jabatan Fungsional
Kementerian Kelautan dan Perikanan diperlukan biaya untuk dapat melaksanakan
kegiatan demi mencapai output sesuai dengan tugas dan fungsi dari Biro SDM
Aparatur dan Organisasi. Biaya-biaya tersebut dituangkan pada Rencana Kerja dan
Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAKI/L) yang disusun 1 (satu) tahun sebelum
pelaksanaan kerja dan anggaran dilaksanakan telah mencapai target yang ditentukan
berdasarkan capaian kinerja dan realisasi anggaran sebesar Rp250.327.343 dari pagu
Rp252237.000 (99,24%).
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. Nilai Kelayakan Penyelenggara Penilaian
IKU 5 s o
Kompetensi (nilai)

Proses membandingkan unsur standar penilaian yang telah ditetapkan dengan
fakta dan bukti data dukung yang dimiliki penyelenggara penilaian kompetensi. Untuk
melakukan Penilaian dan Pengukuran Kelayakan) Penyelenggara Penilaian
Kompetensi ASN menggunakan formulasi penghitungan Nilai Akreditasi (Penilaian
dan Pengukuran Kelayakan) Penyelenggara Penilaian Kompetensi yang tertuang
dalam Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 26 Tahun 2019, Setelah
dilakukan penghitungan maka ditetapkan nilai dan kategori hasil penilaian Nilai
Akreditasi Penyelenggara Penilaian Kompetensi, Nilai merupakan Pengakuan
kelayakan yang dilakukan melalui penetapan kategori kelayakan berdasarkan

rekapitulasi hasil penilaian.
Kategori ditetapkan sebagai berikut:

1) pengakuan kelayakan kategori A dengan rentang nilai antara 88,1 (delapan puluh
delapan koma satu) sampai dengan 100 (seratus);

2) pengakuan kelayakan kategori B untuk rentang nilai antara 62,0 (enam puluh dua
koma nol) sampai dengan 88,0 (delapan puluh delapan koma nol);.

3) pengakuan kelayakan kategori C untuk rentang nilai antara 41,9 (empat puluh satu
koma sembilan) sampai dengan 61,9 (enam puluh satu koma sembilan);

4) pengakuan kelayakan kategori D nilai di bawah 41,9 (empat puluh satu koma

sembilan).

Target nilai untuk IKU Nilai Kelayakan Penyelenggara Penilaian Kompetensi pada
tahun 2024 ialah sebesar 65, mengalami peningkatan dari target nilai pada tahun 2023

dengan target nilai sebesar 61,90 dengan realisasi nilai sebesar 80,01.
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Tabel 22
Capaian Indikator Kinerja 17

IKU 5 Nilai Kelayakan Penyelenggara Penilaian Kompetensi (nilai)
Realisasi 2024 Renstra Setjen 2020-2024
%
% Capaian .
L % ) % Capaian
Target | Realisasi : kenaikan | Target thd Target
2020 | 2021 | 2022 | 2023 2024 2024 2024 ngzfn 2023- 2024 Target 2024 thdz'(l)'zzget
2024 TW IV
2024
80,01 84,86 65 84,86 120,00 4,85 65 120,00 65 120,00

Sumber. Surat Keputusan Plt. Kepala badan Kepegawaian Negara Nomor 435 tahun 2024 tanggal 25 Oktober 2024, Tentang
Penetapan Kategori Pengakuan Kelayakan/Akreditasi Unit Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi Biro SDm Aparatur dan
Organisasi Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Unit Penyelenggara Penilaian Kompetensi (Timja P2K) berdasarkan pada
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 39 Tahun 2023 bertugas sebagai
unit penyelenggara penilaian kompetensi. Unit Penyelenggara Penilaian Kompetensi
dipimpin oleh kepala. Kepala merupakan ex-officio JPT Pratama yang
menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan sumber daya manusia
aparatur.

Capaian kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi Tim P2K adalah Kegiatan unit
penyelenggaraan penilaian kompetensi tahun 2024 sebanyak 12 kegiatan, Nilai
kelayakan penyelenggaraan penilaian kompetensi telah ditetapkan dalam penetepan
kinerja Biro SDMAO pada target nilai 65 dalam waktu 2 tahun, dan nilai kelayakan
penyelenggaran penilaian kompetensi kementerian kelautan dan perikanan telah
diakreditasi oleh instansi pembina BKN dengan predikat Baik (B) dengan nilai 84,86
sehingga terdapat pencapaian yang melebihi target dari aspek nilai kuantitatif.
Pelaksanaan penilaian kompetensi lingkup pegawai KKP telah optimal dari aspek
pelayanan terdapat kemudahan fasilitasi mengikuti penilaian kompetensi secara
mandiri tanpa harus mengikuti penilaian kompetensi mansoskul di tempat lain. Pada
aspek pemanfaatan anggaran sudah mampu memberikan pengembalian investasi
yang dikeluarkan dengan keberhasilan penilaian kompetensi terhadap 432 pegawai
jalur pengangkatan jabatan fungsional, 1.895 pegawai jalur penilaian kompetensi

tugas dan ijin belajar, 24 penilaian kompetensi mutasi alih tugas, dan sehingga
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memperluas kewenangan dalam penilaian kompetensi. Pemanfaatan anggaran untuk
membiayai kegiatan penyelenggaraan penilaian kompetensi telah berdampak pada
manajemen SDM antara lain peningkatan karir dan kinerja organisasi unit yang
mengusulkan penilaian kompetensi, kesejahteraan pegawai, pencapaian kinerja
organisasi Biro SDMAO, dan mendukung implementasi Human Capital Development
Plan.

Memenuhi target nilai kelayakan A maka kebutuhan Prioritas Tahun 2025 adalah
Digitalisasi Pengelolaan Penyelenggaraan Penkom, Penyediaan Alat Ukur Potensi,
Penyediaan Alat Ukur Kompetensi, Pengadaan SDM sesuai kebutuhan, Pengadaan

sarana dan prasarana.

Penggunaan Anggaran yang Mendukung Indikator Kinerja

Dalam menunjang pencapaian indikator Nilai Kelayakan Penyelenggara
Penilaian Kompetensi diperlukan biaya untuk dapat melaksanakan kegiatan demi
mencapai output sesuai dengan tugas dan fungsi dari Biro SDM Aparatur dan
Organisasi. Biaya-biaya tersebut dituangkan pada Rencana Kerja dan Anggaran
Kementerian/Lembaga (RKAK/L) yang disusun 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan
kerja dan anggaran dilaksanakan telah mencapai target yang ditentukan berdasarkan
capaian kinerja dan realisasi anggaran sebesar Rp1.717.714.014dari pagu
Rp1.719.046.000,- (99,92%).

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2024
Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item; Transaksi
Periode Desember 2024

Kementerian 1 032 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UnitOrganisasi 01 SEKRETARIAT JENDERAL
SatuanKerja  : 622081 BIRO UMUM DAN PENGADAAN BARANGIJASA Hal 1 dari 23
JUMLAH SELURUHNYA 1,719,046,000 0 1638133914 79580100 1717714014 P92 % 1,331,986

WA Program Dukungan Manajemen 1,719,046,000 0 1,638,133914 79,680,100 1,717,714,014 99.92 % 1,331,986
WA.2323 Pengelolaan Organisasi dan SODM 1,719,046,000 0 1,638,133,914 79,580,100 1,717,714,014 99.92% 1,331,986
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Persentase Penyederhanaan Struktur Organisasi KKP

18Ut ; (Persentase)

Penyederhanaan birokrasi dua level merupakan amanat dari Presiden Joko
Widodo (Jokowi) dalam pidato 14 Juli 2019 dan 20 Oktober 2019. Presiden
mengarahkan penyederhanan birokrasi menjadi 2 (dua) level eselon, serta mengganti
Jabatan Administrator (eselon Ill) dan Pengawas (eselon V) dengan Jabatan
Fungsional (JF) yang menghargai keahlian dan kompetensi. Oleh karena itu,
Penyederhanaan birokrasi dua level menjadi hal yang mendesak dilakukan.

Dengan struktur yang disederhanakan, diharapkan kinerja birokrasi lebih efisien
dan efektif. Kebijakan Presiden mengenai penyederhanaan birokrasi memberi peluang
bagi jabatan fungsional memberikan dukungan terhadap kualitas ASN, mempercepat
pengambilan keputusan bagi pimpinan, langkah untuk mempercepat proses perizinan
dan juga pelayanan masyarakat di berbagai bidang, dan tercapainya tujuan organisasi
(K/L) lebih efisien dan efektif.

Selain itu, prosentase Penyederhanaan Struktur Organisasi (PSO) merupakan
salah satu indikator kegiatan utama yang ada pada roadmap RB. Hal tersebut tertuang
pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 3 tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan
Menteri PANRB Nomor 25 tahun 2020 tentang Roadmap RB 2020-2024 dan Peraturan
Menteri PANRB Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi RB. Penyederhanaan birokrasi
bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan dan mempercepat
pengambilan keputusan, sehingga terbentuk birokrasi yang lebih dinamis, agile, dan
profesional untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam mendukung pelayanan
publik.

Akselerasi penyederhanaan birokrasi ini melalui lima tahap:
1. ldentifikasi Jabatan Administrasi pada Unit Kerja yang dapat/tidak dapat
disederhanakan;
2. Pemetaan jabatan dan pejabat administrasi yang terdampak penyederhanaan

birokrasi;
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3. Pemetaan jabatan fungsional yang bisa ditempati oleh pejabat yang terdampak
penyederhanaan birokrasi;

4. Penyelarasan tunjangan jabatan fungsional dengan tunjangan jabatan
administrasi; dan

5. Penyelarasan kelas jabatan administrasi ke jabatan fungsional.

Terdapat beberapa jabatan yang tidak bisa dialihkan atau tidak terdampak
penyetaraan dengan persyaratan atau kriteria sebagai berikut:
1. Memiliki tugas dan fungsi sebagai Kepala Satuan Kerja dengan kewenangan
penggunaan anggaran atau pengguna barang/jasa;
2. Memiliki tugas dan fungsi yang berkaitan dengan otoritas, legalisasi, pengesahan,
persetujuan dokumen, atau kewenangan kewilayahan;
3. Memilki tugas dan fungsi pengadaan barang/jasa; dan
4. Kriteria dan syarat lain yang bersifat khusus berdasarkan usulan masing-masing

kementerian/lembaga kepada Menteri PANRB.

Adapun kriteria fungsi jabatan yang berpotensi dialihkan adalah:

1. Tugas dan fungsi menyiapkan analisis dan penyiapan bahan kebijakan;

2. Tugas dan fungsi melaksanakan koordinasi, pemantauan, dan pelaksanaan;

3. Melaksanakan tugas fungsi tertentu dalam mendukung urusan pemerintahan; dan

4. Melaksanakan tugas fungsi teknis yang bersesuaian dengan tugas fungsi jabatan
nasional.

Tabel 22
Capaian Indikator Kinerja 17

IKU 6 Persentase Penyederhanaan Struktur Organisasi KKP (Persentase)

Realisasi 2024 Renstra Setjen 2020-2024

%

% Capaian .

s % . % Capaian

Target | Realisasi . kenaikan | Target thd Target

2020 | 2021 | 2022 | 2023 2024 2024 2024 C;g;ljn 2023- 2024 Target 2024 thdz'ggzget
2024 TW IV
2024

100 100 100 100 100 - 100 100 100 100

Sumber. Tangkapan Layar Aplikasi menpan rb dengan tautan https://evinbalaks.spbe.go.id/.

Laporan Kinerja Tahun 2024

Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi
Jin. Medan Merdeka Timur No.16 Jakarta Pusat



Penilaian Penyederhanaan Struktur Organisasi dan Penyesuaian Sistem Kerja
KKP telah diinput ke dalam tautan https://evinbalaks.spbe.go.id/. Penilaian
Penyederhanaan Struktur Organisasi dan Penyesuaian Sistem Kerja ini digunakan
dalam rangka Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2024. Adapun hasil

penilaian yang diinput sebagai berikut:

1. Evaluasi Kelembagaan Evaluasi kelembagaan menggunakan hasil tahun 2022
dengan nilai komposit 89,54 (delapan puluh sembilan koma lima puluh empat) yang
mencerminkan bahwa dari sisi struktur dan proses, organisasi dinilai tergolong
sangat efektif, struktur dan proses organisasi yang ada dinilai mempunyai
kemampuan sangat tinggi untuk mengakomodir kebutuhan internal organisasi dan
sangat mampu beradaptasi terhadap dinamika perubahan lingkungan eksternal

organisasi (P-5), sebagaimana tercantum pada Gambar 4.

DIMENSI SKOR Deviasi dari max

Kompleksitas 20,417 158%
Formalisasi 10,714 1494
Sentralisasi 12.5 0%

TOTAL 43,631 13%%
Alignment 9,6875 3%
Governance and Compliance 9,6429 A%
Perbaikan dan Peningkatan Proses 7.5 25%
Manajemen Risiko 95,5833 495
Teknologi Organisasi IT 5.5 5%
TOTAL 45,914 8%

Peringkat Komposit 89,54464286
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Gambar 4. Peringkat Komposit Hasil Evaluasi Kelembagaan KKP

Kuesioner Hasil Evaluasi Kelembagaan KKP Tahun 2022 telah di input ke dalam

tautan https://evinbalaks.spbe.go.id/, sebagaimana tercantum pada Gambar 5.
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Evaluasi Kelembagaan
Tahun Evaluasi Kelembagaan 20272

Nilal Komposit B0.54

« Kuesloner_kvaluasl Kl"il"!".Z'.-'II!.'l.':!' KRE 2022 pat

Dokumen Evaluasi
Kelembagaan

Gambar 5. Tangkap Layar Unggahan Hasil Evaluasi Kelembagaan KKP Tahun 2022

2. Penyederhanaan Struktur Organisasi

Dalam rangka menindaklanjuti kebijakan penyederhanaan birokrasi guna
mewujudkan organisasi Kementerian Kelautan dan Perikanan yang lebih
proporsional, efektif, dan efisien, perlu menata kembali organisasi dan tata kerja
KKP, KKP telah merubah Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja KKP menjadi Peraturan
Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 48/PERMEN KP/2020 tentang Organisasi
dan Tata Kerja KKP. Berdasarkan tata cara penilaian penyederhanaan struktur
organisasi yang tercantum pada Surat Edaran MENPANRB Nomor 15 Tahun 2023
tentang tata cara penilaian penyederhanaan struktur organisasi dan penyesuaian
sistem kerja dalam rangka evaluasi RB Tahun 2023, hasil penghitungan
persentase penyederhanaan struktur organisasi KKP adalah 147,23% (seratus
empat puluh tujuh koma dua puluh tiga persen) sebagaimana tercantum pada
Gambar 6.
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-B % 100% — M]{'IOO%: 14?'23%

=k 1.307 - 602

PSO—A
— A

Keterangan:

A :jumlah struktur jabatan administrasi sebelum dilakukan penyederhanaan pada unit organik, instansi
vertikal, dan/fatau unit pelaksana teknis baik pada instansi pemerintah pusat maupun instansi
daerah;

B : jumlah struktur jabatan administrasi setelah dilakukan penyederhanaan pada unit organik, instansi
vertical, dan/atau unit pelaksana teknis baik pada instansi pemerintah pusat maupun instansi
daerah; dan

C : jumlah struktur jabatan administrasi yang berpotensi dipertahankan sesuai kriteria dalam Peraturan
Menteri PANRE Nomor 25 Tahun 2021.

Gambar 6. Persentase Penyederhanaan Struktur Organisasi KKP

Persentase Penyederhanaan Struktur Organisasi KKP telah di input ke dalam

tautan https://evinbalaks.spbe.go.id/, sebagaimana tercantum pada Gambar 7.

Penyederhanaan Struktur Organisasi (PSO)

Nilai A 1307
Nilai B 269
Nilai € 602
Nilai PSO 147.23%

Gambar 7. Tangkap Layar Unggahan Persentase Penyederhanaan Struktur Organisasi KKP

Penggunaan Anggaran yang Mendukung Indikator Kinerja

Dalam menunjang pencapaian indikator Persentase Penyederhanaan Struktur
Organisasi KKP diperlukan biaya untuk dapat melaksanakan kegiatan demi
mencapai output sesuai dengan tugas dan fungsi dari Biro SDM Aparatur dan
Organisasi. Biaya-biaya tersebut dituangkan pada Rencana Kerja dan Anggaran
Kementerian/Lembaga (RKAK/L) yang disusun 1 (satu) tahun sebelum
pelaksanaan kerja dan anggaran dilaksanakan telah mencapai target yang
ditentukan berdasarkan capaian kinerja dan realisasi anggaran sebesar
Rp412.818.971 dari pagu Rp424.328.000 (97,29%).
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Penetapan ASN Teladan bidang Kelautan dan

18T Perikanan tingkat nasional (kategori)

Sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan serta simbol pengakuan
terhadap warga negara yang berjasa dan mendarmabaktikan hidupnya serta
memberikan karya terbaik kepada bangsa dan negara. Pemberian penghargaan salah
satu langkah menumbuhkan kebanggan, keteladanan, kepatriotan, sikap
kepahlawanan dan semangat kejuangan kepada dan untuk masyarakat, bangsa dan
negara. Penghargaan merupakan amanat dari Pasal 15 Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yakni berupa pemberian gelar, tanda jasa,
dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan undang-undang.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda
Kehormatan, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Dewan Gelar,
Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda
Jasa, dan Tanda Kehormatan.

Tujuan penyelenggaraan pemberian penghargaan/tanda jasa/kehormatan
adalah sebagai suatu penghargaan dan pengakuan dari negara kepada seseorang,
kesatuan maupun organisasi atas jasa-jasa dan darma baktinya terhadap bangsa dan
negara, untuk memberikan dorongan yang kuat guna memelihara kesetiaan,
kebanggaan, peningkatan prestasi serta semangat bekerja dan semangat
kepahlawanan, dan sebagai teladan bagi yang lain untuk berbuat dan berperilaku yang
sama terhadap bangsa dan negara. IKU Penetapan ASN Teladan bidang Kelautan
dan Perikanan Tingkat Nasional pada tahun 2024 memiliki target yang sama besar

dengan realisasi IKU Tahun 2024 yaitu sebanyak 4 Penetapan.
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Tabel 22
Capaian Indikator Kinerja 17

IKU 7 Penetapan ASN Teladan bidang Kelautan dan Perikanan tingkat nasional (kategori)

Realisasi 2024 Renstra Setjen 2020-2024
%
0, 0, 1
Target | Realisasi Ca /;ian ken;kan Target Cat?\?:llan Target % Capaian
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | TWIV | TWIV p 9 g thd Target
2024 2024 W IV 2023- | 2024 | Target 2024 2094
2024 2024 W IV
2024
3 3 3 4 7 4 7 120.00 - 4 100.00 4 100.00

Sumber. Surat keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102/TK/tahun 2024 Tentang Penganugerahan Tanda
Kehormatan Styalencana Wirakarya, Satyalancana XXX, XX, X.

Nilai diukur berdasarkan hasil capaian usulan yang dipenuhi berdasarkan daftar
usulan dibandingkan daftar hasil penetapan yang telah menjadi Keputusan Presiden.
Penghargaan yang dinusulkan Meliputi:

1. Tanda Jasa/Tanda Kehormatan Satyalancana Pembangunan
2. Tanda Jasa/Tanda Kehormatan Satyalancana Wirakarya
3. Tanda Jasa/Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya XXX, XX, dan X
Tahun.
Tanda Jasa/Tanda Kehormatan Parasamya Purnakarya Nugraha/ Nugraha Sakanti/
Samkaryanugraha dll, sebagaimana yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan

Perundang-Undangan.

Masing-masing unit kerja eselon | termasuk eselon Il lingkup Sekretariat Jenderal
mengusulkan calon penerima tanda jasa/penghargaan/tanda kehormatan, dari hasil
verifikasi usulan calon penerima tanda jasa/penghargaan/tanda kehormatan oleh Biro

SDM Aparatur dan Organisasi dan masing-masing unit kerja.

Berdasarkan verifikasi, Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan memberikan
pertimbangan terhadap usulan tanda kehormatan masing-masing unit kerja Eselon |
KKP, dengan hasil terdapat beberapa usulan yang tidak memenuhi syarat untuk

menerima tanda kehormatan, disebabkan antara lain:
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1. Sudah menerima tanda kehormatan Satyalancana sebelumnya;

2. Adanya hukuman disiplin baik ringan (presensi/kehadiran), sedang, dan berat;

Berdasarkan rangkaian pelaksanaan pemberian penghargaan Adibakti Mina Bahari
Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2024 diperoleh kesimpulan sebagai
berikut:

1. Pelaksaanaan pemberian penghargaan Adibakti Mina Bahari Kelautan dan
Perikanan Tahun 2024 dilaksanakan melalui mekanisme sesuai dengan Peraturan
Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 63 Tahun 2018 tentang Penghargaan
Adibakti Mina Bahari di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dan
dilakukan penambahan kualifikasi seperti komponen BerAKHLAK pada formula
penilaian sehingga menyesuaikan dengan kebijakan yang terbaru pada proses
perubahan peraturan dilingkup kementerian dilakukan.

2. Implementasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 63 Tahun 2018
tentang Penghargaan Adibakti Mina Bahari di lingkungan Kementerian Kelautan
dan Perikanan dalam pelaksanaanya ada beberapa hal yang disesuaikan dengan
perubahan kebijakan yang berlaku, terkait lambang KKP, Nomenklatur Organisasi,
dan jenis penghargaan lainnya.

3. Penghargaan Adibakti Mina Bahari dan Blue Economy Kementerian Kelautan dan
Perikanan Tahun 2024 diselenggarakan secara bersamaan dalam kegiatan
Silaturahmi dan Apresiasi Masyarakat Kelautan dan Perikanan dalam rangka
Bulan Bakti Kelautan dan Perikanan Tahun 2024 dan telah danugerahkan 62
Penerima Penghargaan Adibakti Mina Bahari dan Blue Economy Kementerian
Kelautan dan Perikanan Tahun 2024 oleh Menteri Kelautan dan Perikanan
sebagai bentuk apresiasi kepada Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang
disaksikan 10.200 peserta kegiatan.
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Saran dan Perbaikan

Berdasarkan hasil pelaksanaan pelaksanaan pemberian penghargaan Adibakti
Mina Bahari Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2024 maka terdapat hal
yang pelu ditindaklanjuti pada tahun berikutnya dengan penyesiuaian mandat aturan
yang berlaku dengan pebaharuan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan
Nomor 63 Tahun 2018 tentang Penghargaan Adibakti Mina Bahari dilingkungan
Kementerian Kelautan dan Perikanan.

1. Berdasarkan verifikasi, Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan
memberikan pertimbangan terhadap usulan tanda kehormatan masing-masing
unit kerja Eselon | KKP, dengan hasil terdapat beberapa usulan yang tidak
memenuhi syarat untuk menerima tanda kehormatan, disebabkan antara lain:

a. Belum memenuhi masa kerja;

b. Sudah menerima tanda kehormatan Satyalancana sebelumnya;

c. Adanya hukuman disiplin baik ringan (presensi/kehadiran), sedang, dan
berat;

d. Belum adanya umpan balik dari masyarakat atas manfaat dan peningkatan
ekonomi dari teknologi/jasa yang diusulkan untuk Satyalancana Wira Karya

2. Terdapat saran dan masukan untuk membentuk badan penilaian dalam internal
Kementerian Kelautan dan Perikanan terkait usulan Tanda Kehormatan (Bintang
Jasa, Satyalancana Wira Karya, Satyalancana Pembangunan, dan lainnya),
terutama terkait uraian jasanya, sebelum diusulkan kepada Dewan Gelar, Tanda
Jasa, dan Tanda Kehormatan, Sekretariat Militer Presiden.

3. Beberapa catatan saat verifikasi yang perlu mendapat perhatian dari para
pejabat dan pengelola SDMA di masing-masing unit kerja adalah sebagai berikut:

a. Data SIMPEG belum terperbaharui;

b. Penulisan data usulan yang tidak konsisten dan tidak sesuai format
sehingga integrasi data tidak bisa dilakukan dengan baik;

c. Format DRH dan penyusunan berkas individu yang tidak konsisten dan
tidak sesuai format;

d. Regulasi yang mengatur tentang prosedur pengusulan tanda kehormatan

di KKP belum ada, pelu disusun;
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Penggunaan Anggaran yang Mendukung Indikator Kinerja

Dalam menunjang pencapaian indikator Penetapan ASN Teladan bidang
Kelautan dan Perikanan tingkat nasional diperlukan biaya untuk dapat melaksanakan
kegiatan demi mencapai output sesuai dengan tugas dan fungsi dari Biro SDM
Aparatur dan Organisasi. Biaya-biaya tersebut dituangkan pada Rencana Kerja dan
Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAKI/L) yang disusun 1 (satu) tahun sebelum
pelaksanaan kerja dan anggaran dilaksanakan telah mencapai target yang ditentukan
berdasarkan capaian kinerja dan realisasi anggaran sebesar Rp214.379.000 dari pagu
Rp214.583.000 (99,90%).

Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk

I Penyederhanaan Birokrasi KKP (Nilai)

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 25 Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022
tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi,
Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) telah menetapkan Keputusan Menteri Kelautan
dan Perikanan Nomor 43 Tahun 2023 tentang Mekanisme Kerja untuk

Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan KKP pada tanggal 16 Februari 2023.

Penyederhanaan birokrasi tidak hanya menghapus struktur birokrasi dan
mengalihkan pejabat administrasi menjadi pejabat fungsional, namun juga dilakukan
melalui perubahan Sistem Kerja. Perubahan yang dilakukan dalam upaya peningkatan
kinerja melalui penyederhanaan birokrasi merupakan transformasi Sistem Kerja yang
semula berjenjang dan terkotak-kotak (silo) sehingga mengakibatkan lambannya
pengambilan keputusan yang berubah menjadi Sistem Kerja yang kolaboratif dan
dinamis. Bentuk dari transformasi Sistem Kerja tersebut menekankan pada kerja tim
yang berorientasi pada hasil dengan didukung oleh tata kelola pemerintahan digital.

Dukungan tata kelola pemerintahan tersebut ditujukan untuk mempercepat
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pengambilan keputusan yang pada akhirnya akan bermuara pada pencapaian kinerja

bersama. Target Capaian IKU penyederhanaan Birokrasi KKP pada tahun 2024 ialah

4, sama seperti target pada tahun sebelumnya.

Sistom Kerjo
Kelaberoti! dan Dinamis

Sistern Kerja Tradisional
(Mierarki)
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Gambar 1. Transformasi Organisasi Untuk Mencapai Kinerja Bersama

Validasi Tim Kerja pada Unit Organisasi Eselon | dan Eselon Il lingkup
Sekretariat Jenderal

Biro SDM Aparatur dan Organisasi telah melakukan validasi terhadap 9 Unit
Organisasi di Lingkungan KKP dan 8 Unit Organisasi di lingkup Sekretariat Jenderal
pada Triwulan 1, Il, dan Triwulan Il yang menghasilkan 9 (sembilan) Berita acara

dengan rincian sebagaimana tercantum pada Tabel 1.

NO. UNIT ORGANISASI TANGGAL BA
Triwulan |

1. Biro Keuangan dan BMN 21 februari 2024
Triwulan 1l

2. Ditjen PKRL 17 Mei 2024

3. Sekretariat Inspektorat Jenderal 20 Mei 2024

4, BPPPSDMKP 28 Juni 2024
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Triwulan [l

5. Pusdatin 30 Juli 2024

6. Ditjen Perikanan Budi Daya 12 Agustsu 2024

7. Biro Perencanaan 10 September 2024

8. BPPMHKP 27 September 2024

Triwulan IV

9. Sekretariat Ditien PSDKP 30 Desember 2024
Tabel 22

Capaian Indikator Kinerja 17

Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi KKP (Nilai)

Realisasi 2024 Renstra Setjen 2020-2024
%
% Capaian .
L % ) % Capaian
Target | Realisasi . kenaikan | Target thd Target
2020 | 2021 | 2022 | 2023 2024 2024 2024 nggfn 2023- 2024 Target 2024 thdz'ggzget
2024 TW IV
2024
5 5 5 5 100,00 - 5 - 5 100,00

Sumber. Tangkapan Layar Aplikasi menpan rb dengan tautan https://evinbalaks.spbe.go.id/.

Capaian Nilai Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi Berdasarkan Surat
Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15
Tahun 2023 tentang Tata Cara Penilaian Penyederhanaan Struktur Organisasi dan
Penyesuaian Sistem Kerja dalam Rangka Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2023,
penyesuaian sistem kerja dilakukan setelah penyederhanaan struktur organisasi dan
penyetaraan jabatan. Penilaian Tingkat penerapan sistem kerja dilakukan pada
Instansi Pemerintah yang telah melaksanakan PSO. Adapun tatacara penilaian
Tingkat penerapan sistem kerja untuk penyederhanaan birokrasi didasarkan pada

cascading dari capaian penerapan sistem kerja sebagaimana.
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| Operasional Prosedur (SOP).

i | tetah menetapkan sisterm kerja di

] 4 80% lingkungan instansinya dan menerapkan

squad feam

sow | 1elah menetapkan sistem kera di
lingkungan instansinya
sedang dalam penyusunan draft

v 2 40% pengaturan sistem kerja di lingkungan

20%

instansinya

telah terdapat dokurmen yang
menyatakan akan diakukan penyusunan
| draf sistem kerja di ingkungan instansi|

-

Vi 0 0% . tidak melakukan PSO

Tabel 2. Kategori, Nilai, Konversi dan Tingkat Penerapan

Biro SDM Aparatur dan Organisasi telah menginput capaian sistem kerja untuk
penyederhanaan birokrasi KKP pada https://evinbalaks.spbe.go.id/ sebagaimana

tercantum pada Gambar 2

(5]

% panrb

100.00%

Implementasi Sistem Kerja

Gambar 2. Hasil Tangkap Layar https://evinbalaks.spbe.go.id/ terkait capaian dan data dukung
Implementasi Sistem Kerja
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Penggunaan Anggaran yang Mendukung Indikator Kinerja

Dalam menunjang pencapaian indikator Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk
Penyederhanaan Birokrasi KKP diperlukan biaya untuk dapat melaksanakan kegiatan
demi mencapai output sesuai dengan tugas dan fungsi dari Biro SDM Aparatur dan
Organisasi. Biaya-biaya tersebut dituangkan pada Rencana Kerja dan Anggaran
Kementerian/Lembaga (RKAK/L) yang disusun 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan
kerja dan anggaran dilaksanakan telah mencapai target yang ditentukan berdasarkan
capaian kinerja dan realisasi anggaran sebesar Rp126.924.174 dari pagu
Rp127.152.000 (99,82%).

IKU 9 : Indeks BerAKHLAK KKP (Persentase)

Dalam rangka mewujudkan peran Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kementerian
Kelautan dan Perikanan (KKP) sebagaipelayan masyarakat publik khususnya
Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja serta untuk
menuju Aparatur Sipil Negara kelas dunia 2024, dibutuhkan transformasi sumber daya
manusia dimana salah satunya adalah menggunakan Nilai* Nilai Utama (Core Values)
Aparatur Sipil Negara BerAKHLAK yang telah secara resmi diluncurkan oleh Presiden
Joko Widodo pada tanggal 27 Juli 2021 dan sesuai dengan Surat Edaran Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2021
tentang Implementasi Core Values dan Employer Branding Aparatur Sipil Negara,
Kementerian Kelautan dan Perikanan telah mampu mencapai penerapan indeks
berAKHLAK.

Core Values BerAKHLAK dan Employer Branding menjadi pedoman dalam
mengetahui, memahami, mengimplementasikan, menginternalisasikan dan
melaksanakan Perwujudan Perilaku ASN KKP Dengan Core Values Aparatur Sipil
Negara BerAKHLAK agar dapat membentuk budaya kerja, mengubah pola pikir
pegawai dan menjadikan perilaku keseharian ASN KKP untuk mendukung
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peningkatan kinerja pegawai dan Organisasi. Pada Tahun 2023, IKU BerAKHLAK
menjadi satu-satunya IKU yang tergetnya tidak tercapai yang ada di Biro SDMAO.
Pada Tahun 2024 ini target nilai IKU BerAKHLAK masih sama sperti tahun 2023 yaitu
65.

Pada tahun 2024 ini, Biro SDMAO telah menyusun Langkah strategis sebagai
tindak lanjut tidak tercapainya target IKU BerAKHLAK pada tahun 2023. Langkah
strategis tersebut diantaranya adalah melakukan sosialisasi dan penguatan
komunikasi internal. Sosialisasi dapat dilakukan dengan mengadakan seminar,
pelatihan ataupun workshop. Sedangkan penguatan komunikasi internal dapat
dilakukan dengan memastikan informasi terkait core values ASN dan employer

branding mudah diakses oleh seluruh pegawai.

Tabel 22
Capaian Indikator Kinerja 9

IKU 9 Indeks BerAKHLAK KKP (Persentase)

Realisasi 2024 Renstra Setjen 2020-2024
%
% Capaian .
L % . % Capaian
Target | Realisasi : kenaikan | Target thd Target
2020 | 2021 | 2022 | 2023 2024 2024 2024 ngzljn 2023- 2024 Target 2024 thdz'(l)'gzget
2024 TW IV
2024
62,50 78,90 65 78,90 120,00 - 65 - 65

Sumber. Berdasarkan Hasil surve dan evaluasi budaya kerja ASN BerAKHLAK yang di lakukan oleh Kementerian PANRB

BerAKHLAK diamanatkan dalam UU ASN Survei Indeks BerAKHLAK tahun
2024 merupakan survei yang telah dilaksanakan untuk memonitor dan evaluasi
implementasi budaya kerja ASN BerAKHLAK. ASN di KKP perlu menginternalisasi
nilai-nilai BerAKHLAK agar dapat menjalankan reformasi birokrasi tematik yang sesuai
dengan tugas serta fungsi KKP. Diharapkan core values BerAKHLAK dapat dimaknai
dan menjadi jati diri ASN KKP agar dapat Bangga Melayani Bangsa.
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Hasil survei Indeks BerAKHLAK rata-rata Nasional pada tahun 2024 mengalami
kenaikan dari tahun 2023, yaitu 61.1% menjadi 68.1% dengan Nilai Indeks
BerAKHLAK 78.9%, perubahan ini menunjukkan adanya sedikit perbaikan, namun
nilai tersebut masih memerlukan upaya lebih lanjut untuk mempertahankan dan

meningkatkan tingkat kesehatan yang telah dicapai saat ini.

Tabel:
Nilai hasil Indeks BerAKHLAK lingkup Kementerian/Lembaga

1. | Kemenko Marves 83,2 % Sehat
2. | Kementerian Parekraf 79,9 % Sehat
3. | Kementerian Kelautan dan Perikanan 78,9 % Sehat
4. | Kementerian PUPR 77,7 % Sehat
5. | Kementerian Perhubungan 69,6% Cukup Sehat
6. | Kementerian LHK 68,9% Cukup Sehat
7. | Kementerian Investasi/BKPM 68,6% Cukup Sehat
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J HASIL PENILAIAN INDEKS BerAKHLAK 2024

Nama Instansi Pemerintah: Kementerian Kelautan dan Perikanan

Berdasarkan hasil survei dan evaluasi budaya kerja ASN BerAKHLAK yang dilakukan
oleh Kementerian PANRB, diperoleh Indeks BerAKHLAK:

78.9% (Sehat)

Tabel 1. Perhitungan Indeks BerAKHLAK

No Penilaian Bobot (%) Hasil Formulasi

1 |Hasil Survei BerAKHLAK 80 76.0% 60.8%

2 |Hasil Evaluasi Organisasi 20 29/32 18.1%
Indeks BerAKHLAK 78.9%
Indeks BerAKHLAK rata-rata Nasional 68.1%

. . Range ..
Predikat Kategori 9 Deskripsi

Indeks
75% - 100% Nilai BerAKHLAK sudah sangat erat
menjadi bagian dari perilaku kerja sehari-
hari dan menjadi ciri khas yang mewakili
individu di dalam organisasi tersebut
50% - 74,9% | Pegawai sudah mengimplementasikan
yang nilai-nilai BerAKHLAK dalam perilaku
kerja sehari-hari dengan baik
Cc Tidak Sehat 25% - 49,9% | Pegawai memiliki tingkat implementasi
nilai BerAKHLAK yang rendah ke dalam
perilaku kerja sehari-hari
0% - 24,9% Pegawai memiliki tingkat implementasi
nilai BerAKHLAK yang sangat rendah ke
dalam perilaku kerja sehari-hari

Cukup Sehat

Berdasarkan kategori indeks BerAKHLAK dan hasil penilaian indeks
BerAKHLAK KKP memperoleh kategori Sehat dengan range indeks 78.9% dan rata-
rata nasional 68.1%. Hasil tersebut diperoleh berdasarkan dua kategori penilaian yaitu

Survei BerAKHLAK dan evaluasi organisasi, dengan rincian sebagai berikut:
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1. Hasil survei BerAKHLAK

Tabel 3. Profil Responden

Karakteristik Jumlah

Jenis Kelamin

Laki-laki 356

Perempuan 237
Status Kepegawaian

PNS 460

PPPK 133
Jabatan

JPT a3

Non JPT 560
Pendidikan

SMA Kebawah 109

Diploma 106

S1/DIV 285

S2/S3 a3

Total responden survei BerAKHLAK di lingkungan KKP sebanyak 593 responden.
Nilai per dimensi BerAKHLAK yang diperoleh berdasarkan hasil survei yang telah
diisi oleh responden untuk dimensi Berorientasi pelayanan bernilai 72.0%,
Akuntabel 79.0%, Kompeten 76.0%, Harmonis 77.0%, Loyal 87.0%, Adaptif 73.0%,
Kolaboratif 75.0%. Nilai akhir survei yang diperoleh yaitu 76.0% dengan bobot
survei BerAKHLAK 80% maka formulasi perhitungan penilaian mendapatkan nilai
60.8%.

2. Hasil Evaluasi Organisasi
Hasil evaluasi organisasi merupakan nilai yang didapatkan berdasarkan 16
komponen penilaian dengan skala penilaian validasi 0 sampai dengan 2 dan nilai
maksimal seluruh komponen adalah 32. Berdasarkan hasil Evaluasi organisasi KKP
mendapatkan nilai 29/32 dengan bobot penilaian 20% maka formulasi penilaian
evaluasi organisasi mendapatkan nilai 18.1%. Dengan catatan pada komponen
penilaian publikasi konten BerAKHLAK pada akun media sosial instansi secara
masih dalam proses serta tidak ikut berpartisipasi pada survei indeks BerAKHLAK
tahun 2022 dikarenakan tidak memenuhi batas responden minimal dari jumlah

populasi.
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Hasil akhir evaluasi organisasi: 29/32

Tabel 5. Evaluasi Organisasi

program/kegiatan/aksi
implementasi BerAKHLAK

Nilai
Komponen Penilaian Validasi Catatan
Launching Core Values ASN 2 Launching Core Values ASN BerAKHLAK
BerAKHLAK Sudah dilaksanakan (Oleh Menteri)
Tersedianya rencana 2 Sudah tersedia Rencana Aksi/Program

BerAKHLAK

Publikasi 2
Poster/Banner/Baliho/Videotro
n BerAKHLAK secara berkala

Publikasi BerAKHLAK Sudah dilakukan secara
Berkala

Penggunaan logo BerAKHLAK 2
(Background Zoom, Twibbon,
Bahan Paparan, Seminar Kit,
Pakaian Dinas, Kendaraan

dinas, atau atribut dinas lain)

Penggunaan logo BerAKHLAK Sudah
dilaksanakan

Publikasi konten BerAKHLAK 1
pada akun media sosial
instansi secara berkala

Publikasi konten BerAKHLAK pada akun media
sosial instansi sedang dalam proses

Perubahan/Tim Penggerak
Budaya Kerja

Podcast 2 Podcast Implementasi/Sosialisasi BerAKHLAK
Implementasi/Sosialisasi Sudah dilaksanakan

BerAKHLAK

Publikasi Media Massa 2 Publikasi Media Massa Cetak/Online Sudah
Cetak/Online dilakukan secara berkala

Penyelenggaraan Forum 2 Penyelenggaraan Forum Komunikasi Berkala
Komunikasi Berkala Sudah dilaksanakan

Pelaksanaan Sharing 2 Pelaksanaan Sharing Knowledge/Benchmarking
Knowledge/Benchmarking Sudah dilaksanakan

Penguatan Peran Agen 2 Penguatan Peran Agen Perubahan/Tim

Penggerak Budaya Kerja Sudah dilaksanakan

Penyusunan Kebijakan 2
Implementasi BerAKHLAK

Penyusunan Kebijakan Implementasi
BerAKHLAK Sudah dilaksanakan (Surat Edaran
ditandatangani Sekretaris Jenderal Kementerian
a.n Menteri)

penghargaan/apresiasi untuk
pegawai/unit kerja terkait
implementasi BerAKHLAK

Penyusunan Contoh Perilaku 2 Penyusunan Contoh Perilaku Sudah
dilaksanakan
Pelaksanaan 2 Pelaksanaan penghargaan/apresiasi untuk

pegawai/unit kerja terkait implementasi
BerAKHLAK Sudah dilaksanakan

Partisipasi Survei Indeks 0 Tidak ikut Berpartisipasi pada Survei Indeks
BerAKHLAK 2022 BerAKHLAK 2022

Partisipasi Survei Indeks 2 Ikut Berpartisipasi pada Survei Indeks
BerAKHLAK 2023 BerAKHLAK 2023

Kegiatan lain terkait 2 Kegiatan lain terkait BerAKHLAK Sudah
BerAKHLAK dilaksanakan
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RENCANA TINDAKLANJUT
Berdasarkan hasil penilaian indeks BerAKHLAK 2024 terdapat saran yang dapat

ditindaklanjuti guna meningkatkan internalisasi BerAKHLAK di lingkungan KKP

pada masing-masing dimensi, yaitu:

1. Berorientasi Pelayanan

Melakukan forum dialog atau diskusi secara berkala dengan masyarakat
dan stakeholder untuk mengetahui kebutuhan mereka

Melakukan evaluasi dalam bentuk survei, diskusi secara daring maupun
luring secara berkala untuk mendapatkan umpan balik

Membuka akses informasi seluas-luasnya yang relevan untuk masyarakat
terkait pelayanan yang diberikan melalui media sosial, webinar maupun
media lainnya yang terjangkau

Melibatkan masyarakat dan stakeholder untuk berpartisipasi secara aktif
dalam proses perencanaan program dan kegiatan

Melakukan evaluasi secara teratur mengenai program yang dilaksanakan
untuk peningkatan program sesuai kebutuhan

Melakukan monitoring pelaksanaan program sesuai dengan perencanaan
dan memastikan keterlibatan masyarakat dan stakeholder

Meningkatkan penggunaan teknologi untuk memberikan pelayanan yang
baik, cepat dan tepat

Membuat standar operasional pelayanan, termasuk ketepatan waktu dan
kesesuaian prosedur layanan

Mendorong sistem pelaporan yang responsif dan bisa dimonitoring secara
real-time.

Membuat sistem monitoring kinerja bagi pegawai yang terintegrasi untuk
mendukung efektivitas pelayanan tanpa supervisi langsung

Memberikan penghargaan bagi pegawai yang berkinerja tinggi untuk
meningkatkan tanggung jawab profesional

Memberikan pelatihan bagi pegawai untuk meningkatkan kemandirian

kerja
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2. Akuntabel

- Menetapkan metode penilaian kehadiran dan ketepatan waktu yang jelas

- Menetapkan target waktu penyelesaian pekerjaan bagi seluruh pegawai

- Meningkatkan pemantauan kepatuhan terhadap prosedur kerja/SOP

3. Kompeten

- Memberikan akses kepada pegawai untuk bisa mengikuti pelatihan non
klasikal melalui portal pengembangan kompetensi dengan mudah

- Melakukan pemantauan keikutsertaan pegawai dalam program
pengembangan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan jabatan
masing-masing

- Memberikan pendampingan bagi pegawai untuk memilih program
pengembangan kompetensi yang tepat sesuai kebutuhan jabatan

4. Harmonis
- Pertahankan program-program yang sudah berjalan baik
- Program yang sudah ada dilakukan secara berkala

5. Loyal
- Pertahankan program-program yang sudah berjalan baik
- Program yang sudah ada dilakukan secara berkala

6. Adaptif

- Mengadakan pelatihan inovasi dan kreativitas secara rutin untuk
meningkatkan kemampuan pegawai dalam menciptakan solusi baru.

- Membangun kebiasaan inovasi dari hal-hal sederhana seperti mengganti
penggunaan kertas dengan dokumen elektronik, penataan spasial kantor
yang segar, fungsional, dan fleksibel

- Memberikan insentif atau penghargaan untuk pegawai yang berhasil
menerapkan ide inovatif yang berdampak positif bagi organisasi.

- Membentuk forum untuk mendiskusikan dan mengevaluasi metode kerja
lama serta mengidentifikasi potensi perbaikan/peningkatan kualitas.

- Menciptakan lingkungan kerja yang menyenangkan sehingga dapat

mendorong kreativitas pegawai.
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- Menerapkan program mentoring/sharing session di mana pegawai senior
dapat membagikan pengalaman dan pengetahuan mereka kepada
pegawai yang lebih muda atau sebaliknya. atau mentoring/sharing
session dengan narasumber/informan eksternal yang terbukti memiliki
kreativitas/inovasi

- Mengembangkan budaya organisasi yang mendorong pegawai untuk
mengambil inisiatif dan menyampaikan ide-ide mereka tanpa takut
gagaMenyediakan sumber daya dan dukungan yang memadai bagi
pegawai yang mengambil inisiatif perubahan untuk memastikan
keberhasilan implementasi.

- Membangun kebiasaan anti-bullying bagi siapapun yang aktif
menyampaikan ide/masukan agar tidak terkondisi seperti diberikan
punishment saat memberi ide/masukan.

7. Kolaboratif

- Membentuk jaringan kolaborasi antara unit/instansi untuk berbagi sumber
daya dan informasi.

- Mengadakan kegiatan atau acara yang mendorong interaksi antar
pegawai dari berbagai unit untuk meningkatkan kerja sama.

- Menerapkan sistem formal untuk pengumpulan masukan dari pegawai
agar mereka merasa lebih dilibatkan dalam proses pengambilan

keputusan.

BerAKHLAK merupakan singkatan dari Berorientasi Pelayanan, Akuntabel,
Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif. Makna di balik core values ini
bertujuan agar para ASN dapat memberikan layanan yang optimal, prima, dan
berkualitas demi kepuasan rakyat, bertanggung jawab atas kepercayaan yang telah
diberikan, selalu belajar dan mengembangkan kapabilitas diri, saling peduli dan
menghargai perbedaan, berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan
negara, senantiasa berinovasi dan antusias dalam menggerakkan dan menghadapi

perubahan serta membangun kerja sama yang sinergis. Keberhasilan Core Values
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dan Employer Branding ini dapat dilihat dari transformasi budaya kerja para ASN
yang memiliki motivasi, kreativitas, dedikasi, serta kemampuan dan komitmen yang
tingi. Budaya kerja merupakan sikap dan perilaku individu serta kelompok yang
didasari atas nilai-nilai yang diyakini kebenarannya dan telah menjadi sifat serta
kebiasaan dalam menjalankan tugas dan pekerjaan sehari-hari. Sebelumnya,
Presiden Joko Widodo meluncurkan nilai dasar atau Core Values BerAKHLAK serta
Employer Branding Bangga Melayani Bangsa pada 27 Juli 2021. Hal ini diharapkan
dapat menciptakan semangat baru dan menjadi dasar acuan dalam bersikap dan

bertindak serta menjadi pemacu motivasi untuk mengabdi pada negeri bagi ASN.

Nilai dasar BerAKHLAK dan slogan Bangga Melayani Bangsa sewajarnya dipahami
oleh para ASN sejak mereka menghadapi tes masuk. Setiap individu yang memiliki
keinginan menjadi ASN agar dapat menanamkan core values dan rasa bangga
melayani bangsa baik dalam pekerjaan ataupun dalam kehidupan sehari-hari. Core
values BerAKHLAK dan Employer Branding Bangga Melayani Bangsa bertujuan
agar nantinya setiap ASN dapat mengoptimalkan pelayanan bagi masyarakat serta
menjadi role model bagi sesama rekan kerja dan masyarakat luas. Core Values dan
Employer Branding yang diluncurkan tahun ini, diharapkan dapat membentuk ASN
yang adaptif dan dapat menyesuaikan diri dengan perubahan teknologi. Selain itu,
pengisian kebutuhan sumber daya manusia ASN tidak lagi hanya
mempertimbangkan posisi yang kosong dalam formasi, tetapi juga nilai proposisi
akan dipertimbangkan dalam akuisisi talenta untuk memperkuat identitas ASN.
Kriteria ASN yang kita inginkan adalah orang- orang yang memiliki kapasitas untuk
dapat menyampaikan ekspektasi organisasi. ASN tersebut harus menghasilkan
kinerja yang mendukung pencapaian organisasi, mau terus belajar dan
mengembangkan kompetensi untuk mendukung pelaksanaan strategi organisasi,
memiliki perilaku sesuai dengan budaya organisasi dengan menerapkan nilai-nilai
BerAKHLAK.
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Penggunaan Anggaran yang Mendukung Indikator Kinerja

Dalam menunjang pencapaian indikator indeks BerAKHLAK KKP diperlukan
biaya untuk dapat melaksanakan kegiatan demi mencapai output sesuai dengan tugas
dan fungsi dari Biro SDM Aparatur dan Organisasi. Biaya-biaya tersebut dituangkan
pada Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAK/L) yang disusun 1
(satu) tahun sebelum pelaksanaan kerja dan anggaran dilaksanakan telah mencapai
target yang ditentukan berdasarkan capaian kinerja dan realisasi anggaran sebesar
Rp18.315.000 dari pagu Rp18.370.000 (99,70%).

IKU10 : Rekomendasi Kebutuhan JF Daerah (Persentase)

Sebagaimana amanat Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara dan Pasal 74 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017
tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil bahwa setiap instansi pemerintah waijib
Menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan
analisis jabatan dan analisis beban kerja yang akan diangkat ke dalam jabatan
fungsional keahlian dan jabatan fungsional keterampilan melalui pengangkatan

pertama, perpindahan dari jabatan lain atau penyesuaian.

Sehubungan dengan ketentuan tersebut, Kementerian Pendayagunaan
Aparatur dan Reformasi Birokrasi menerbitkan surat Nomor B/528/M.SM.01.00/2018,
tanggal 15 Oktober 2018 perihal mekanisme pengangkatan Pegawai Negeri Sipil
dalam jabatan fungsional yang menyatakan bahwa K/L/Pemda yang mempunyai
rencana mengangkat Pegawai Negeri Sipil ke dalam jabatan fungsional keahlian dan
jabatan fungsional keterampilan baik melalui pengangkatan pertama, perpindahan dari
jabatan lain atau penyesuaian wajib didahului dengan penyampaian usulan kepada
Instansi Pembina Jabatan Fungsional untuk mendapatkan rekomendasi sebelum

menyampaikan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi.
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Pada Tahun 2024, target capaian IKU Rekomendasi Kebutuhan JF Daerah nilainya

masih sama seperti tahun 2023, yaitu 80.

Tabel 22
Capaian Indikator Kinerja 10

IKU 10 Rekomendasi Kebutuhan JF Daerah (Persentase)

Realisasi 2024 Renstra Setjen 2020-2024
%
0, 0, 1
Target | Realisasi Ca /;ian kenzf;kan Target Cat?\?:llan Target % Capaian
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | TWIV | TWIV p 9 g thd Target
2024 2024 W IV 2023- | 2024 | Target 2024 204
2024 2024 W IV
2024
81 82,3 80 82,3 102,88 1,3 80 102,88 80 102,88

Sumber: Laporan hasil pembinaan Jabatan Fungsional lingkup KKP

1. Capaian IKU

Persentase rekomendasi kebutuhan jabatan Fungsional bidang Kelautan
dan Perikanan yang diberikan dibanding jumlah usulan yang disampaikan oleh
instansi pengguna jabatan fungsional bidang kelautan per tahun, sebagai tugas
dan fungsi Kementerian Kelautan dan Perikanan selaku instansi pembina Jabatan

Fungsional bidang Kelautan dan Perikanan.

Dalam pelaksanaanya sampai dengan Desember Tahun 2024, hasil evaluasi
rekomendasi yang telah diterbitkan berdasarkan pedoman perhitungan masing-
masing Jabatan Fungsional bidang Kelautan dan Perikanan untuk Pemerintah

Daerah yang telah mengusulkan kebutuhan, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1
Target dan Realisasi IKU

TARGET REALISASI
PERSENTASE 80% 82,3%
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2. Analisis Capaian IKU

Sampai dengan Desember Tahun 2024, Biro Sumber Daya Manusia

Aparatur dan Organisasi telah menerima 215 usulan permohonan rekomendasi

kebutuhan Jabatan Fungsional bidang Kelautan dan Perikanan dari Pemerintah

Daerah.
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SUMATERA SELATAN
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o 09 KAB. OGAN
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o 16 KAB. OGAN
KOMERING ULU

SUMATERA BARAT v

Provinsi Sumatera Barat
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Gambar 1
Screenshot sample usulan rekomendasi pemerintah daerah

Berdasarkan data usulan yang telah diterima, terdapat kategori-kategori

penyelesaian rekomendasi yang dijadikan tolak ukur dalam perhitungan IKU

persentase rekomendasi Jabatan Fungsional Bidang Kelautan dan Perikanan untuk

Pemerintah Daerah, yang secara rinci dapat dilihat dibawah ini:
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Tabel 2 Tabel 3

Kategori penyelesaian rekomendasi Progres Rekomendasi

PROGRES REKOMENDASI

KATEGORI JUMLAH

BELUM REKOM

USULAN
VERIFIKASI DAN
VALIDASI

SURAT
REKOMENDASI

REKOMENDASI SELE

Sehubungan dengan tabel kategori diatas, terhadap wusulan dari
Pemerintah Daerah yang sudah melewati tahap verifikasi dan validasi bersama
dengan Unit Pembina Teknis bidang Kelautan dan Perikanan akan diberikan
surat rekomendasi sesuai dengan hasil perhitungan kebutuhan jabatan
fungsional yang diusulkan dengan memperhatikan pedoman perhitungan
masing-masing Jabatan Fungsional bidang Kelautan dan Perikanan.

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
S

Selanjutnya rekomendasi ini dapat digunakan sebagai dasar untuk permohonan
penetapan kebutuhanfformasi Jabatan Fungsional Bidang Kelautan dan Perkanan di
lingkungan unit kerja Saudara kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi.

Nomor : B.5252/SJ.3KP.210/XIl2024 18 Desember 2024
dan keria o
Siat  : Basa
Hal Rekomendasi Kebutuhan Jabatan Fungsional Bidang
Kelautan dan Perianan

Yih. Kepala Dinas Kelautan dan Perianan Provinsi Nusa Tenggara Barat

tempat

Riza Trianzah

Sehubungan dengan surat Kepala Dinas Kelautan dan Perkanan Provinsi Nusa

Tenggara Bar tanggal 12 perihal

Usulan Usulan Kebutuhan Formasi JF Bidang PDSPKP, bersama ini kami sampaikan

bebarapa hal sebagai berikut

1. berdasarkan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor B/528/M.SM.01.00:2018, tanggal 15 Oktober 2018, hal Mekanisme Pengangkatan
PNS dalam Jabatan Fungsional, disebutkan bafwa dalam penyampaian usulan formasi

[

embusan:
Seketaris Jenderal, Kementerian Kelautan dan Perikanan
Seketaris Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perianan

dengan penyampaian usulan kepada Instansi Pembina Jabatan Fungsional untuk
mendapatkan rekomendas’; dan

2 berkenaan dengan hal ftersebut, telah dilakukan validasi hasi penghitungan
kebutuhanformasi Jabatan Fungsional Bidang Kelautan dan Perkanan yang diusulkan
oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perkanan Provinsi Nusa Tenggara Barat dan pada
prinsipnya kami menyetuui usuan tersebut, dengan rincian keseluruhan sebagai berikut

Terampi
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Gambar 3
Screenshot sample surat rekomendasi untuk pemerintah daerah

Berdasarkan data usulan yang telah diterima, terdapat 38 usulan yang masih

termasuk dalam kategori proses verifikasi dan validasi, hal ini dikarenakan belum

sesuai atau terpenuhinya persyaratan yang harus dilampirkan bersama dengan

usulan untuk dapat dilakukan perhitungan kebutuhan bersama dengan Unit

Pembina Teknis Jabatan Fungsional bidang Kelautan dan Perikanan.

Hambatan yang ditemui

Hambatan yang ditemui dalam merealisasikan capaian IKU rekomendasi

Jabatan Fungsional Bidang Kelautan dan perikanan ini diantaranya ialah:

kesulitan dalam mengkoordinasikan pemenuhan berkas yang dibutuhkan
dalam verifikasi seperti ketersediaan RENSTRA, Analisa jabatan dan Analisa
kebutuhan, form perhitungan kebutuhan, peta jabatan capaian kinerja pada
unit. Hal ini dibutuhkan untuk melihat kesesuaian jabatan fungsional bidang
kelautan dan perikanan yang diusulkan dengan tugas dan fungsi unit kerja di
pemerintah daerah.

form perhitungan kebutuhan yang belum sesuai dengan masing-masing
pedoman Jabatan Fungsional bidang Kelautan dan Perikanan

beberapa pemerintah daerah masih mengusulkan Jabatan Fungsional bidang
Kelautan dan Perikanan yang bersifat tertutup (Re: Penyuluh Perikanan,
Asisten Penyuluh Perikanan, Pengendali Hama dan Penyakit, Teknisi
Pengendali Hama dan Penyakit Ikan, Inspektur Mutu Hasil Perikanan dan
Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan).

belum mengetahui adanya penyesuaian nomenklatur untuk beberapa Jabatan
Fungsional bidang Kelautan dan Perikanan contohnya seperti Jabatan
Fungsional Pengawas Perikanan bidang Perikanan Budidaya menjadi
Jabatan Fungsional Analis Akuakultur dan Teknisi Akuakultur atau Jabatan
Fungsional Pengendali Hama dan Penyakit lkan bidang Budidaya menjadi

Jabatan Fungsional Pengelola Kesehatan lkan dan Teknisi Kesehatan lkan.
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Upaya yang dilakukan

Upaya yang telah dilakukan untuk mendukung pencapaian IKU rekomendasi
kebutuhan Jabatan Fungsional bidang Kelautan dan Perikanan ini adalah:
- menginformasikan kebutuhan berkas yang diperlukan kepada pengusul
apabila berkas belum sesuai atau belum ada
- menyusun buku profil Jabatan Fungsional bidang Kelautan dan Perikanan
untuk dapat memberikan pemahaman terhadap masing-masing jabatan
fungsional terutama dalam hal kedudukan jabatan tersebut
- membuat sistem informasi yang memuat pedoman kebutuhan, form
perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional bidang Kelautan dan

Perikanan termasuk juga buku profil yang telah disusun.

. ._ J

Timja PUJF Biro SOMAO KKP
000

REKOMENDAS! KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL BIDANG KP

Evaluasi Pembinaan jabatan fungsional dalam biadang Kelautan dan
Perikanan, Biro SDM Aparatur dan Organisasi mengadakan Forum Diskusi jabatan
Fungsional dan mendapatkan beberapa poin penting dalam Jabatan Fungsional
untuk Mendukung Tercapainya Target Kinerja Organisasi Kementerian Kelautan

dan Perikanan.
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Peran

Unit Pembina Jabatan Fungsional dan Penyelarasan Jabatan

Fungsional Bidang Kelautan dan Perikanan

1.

10.

Penguatan peran unit kerja pembina dalam pemantauan kesesuaian
pengisian SKP individu (batasan prosentase) dengan ruang lingkup JF
sesuai IKU Organisasi.

Pelaksanaan review terhadap hasil penilaian SKP JF oleh pimpinan unit
kerja.

Peningkatan supervisi kepada masing-masing unit kerja dalam penetapan
AK JF, mengingat saat ini masih ada JF yg belum melakukan integrasi PAK
karena terhambat keaktifan masing-masing individu dalam melakukan
pengunggahan PAK awalnya ke dalam sistem aplikasi yang ada.

Unit kerja pembina mengharapkan untuk penyelesaian instrumen JF yg ada
saat ini sebelum dilakukan penyelarasan JF.

Penyelarasan JF disepakati untuk dilakukan setelah seluruh proses
penetapan tunjangan JF minimal mendapatkan kepastian izin prakarsa.
Penyelarasan JF agar dilakukan setelah dilaksanakan pemetaan terhadap
amanat yang mendasari pembentukannya maupun terhadap kesesuaian
tugas fungsi JF dengan organisasi yang menaunginya, unit kerja pembina
agar segera membentuk tim identifikasi awal.

Pemerintah daerah mengharapkan untuk menunda pelaksanaan
penyelarasan JF, mengingat saat ini sebagian besar pemerintah daerah
sedang dalam tahap adaptasi kebiasaan dengan pola JF bidang kelautan
dan perikanan dan revisi peta jabatannya.

Pemerintah daerah mengharapkan uji kompetensi untuk dapat
dilaksanakan dalam jadwal yang tetap dan pemberian kuota lebih untuk
pemerintah daerah.

Implikasi peningkatan kelas UPT dengan peningkatan kebutuhan anggaran
untuk pembayaran gaji, tunjangan JF, dan tunjangan kinerjanya.
Peningkatan peran Tim Kerja Peningkatan Utilitas JF dalam pelaksanaan
penghitungan ulang kebutuhan JF yang digunakan oleh KKP.
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11. Pelaksanaan penyesuaian nomenklatur Asisten Inspektur Mutu berdampak

kepada karir PHPI jenjang keterampilan yang memiliki pendidikan sarjana.

Penggunaan Anggaran yang Mendukung Indikator Kinerja

Dalam menunjang pencapaian indikator Rekomendasi Kebutuhan JF Daerah
diperlukan biaya untuk dapat melaksanakan kegiatan demi mencapai output sesuai
dengan tugas dan fungsi dari Biro SDM Aparatur dan Organisasi. Biaya-biaya tersebut
dituangkan pada Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAK/L) yang
disusun 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan kerja dan anggaran dilaksanakan telah
mencapai target yang ditentukan berdasarkan capaian kinerja dan realisasi anggaran
sebesar Rp283.660.044 dari pagu Rp284.069.000 (99,86%).

Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk mendapat

L4 predikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (Nilai)

Peraturan mengenai Pembangunan Zona Integritas sebuah institusi/Lembaga
terdapat dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas
Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di
Instansi Pemerintah. Dimana peraturan sebelumnya yang terdapat dalam perubahan
atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju
Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan
Instansi Pemerintah sudah tidak sesuai dengan kerangka penilaian reformasi birokrasi
sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi sehingga perlu dirubah/diganti. Target Capaian nilai
IKU mengenai WBK pada tahun 2024 adalah sebesar 75 yang berarti sama dengan
tahun 2024.
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Dengan pembangunan Zona Integritas nantinya akan terwujud Wilayah Bebas dari
Korupsi. WBK merupakan predikat yang diberikan kepada unit kerja pelayanan
percontohan yang mampu mencegah KKN, sedangkan WBBM adalah predikat yang
diberikan kepada unit kerja pelayanan percontohan yang mampu mencegah KKN dan
memberikan pelayanan publik berkualitas.
Usulan Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Biro Sumber Daya Manusia
Aparatur dan Organisasi melalui Nota Dinas Plh. Sekretaris Jenderal kepada PIt.
Inspektur Jenderal Nomor 47/SJ/RC.210/1/2023 perihal Usulan Unit Kerja Berpredikat
Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di
Lingkungan Sekretariat Jenderal.
Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi telah menyusun rencana aksi dan
target (output) yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Tahunan Tim ZI menuju
WBK/WBBM pada bulan Januari 2024, sehingga perlu dilakukan monitoring dan
evaluasi untuk membantu dalam mengidentifikasi kendala/hambatan yang dihadapi
dalam proses pelaksanaan Zona Integritas. Hasil dari identifikasi tersebut diharapkan
dapat dijadikan dasar tindak lanjut sebagai upaya perbaikan dalam pelaksanaan Zona
Integritas di Lingkungan Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi.
Berdasarkan hal tersebut, maka diperlukan komitmen yang tinggi dari pimpinan
dan seluruh pegawai Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi. Upaya
pembangunan Zona Integritas diwujudkan dengan membentuk tim pembangunan
Zona Integritas dalam melaksanakan pembangunan WBK/WBBM sesuai dengan

Rencana Kerja yang telah disusun.

1. Manajemen Perubahan

Kegiatan yang dilaksanakan pada area Manajemen Perubahan TW Il terdiri atas
10 kegiatan yang terbagi dalam 20 volume kegiatan dengan capaian sebanyak
20/20 atau 100%. Kegiatan area Manajemen Perubahan pada TW Il meliputi:

1) Menyediakan media sosialisasi pembangunan ZI menuju WBK

2) Melaksanakan pembangunan ZI sesuai rencana kerja

3) Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan ZI menuju
WBK
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4) Menindaklanjuti hasil monitoring dan Evaluasi

5) Pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan pembangunan
Z1 menuju WBK
Monev pelaksanaan kegiatan agen perubahan

Membangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi

)
)
8) Jumat Sehat pegawai Biro SDM Aparatur dan Organisasi (bulanan)
) Jam Arahan Pimpinan (mingguan)

0

) Pimpinan memiliki komitmen terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi,
dengan adanya target capaian reformasi yang jelas di dokumen
perencanaan (Reform).

2. Penataan Tatalaksana
Kegiatan yang dilaksanakan pada area Penataan Tatalaksana TW |l terdiri atas 7
kegiatan yang terbagi dalam 11 volume kegiatan dengan capaian sebanyak 11/11
atau 100%. Kegiatan area Penataan Tatalaksana pada TW Il meliputi:
a. Penyesuian peta proses bisnis level 3/peta lintas fungsi lingkup Biro
SDMAO.
b. Revisi SOP mengacu pada Mekanisme Kerja Baru
Implementasi SOP Lingkup Biro SDMAO.
Melakukan inovasi terhadap SOP yang telah ditetapkan berdasarkan hasil
monitoring dan evaluasi implementasi.
e. Pelaksanaan Manajemen SDM Aparatur melalui Teknologi Informasi
(SI ASN, epegawai).
f. pemantauan penerapan teknologi informasi untuk pelaksanaan Manajemen
SDM Aparatur melalui Teknologi Informasi.
g. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan

informasi publik

3. Penataan Sistem Manajemen SDM
Kegiatan yang dilaksanakan pada area Penataan Sistem Manajemen SDM TW II

terdiri atas 10 kegiatan yang terbagi dalam 13 volume kegiatan dengan capaian
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sebanyak 13/13 atau 100%. Kegiatan area Penataan Sistem Manajemen SDM

pada TW Il meliputi:

a.

Monitoring dan evaluasi penempatan pegawai hasil rekrutmen untuk
memenuhi kebutuhan jabatan dan memberikan perbaikan terhadap kinerja
Biro SDM Aparatur dan Organisasi.

Re-assessment Pegawai lingkup Biro SDMAO.

Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Biro SDM Aparatur dan

Organisasi.

. Pengukuran kinerja individu secara periodic.

Penyusunan pedoman pemberian reward kepada pegawai dengan kinerja
sangat baik.
Sosialisasi aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah

dilaksanakan/diimplementasikan.

. Update Data SI-ASN secara berkala.

Ukuran kinerja individu telah berorientasi hasil (outcome) sesuai pada
levelnya.

Hasil assessment dijadikan pertimbangan untuk mutasi & pengembangan
karir pegawai.

Penurunan pelanggaran disiplin pegawai

4. Penguatan Akuntabilitas

Kegiatan yang dilaksanakan pada area Penguatan Akuntabilitas TW Il terdiri atas

10 kegiatan yang terbagi dalam 8 volume kegiatan dengan capaian sebanyak 8/8

atau 100%. Kegiatan area Penguatan Akuntabilitas pada TW Il meliputi:

a.

b
C.
d

Pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala.

Menyusun laporan kinerja tepat waktu.

Menyusun laporan kinerja yang memberikan informasi tentang kinerja.
Mengupayakan peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas
kinerja.

Mengelola akuntabilitas kinerja yang dilaksanakan oleh SDM yang kompeten.
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Persentase Sasaran dengan capaian 100% atau lebih.

Hasil Capaian/Monitoring Perjanjian Kinerja telah dijadikan dasar sebagai
pemberian reward and punishment bagi organisasi.

penjenjangan kinerja (Kerangka Logis Kinerja) yang mengacu pada kinerja

utama organisasi dan dijadikan dalam penentuan kinerja seluruh pegawai.

5. Penguatan Pengawasan

Kegiatan yang dilaksanakan pada area Penguatan Pengawasan TW |l terdiri atas

18 kegiatan yang terbagi dalam 38 volume kegiatan dengan capaian sebanyak

383/8 atau 100%. Kegiatan area Penguatan Pengawasan pada TW Il meliputi:

a.

b
C.
d

> a =

2 © o0 5 3

-

Pelaksanaan public campaign pengendalian gratifikasi.
Mengimplementasikan pengendalian gratifikasi.

Melakukan penilaian resiko atas pelaksanaan kebijakan.

Melakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah
diidentifikasi.

Menginformasikan dan mengkomunikasikan SPIP kepada seluruh pihak
terkait.

Menindaklanjuti hasil penanganan pengaduan Masyarakat.

Melakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan Masyarakat.
Menindaklanjuti hasil evaluasi atas penanganan pengaduan Masyarakat.
Melakukan internalisasi Whistle-Blowing System.

Menerapkan Whistle-Blowing System.

Melakukan evaluasi atas penerapan Whistle-Blowing System.
Menindaklanjuti hasil evaluasi atas penerapan Whistle-Blowing System.

. Melakukan internalisasi/sosialisasi penanganan benturan kepentingan.

Mengimplementasikan penanganan benturan kepentingan.

Melakukan evaluasi atas penanganan benturan kepentingan.
Menindaklanjuti hasil evaluasi atas penanganan benturan kepentingan.
Telah dilakukan mekanisme pengendalian aktivitas secara berjenjang.

Persentase penanganan pengaduan Masyarakat.
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6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Kegiatan yang dilaksanakan pada area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

TW Il terdiri atas 8 kegiatan yang terbagi dalam 9 volume kegiatan dengan capaian

sebanyak 9/9 atau 100%. Kegiatan area Penguatan Pengawasan pada TW I

meliputi:

a. Dokumentasi terhadap akses informasi yang telah tersedia.

b. Evaluasi atas penanganan keluhan/masukan dan konsultasi.

c. Survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dilakukan minimal 4 kali
dalam setahun.

d. Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka.

e. Dilakukan tindak lanjut atas hasil survei kepuasan Masyarakat.
Menerapkan pelayanan yang menggunakan teknologi informasi pada seluruh
proses pemberian layanan.
Membangun database pelayanan yang terintegrasi.

h. melakukan perbaikan secara terus-menerus terhadap pelayanan Pengadaan
ASN.

Tabel 22
Capaian Indikator Kinerja 17

IKU 11 Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk mendapat predikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (Nilai)
Realisasi 2024 Renstra Setjen 2020-2024
%
0, 0, H
Target | Realisasi Ca /;ian ken;;kan Target Cat?\?:llan Target % Capaian
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | TWIV | TWIV P 9 9 thd Target
2024 2024 TW IV 2023- 2024 Target 2024 2024
2024 2024 TW IV
2024
83,97 79,51 75 79,51 106,01 - 75 106,01 75 106,01

Sumber : Memorandum Inspektorat Jenderal Nomor 154/ITJ/KP.750/X1/2024, tanggal 22 November 2024, hal Hasil Penilaian
terhadap Unit Kerja yang diusulkan mendapatkan Predikat Wilayah Bebas dari Korupsi di Lingkungan KKP Tahun 2024

Berdasarkan Memorandum Inspektorat Jenderal Nomor 154/ITJ/KP.750/X1/2024,
tanggal 22 November 2024, hal Hasil Penilaian terhadap Unit Kerja yang diusulkan
mendapatkan Predikat Wilayah Bebas dari Korupsi di Lingkungan KKP Tahun 2024,
hasil capaian penilaian Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM Biro SDM
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Aparatur memperoleh Nilai 79,51 (tujuh puluh Sembilan koma lima puluh satu)
sehingga LULUS memperoleh predikat Wilayah Bebas dari Korupsi. Berikut ini

merupakan gambar tangkap layar pada Nota Dinas dimaksud.

REKAPITULASI HASIL PLENO PENILAIAN PEMBANGUNAN ZI MENUJU WBK

LINGKUP KKP TAHUN 2024
No Nama Satker Nilai Keterangan
Balai Pengujian Kesehatan lkan
! Dan Lingkungan (BPKIL) Serang 88.03 LS
2 | Biro Perencanaan 85.86 Lulus
Direktorat Pengendalian Operasi
3 Armada (POA) 84.98 Lulus
Balai Layanan Usaha Produksi
4 | Perikanan Budi Daya (BLUPPB) 84.17 Lulus
Karawang
5 Pelabuhan Perikanan Nusantara 83.78 L
Kwandang
Balai Pelatihan dan Penyuluhan
6 Perikanan (BPPP) Bitung 83.05 Lulus
Balai Perikanan Budidaya Air
7| Tawar (BPBAT) Tatelu Besa —
Biro Humas dan Kerja Sama
8 | Luar Negeri (BHKLN) 6229 Luiue
Politeknik Kelautan dan
9 Perikanan _Jembrana 81.95 Lulus
Pelabuhan Perikanan Nusantara
10 (PPN) Ternate 82.56 Lulus
Politeknik Kelautan dan
1 Perikanan Bitu 80.47 Lulus
12 Pol(teknlk Kelautan dan 8046 ™
Perikanan Karawang
Biro Sumber Daya Manusia
13 | Aparatur dan Organisasi 79.51 Lulus
(SDMAQ)
Pelabuhan Perikanan Samudera - .
14 (PPS) Bunqus 76.56 Tidak Lulus
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Kesimpulan

Berdasarkan implementasi pelakaksanaan Zona Integritas menuju WBK/WBBM

Biro SDM Aparatur dan Organisasi, sebagai berikut

1.

3.

Implementasi pembangunan ZI sudah berjalan melali implementasi pada upaya
6 (enam) area yang dituangkan dalam rencana aksi dan dilaksanakan
monitoring per triwulanan;

Nilai Pemenuhan Implementasi Pembangunan Z| tertinggi pada area
Penguatan Akuntabilitas sebesar 92,44 % dan terendah pada area Penataan
Tatalaksana sebesar 59,95%;

Area Penataan Tatalaksana yang perlu ada penguatan dalam kegiatan
monitoring pelaksanaan SOP dan keseuaian SOP berdasarkan kebutuhan
dalam memberikan kemudahan petunjuk kerja pegawai; dan

Hasil Penilaian Tim Internal Sekretariat Jenderal pada Pembangunan ZI
menuju WBK/WBBM sebesar 82,30 dan hasil penilaian oleh TPI sebesar 79,51.

Rekomendasi

Sesuai hasil penililaian pembangunan ZI menuju WBK/WBBM Biro SDM Aparatur

dan Organisasi, disarankan sebagai berikut

1.

Rencana aksi pembangunan ZI menuju WBK/WBBM untuk disusun lebih
implementatif dan disesuaikan dengan target prioritas dan tindak lanjut yang
menjadi rekomendasi hasil monitoring Inspektorat Jenderal selaku Mitra
Pendamping;

Monitoring dan implementasi pelaksanaan kegiatan berdasarkan SOP untuk
dapat di tingkatkan;

Rencana tindak Agen Perubahan sejalan atau mendukung IKU Biro SDM
Aparatur dan Organisasi untuk dapat dimomitoring dan dapat dipublikasikan;
dan

Internalisasi nilai-nilai BerAKHAK agar dapat ditingkatkan secara periodik

kepada seluruh pegawai.
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Penggunaan Anggaran yang Mendukung Indikator Kinerja

Dalam menunjang pencapaian indikator Nilai minimal yang dipersyaratkan
untuk mendapat predikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi diperlukan biaya untuk
dapat melaksanakan kegiatan demi mencapai output sesuai dengan tugas dan fungsi
dari Biro SDM Aparatur dan Organisasi. Biaya-biaya tersebut dituangkan pada
Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAK/L) yang disusun 1 (satu)
tahun sebelum pelaksanaan kerja dan anggaran dilaksanakan telah mencapai target
yang ditentukan berdasarkan capaian kinerja dan realisasi anggaran sebesar
Rp43.743.700 dari pagu Rp43.791.000 (99,89%).

Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Biro SDM Aparatur dan

Lol Organisasi

Persentase Nilai PM SAKIP Biro SDMAO merupakan IKU yang menggantikan
IKU Nilai Rekonseiliasi Kinerja. Adapun IKU ini dihitung berdasarkan Permen PAN dan
RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni

* perencanaan kinerja (30%),
* pengukuran kinerja (30%),
* pelaporan kinerja (15%),

* evaluasi kinerja (25%).

SR Nilai Predikat

AA >90 - 100 Sangat Memuaskan
A >80 — 90 Memuaskan

BB >70 — 80 Sangat Baik

B >60 — 70 Baik

CcC >50-60 Cukup

C >30 - 50 Kurang

D 0-30 Sangat Kurang
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Target capaian nilai IKU PM SAKIP Biro SDMAO tahun 2024 adalah 84, mengalami

kenaikan dari target tahun sebelumnya yaitu 80,5.

Tabel 22
Capaian Indikator Kinerja 17

IKU 12 Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Biro SDM Aparatur dan Organisasi
Realisasi 2024 Renstra Setjen 2020-2024
%
0, 0, H
Target | Realisasi Ca /;ian ken;;kan Target Cat?\?:llan Target % Capaian
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | TWIV | TWIV P 3 9 1 thd Target
2024 2024 TW IV 2023- 2024 Target 2024 2024
2024 2024 TW IV
2024
84,70 82,20 84 82,20 97,86 - 84 97,86 84 97,86

Sumber: Surat Dinas Kepala Biro Perencanaan Nomor: B.1258/SJ.1/RC.160/X/2024, tanggal 30 Oktober 2024 perihal Hasil
Penilaian Mandiri SAKIP tahun 2024..

Berdasarkan penilaian di tahun 2024, Nilai PM SAKIP Biro SDM Aparatur dan
Organisasi mencapai 82.20 dengan kategori A predikat memuaskan. Nilai ini diperoleh
berdasarkan Surat Dinas Kepala Biro Pencanaan Nomor. 1258/SJ.1/RC.610/X/2024
tentang Hasil Penilaian Mandiri SAKIP Level Il Lingkup Sekretariat Jenderal Tahun
2024 pada tanggal 30 Oktober 2024.

Capaian Biro Hukum merupakan capaian peringkat ke-1 di lingkup Sekretariat
Jenderal. Adapun capaian ini diperoleh dengan adanya:

1. Perumusan kinerja individu setiap pegawai terkait dengan kinerja organisasi
dengan menyusun matrik pembagian peran hasil dan memastikan hasil matriks
tersebut dituangkan dalam SKP (Sasaran Kinerja Pegawai) sehingga dapat
dipastikan kinerja individu menunjang kinerja organisasi.

2. Mendorong pemanfaatan hasil pengukuran kinerja sebagai dasar perbaikan
program/kegiatan untuk perencanaan kedepan sehingga dapat mengoptimalkan
peningkatan pencapaian kinerja yang ditetapkan.

3. Mendorong komitmen pimpinan untuk memanfaatkan aplikasi pengukuran dan

pengumpulan data kinerja sebagai sarana monitoring dan evaluasi secara efektif
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dengan memberikan feedback perbaikan sebagai bentuk controlling pimpinan unit
kerja terhadap pencapaian kinerja yang dimiliki.

4. Meningkatkan kualitas laporan kinerja, dengan menyajikan informasi detail
pencapaian kinerja terkait analisa upaya-upaya perbaikan kinerja kedepan
sehingga laporan kinerja dapat dimanfaatkan sebagai dasar pertimbangan
perencanaan kinerja kedepan.

5. Mendorong pemanfaatan data kinerja pada laporan kinerja untuk perbaikan
penetapan target kinerja tahun berikutnya sehingga perencanaan kinerja kedepan
dapat menggambarkan adanya perbaikan/peningkatan kinerja.

6. Mendorong hasil evaluasi akuntabilitas kinerja dapat memberikan gambaran
langkah-langkah perbaikan/peningkatan kinerja.

7. Mendorong hasil evaluasi akuntabilitas perbaikan nyata untuk meningkatkan

pencapaian seluruh target kinerja.

Penggunaan Anggaran yang Mendukung Indikator Kinerja

Dalam menunjang pencapaian indikator Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Biro
SDM Aparatur dan Organisasi diperlukan biaya untuk dapat melaksanakan kegiatan
demi mencapai output sesuai dengan tugas dan fungsi dari Biro SDM Aparatur dan
Organisasi. Biaya-biaya tersebut dituangkan pada Rencana Kerja dan Anggaran
Kementerian/Lembaga (RKAK/L) yang disusun 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan
kerja dan anggaran dilaksanakan telah mencapai target yang ditentukan berdasarkan
capaian kinerja dan realisasi anggaran sebesar Rp51.875.000 dari pagu
Rp52.410.000 (98,98%).
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Indeks Profesionalitas ASN lingkup Biro SDM

IKU 13 Aparatur(%)

Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta
derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-
tugasnya. IKU-1. Indeks Profesionalitas ASN merupakan indikator baru di tahun 2019
yang dilaksanakan sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri PAN dan RB No. 38 Tahun
2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN). Nilai
Indeks Profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN KKP
yang diukur setiap tahun oleh Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi,
Sekretariat Jenderal, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dengan mengacu pada
Peraturan Menteri PAN dan RB No. 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks
Profesionalitas Aparatur Sipil Negara dan dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian
Negara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan
Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara. Penilaian dilakukan setiap
Semester dan pengambilan nilai akhir pada Semester [I/Akhir Tahun dengan
menggunakan 4 (empat) dimensi yaitu 1. Kualifikasi, 2. Kompetensi, 3. Kinerja dan 4.
Disiplin, dengan Sumber data pengukuran Indeks Profesionalitas ASN yang dapat
diperoleh sebagai berikut:

a. Kualifikasi dihitung dari kondisi tingkat pendidikan terakhir dari pegawai dengan
ketentuan sesuai SK Pangkat Terakhir atau SK Pencantuman Gelar yang sudah
diupdate pada aplikasi e Pegawai KKP dan disandingkan dengan level jabatan
terakhir pada aplikasi e-Pegawai KKP.

b. Kompetensi diolah datanya dari aplikasi e-Pegawai KKP dan aplikasi Sistem
dengan ketentuan sbb:
¢ Aspek kompetensi Diklat Struktural atau Diklat PKN, diklat perjenjangan

sesuai dengan level jabatan strukturalnya, dimana penilaian cukup satu
sertifikat diklat struktural sepanjang tahun tetap terhitung dan pengambilan
data dari aplikasi e-Pegawai KKP;
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¢ Aspek kompetensi Diklat Fungsional, diklat teknis bidang fungsional pada
level jabatan fungsionalnya, dimana penilaian cukup satu sertifikat diklat
fungsional sepanjang tahun tetap terhitung dan pengambilan data dari
aplikasi SIASN BKN;

¢ Aspek kompetensi Diklat 20 JP,

¢ Aspek kompetensi Seminar diwajibkan sesuai tingkat jabatannya;

¢ Pejabat Struktural wajib sudah pernah melaksanakan Diklatpim, sesuai
dengan level terakhirnya, Diklat 20 JP secara proporsional pada tahun
berjalan dan Seminar dalam satu tahun terakhir dengan total bobot yaitu 40;

¢ Pejabat Fungsional wajib sudah pernah melaksanakan Diklat
Fungsional/Teknis, Diklat 20 JP secara proporsional pada tahun berjalan dan
Seminar dihitung sejak 2 tahun terakhir dengan total bobot yaitu 40;

¢ Pejabat Fungsional Umum wajib sudah melaksanakan Diklat 20 JP secara
proporsional pada tahun berjalan dan Seminar dihitung sejak 2 tahun terakhir
dengan total bobot yaitu 40;

c. Kinerja diolah datanya dari aplikasi Penilaian Kinerja BKN pada aplikasi SIASN
hasil pengolahan dari Aplikasi Kinerja BKN dengan pengambilan Predikat
Kinerja;

d. Disiplin diolah datanya dari aplikasi SIMPEG Online KKP dengan ketentuan
diambil yang tidak pernah/pernah dijatuhi hukuman disiplin selama 1 tahun
terakhir dan diupdate pada aplikasi SIMPEG.

Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi selaku penanggung jawab
untuk melakukan monitoring dan evaluasi, serta pengelolaan data 4 (empat) dimensi
terhadap pelaksanaan pengukuran IP ASN pegawai di lingkungan Kementerian
Kelautan dan Perikanan. Hasil atas pengukuran IP ASN menjadi bahan pertimbangan,
rekomendasi tindak lanjut untuk capaian output kendali tinggi sesuai target pada
Pejanjian Kinerja atau Indikator Kinerja Utama Organisasi dan capaian output kendali
rendah. Proses pembaruan kebijakan yang terus berkembang juga menjadi alas an

evaluasi berperan penting untuk pertimbangan dalam berbagai tindak lanjut terhadap
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kompetensi pegawai dan dampaknya pada proses pengkuran profesionalitas di
lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Oleh sebab itu, laporan monitoring
dan evaluasi pengukuran Indeks Profesionalitas ASN di lingkungan Kementerian
Kelautan dan Perikanan ini disusun sebagai pertanggungjawaban Biro Sumber Daya
Manusia Aparatur dan Organisasi dalam mendokumentasikan hasil monitoring dan
evaluasi, serta capian pengukuran IP ASN pegawai di Lingkungan Kementerian
Kelautan dan Perikanan. Pada tahun 2024 ini, target capaian nilai IKU indeks
Profesionalisme ASN Lingkup Biro SDMAO adalah sebesar 85.

Tabel 22
Capaian Indikator Kinerja 17

IKU 13 Indeks Profesionalitas ASN lingkup Biro SDM Aparatur (%)
Realisasi 2024 Renstra Setjen 2020-2024
%
0, 0, H
Target | Realisasi Ca /;ian kena/zkan Target Cat?:ilan Target % Capaian
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | TWIV | TWIV P 9 9 thd Target
2024 2024 TW IV 2023- 2024 Target 2024 2024
2024 2024 TW IV
2024
54,56 100 95,00 100 89,56 85 89,76 105,60 - 85 105,60 85 105,60

Sumber: Nota Dinas Kepala Biro SDM Apratur dan Organisasi Nomor: B.62/SJ.3/TU.140/1/2025, tanggal 9 Januari 2025 perihal
Capaian Indikator Kinerja Utama Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) di lingkungan KKP Triwulan IV Semester
Il Tahun 2024 dan Target Capaian IP ASN KKP Tahun 2025.

Perhitungan Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Sekretariat Jenderal Triwulan
IV/Semester Il pada tahun 2024 dilakukan dengan melakukan pengukuran kepada 492
orang PNS yang tersebar di 7 (tujuh) unit kerja eselon Il, 1 (satu) Balai Pengelolaan
Informasi SDKP, dan 1(satu) unit Staf Ahli Menteri. Berdasarkan hasil pengukuran
Indeks Profesionalitas ASN di masing-masing unit kerja eselon |, seluruh unit kerja
eselon Il lingkup Setjen sudah melebihi dari target dengan nilai tertinggi adalah Balai
pengelolaan Informasi SD Kelautan dan Perikanan dengan capaian sebesar 91,92
dari target 85 atau prosentase 108,14% melebihi target, dan yang terendah adalah
Biro Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Luar Negeri dengan capaian 85,58 dari

target 85 atau prosentase 100,68%, sedangkan Staf Ahli Menteri karena bukan unit
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mandiri struktural hanya sebagai pembagi rata-rata lingkup Setjen dengan capaian

kurang dari target.

Rekapitulasi Nilai Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Sekretariat Jenderal
Semester II Tahun 2024
Berdasarkan Unit Kerja Eselon II dan Dimensi Pengukuran

Komponen IP ASN
No | Unit Kerja - - - — — Total
Kualifikasi Kompetensi Kinerja | Disiplin
1 | Staf Ahli Menteri 25 12,5 30 5 72,5
2 | Biro Perencanaan 21,84 33,5 26,63 5 86,97
¥ || SE0 B g 21.1 35,96 26,54 ° 88,59
dan Organisasi
4 | Biro Hukum 20,9 37,39 26,47 5 89,76
5 | Biro HKLN 21,74 34,47 28,97 5 90,18
6 | Biro Keuangan dan ; 5 s
BMN 21,43 32,01 27,14 85,58
7 | Biro Umum dan PB] 20,72 36,92 25,19 5 87,83
8 | Pusdatin 21,17 35,63 28,33 5 90,13
9 | BPISKP 22,75 39,17 25 5 91,92
Rata-rata 87,05
IP ASN Setjen 21,85 33,06 27,14 5 (Tinggi)

Perhitungan IP ASN mengalami beberapa kendala dan mengatasi kendala

tersebut antara lain sebagai berikut:

1.

Melakukan identifikasi bagi pegawai yang membutuhkan pelatihan dan tambahan
keterampilan sesuai dengan deskripsi tugas fungsi kinerjanya serta mengusulkan
untuk pelatihan dan peningkatan keterampilan bagi yang bersangkutan baik
secara luring dan daring;

Meningkatkan kompetensi dengan Sosialisasi peraturan-peraturan terkait
kepegawaian;

Pelatihan bagi pegawai dengan fokus pelatihan pada aspek-aspek yang masih
rendah bagi pegawai yang bersangkutan;

Monitoring dan evaluasi presensi;

Belum maksimalnya peremajaan data pada aplikasi MyASN untuk aspek

penginputan/pengusulan peremajaan data diklat oleh setiap ASN dan dilakukan
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pemeriksaan data usulan peremajaan oleh admin Verifikasi (Verifikator dan

Approval) yang sudah ditunjuk oleh pimpinan unit kerja.

Selanjutnya untuk Triwulan Il atau Semester | Tahun 2025, telah ditetapkan
target IP ASN di lingkup Sekretariat Jenderal sebesar 88 (kategori Tinggi), dengan
metode perhitungan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Kepala Badan
Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 tanggal 15 Mei 2019 dan Surat PIt. Kepala
Badan Kepegawaian Negara Nomor 4190/B BM.02.01/SD/K/2024 tanggal 20 Juni
2024 perihal Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2023, sebagai berikut

penyesuaiannya:

1. Dimensi Kualifikasi

Jabatan Jenis Jabatan Persyaratan Pendidikan yang diperoleh PNS (Bobot)
Pendidikan
Minimal pu/pY
diangkat S3 | Sz | SI'DI | DII SLTA/ Dibawah
Ledalam v I Sederajat | SLTA
jabatan
Manajerial | Jabatan Pimpinan | SI/ DIV 25 | 25 20 10 10 10
Tinggi
Jabatan SI/ DIV 25 | 25 20 15 10 10
Administrator
Jabatan DIII 25 | 25 25 20 10 10
Pengawas
Non Jabatan SLTA 25 | 25 25 25 20 10
Manajerial | Fungsional
(Keterampilan) DIII 25 | 25 25 20 10 10
Jabatan SI/ DIV 25 | 25 20 10 10 10
Fungsional
(Keahlian) s52 25 | 20 10 10 10 10
Jabatan SLTA 25 | 25 25 25 20 10
Pelaksana
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2.

Dimensi Kompetensi

a. PNS
INSTRUMEN
7= B DASAR [ DIKLAT DIKLAT DIKLAT PENGEMBANGAN
NBATAN JENIS LS PEURRAINE | KEPEMIMPINAN | FUNGSIONAL TEKNIS KOMPETENSI
JABATAN HASIL PENILAIAN KINERJA ; ' '
Sangat Buteh | Kurang! | Sangat | _ | = [
| 5:%’: Baik | o aikan j m“m,ﬂﬂ Kuragng ‘ Sudah | Belum | Sudah | Belum i Sudah | Belum | >=20JP | <20JF
Manajerial | Jabatan 26 | 20 | 1B | W 5 | 0 |' i T [ [~ 5 proporsional
| Pimpinan Tinggi | - -
| Jabatan 25 20 15 10 5 1 | o 5 proporsional
| Agministrator . l | | i JEEEE
| Jabatan 25 20 15 0 5 10 0 - 5 proporsional
| | Pengawas 1 1 1
Non Jabatan 25 20 15 10 5 = = 10 0 5 proporsional
Manajerial | Fungsional | ===
Jabatan 25 20 15 10 5 | z: 10 4] g proporsional
| Petaksana | el | | P F—
INSTRUMEN
DIKLAT |  DIKLAT DIKLAT PENGEMBANGAN
P e DESCTDASAR KEPEMIMPINAN | FUNGSIONAL |  TEKNIS KOMPETENS!
JABATAN HASIL PENILAIAN KINERJA |
Sangat Butuh Kurang! Sangat | Ry
| Baik | B | perbaikan | Misconduct | Kurang | Sudah | Bolum | Sudah | Bolum | Sudah | Belum | >=24JP | <24JP
Manajerial | Jabatan 25 20 15 10 5 | 10 i] 5 proporsional
| Pimpinan Tinggi | i S || T | E——
Jabatan 25 20 15 [ 10 5 10 J proporsional
| Administrator | | - ; Y| E——
Jabatan 25 20 15 [ 10 5 10 J 5 proporsional
!.‘.’_95‘_9:‘}!35 | 1
Non | Jabatan 25 20 15 | 10 5 0 [ 5 proparsional
Mansjeia | Fungsiona
| Jabatan 25 20 | 15 | 10 5 10 [1] 5 proparsional
L | Pelaksana I | | .

Penggunaan Anggaran yang Mendukung Indikator Kinerja

Dalam menunjang pencapaian indikator Indeks Profesionalitas ASN Sekretariat

Jenderal diperlukan biaya untuk dapat melaksanakan kegiatan demi mencapai output

sesuai dengan tugas dan fungsi dari Biro SDM Aparatur dan Organisasi. Biaya-biaya

tersebut dituangkan pada Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga

(RKAKI/L) yang disusun 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan kerja dan anggaran

dilaksanakan telah mencapai target yang ditentukan berdasarkan capaian kinerja dan
realisasi anggaran sebesar Rp56.860.320 dari pagu Rp56.930.000 (99,88%)
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Presentase Penyelesaian Program Penyusunan
IKU 14 : Peraturan Perundang-undangan Bidang Pengelolaan
SDM Aparatur dan Organisasi (%)

Hasil capaian kinerja penyelesaian penyusunan peraturan perundang-undangan
di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan salah satunya berdasarkan dari
Data capaian Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di
Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2024. Pada Tahun 2024 ini,
Target capaian nilai IKU Presentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan
Perundang-undangan Bidang Pengelolaan SDM Aparatur dan Organisasi adalah
sebesar 100%.

Tabel 22
Capaian Indikator Kinerja 17

Presentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Pengelolaan SDM
Aparatur dan Organisasi (%)
Realisasi 2024 Renstra Setjen 2020-2024
%
% Capaian .
. % . % Capaian
Target | Realisasi . kenaikan | Target thd Target
2020 2021 | 2022 | 2023 2024 2024 2024 C;ggfn 2023- 2024 Target 2024 thdzggzget
2024 TW IV
2024
90,91 100 100 100 100 100 - 100 100 100 100

Sumber. Memorandum Kepala Biro Hukumn Nomor 49/SJ.4/TU.210/1/2025 tanggal $ Januari 2025, Perihal Capaian IKU
Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan
Perikanan Semester || Tahun 2024

Penyelesaian program penyusunan peraturan perundang undangan di lingkungan
Kementerian Kelautan dan Perikanan semester Il tahun 2024 (Juli s.d. Desember),
bersama ini kami laporkan beberapa hal berikut:

1. bahwa penyelesaian program penyusunan peraturan perundang-undangan
bidang kelautan dan perikanan mengacu pada Keputusan Menteri Kelautan dan
Perikanan Nomor 204 Tahun 2023 tentang Program Penyusunan Peraturan
Menteri dan Keputusan Menteri di Lingkungan Kementerian Kelautan dan
Perikanan Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri

Kelautan dan Perikanan Nomor 53 Tahun 2024 tentang Perubahan atas
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Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 204 Tahun 2023 tentang
Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Lingkungan
Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2024;

2. capaian IKU persentase penyelesaian program penyusunan peraturan perundang
undangan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan semester Il tahun
2024 diperoleh dari perhitungan jumlah peraturan perundang-undangan yang
diselesaikan (penyampaian permohonan pengharmonisasian, pembulatan, dan
pemantapan konsepsi rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan
kepada Kementerian Hukum atau penetapan rancangan Keputusan Menteri
Kelautan dan Perikanan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan), dibandingkan
dengan jumlah peraturan perundang-undangan yang direncanakan sebagaimana
tercantum dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 204 Tahun
2023 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kelautan dan
Perikanan Nomor 53 Tahun 2024,

3. berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 204 Tahun 2023
sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan
Nomor 53 Tahun 2024 terdapat 39 (tiga puluh sembilan) rancangan peraturan
perundang-undangan, terdiri atas: a. 25 (dua puluh lima) rancangan Peraturan
Menteri Kelautan dan Perikanan; dan b. 14 (empat belas) rancangan Keputusan
Menteri Kelautan dan Perikanan, dimana sampai dengan semester |l telah berhasil
diselesaikan seluruh peraturan perundang-undangan dimaksud dengan

persentase sebesar 100% (seratus persen), dengan realisasi sebagai berikut:

Laporan Kinerja Tahun 2024

Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi
Jin. Medan Merdeka Timur No.16 Jakarta Pusat



Unit Kerja

PERMEN-KP

KEPMEN-KP

DIUSULKAN

SELESAI

DIUSULKAN

SELESAI

DITJEN PKRL 5

5

3

3

DITJEN PT

4

4

DITJEN PB

DITJEN PDSPKP

2
3

DITJEN PSDKP

n

ITJEN

BPPSDMKP

BPPMHKP

ROREN

A2

ROKEU-BMN

ROSDMAQ

RISy

ROKUM

(i ey G IR S I

[ Y e s T 4

1

1

ROHKLN

1

1

ROUM-PBJ -

PUSDATIN -

1

1

TOTAL

25

25

14

14

SUBTOTAL

Dari 39 Usulan Rancangan, 39 Rancangan Telah Selesai

4. capaian target Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri

Tahun 2024 sesuai dengan target kinerja dihitung sebagai berikut:

RANCANGAN PERMEN KP

RANCANGAN KEPMEN KP

Capaian Capaian
No. Tahapan (%) No Tahapan (%)
1. | Penyampaian 20 1. | Penyampaian 20
rancangan ke Biro rancangan ke Biro
Hukum Hukum
2. | Analisis sistematika 35 2. | Analisis sistematika dan 35
dan materi muatan materi muatan oleh Biro
oleh Biro Hukum Hukum
3. | Permohonan 50 3. | Permohonan masukan/ 50
masukan/tanggapan tanggapan kepada unit
kepada unit organisasi organisasi terkait
terkait
4. | Pembahasan 75 4. | Pembahasan 70
rancangan rancangan
5. | Permohonan 100 5. | Permohonan paraf 85
harmonisasi persetujuan  pimpinan
rancangan kepada unit organisasi terkait
Kementerian Hukum 6. | Penetapan Menteri 100
dan Hak Asasi
Manusia
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5. adapun rincian penilaian hasil capaian IKU persentase penyelesaian program
penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan Kementerian Kelautan

dan Perikanan sampai dengan semester |l tahun 2024, sebagai berikut:

Target Semester Il Capaian Semester Il

No Unit Kerja Permen/ | Persentase | Permen/ | Persentase
Kepmen Kepmen

1. | SET.DITJEN PKRL 8 100% 8 100%
2. | SET.DITJEN PT 4 100% 4 100%
3. | SET.DITJEN PB 2 100% 2 100%
4. | SET.DITJEN PDSPKP 3 100% 3 100%
5. | SET.DITJEN PSDKP 5 100% 5 100%
6. | SET.ITJEN - - = .
7. | SET. BPPSDMKP 5 100% 5 100%
8. | SET. BPPMHKP 2 100% 2 100%
9. | ROREN 3 100% 3 100%
10. | ROKEU-BMN 3 100% 3 100%
11. | ROSDMAO 1 100% 1 100%
12. | ROKUM 1 100% 1 100%
13. | ROHKLN 1 100% 1 100%
14. | ROUM-PBJ - 100% - 100%
15. | PUSDATIN 1 100% 1 100%

Penggunaan Anggaran yang Mendukung Indikator Kinerja

Dalam menunjang pencapaian indikator Presentase Penyelesaian Program
Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Pengelolaan SDM Aparatur dan
Organisasi diperlukan biaya untuk dapat melaksanakan kegiatan demi mencapai
output sesuai dengan tugas dan fungsi dari Biro SDM Aparatur dan Organisasi. Biaya-
biaya tersebut dituangkan pada Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga
(RKAK/L) yang disusun 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan kerja dan anggaran
dilaksanakan telah mencapai target yang ditentukan berdasarkan capaian kinerja dan
realisasi anggaran sebesar Rp35.000.000 dari pagu Rp35.000.000 (100%).
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Presentase penyelesaian temuan BPK Lingkup Biro

L4l SDM Aparatur dan Organisasi (%)

Nilai temuan atas laporan keuangan yang ditampilkan dalam Laporan Hasil
Pemeriksaan (LHP) BPK atas LK Biro SDM Aparatur dan Organisasi merupakan
pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang
disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni
kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan
(adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan
efektivitas system pengendalian intern. Target Capaian IKU mengenai Temuan BPK
pada tahun 2024 adalah sebesar 100% sama seperti target dan realisasi IKU tahun
2024.

Tabel 22
Capaian Indikator Kinerja 17

IKU 15 Presentase penyelesaian temuan BPK Lingkup Biro SDM Aparatur dan Organisasi (%)
Realisasi 2024 Renstra Setjen 2020-2024
%
% % Capaian % Capaian
Target | Realisasi | Capaian | kenaikan | Target thd Target ?
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 5004 | o004 W I 2023- | 2024 | Target 2024 thdzg;;get
2024 2024 TW IV
2024
100 100 100 100 100 100 100 101 - 100 100 100 100

Sumber: Memorandum Kepala Biro Keuangan dan BMN Nomor: 3626/SJ.2/RC.610/X/2024, Tanggal 7 Oktober 2024, Perihal
Capaian Indikator Kinerja Utama Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan LHP BPK Atas Laporan Keuangan Sekretariat Jenderal
dibandingkan Realisasi Anggaran Sekretariat Jenderal TA. 2023.

Capaian IKU Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan LHP BPK Atas Laporan
Keuangan Sekretariat Jenderal (Setjen) dibandingkan dengan Realisasi Anggaran
Setjen TA 2023 pada tahun 2024.
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| nll | el BEemn Tomet | Fodlcel Grpsla
1. | Biro Perencanaan 108.154.067.925 0| =05 0,00 101,00
2. | Biro Keuangan dan BMN 12.640.204.252 0| <05 0,00 101,00
3. | Biro Hukum 12.880.657.575 0| =05 0,00 101,00
4. | Biro Umum dan PBJ 278.023.036.098 | 531.517.736 | <0,5 0,19 62,76
5. | Biro SDMAQO 14.366.545.908 0| =05 0,00 101,00
6. | Biro HKLN 24.068.292.534 0 0,5 0,00 101,00
7. | Pusdatin 114.742.240.281 23.440.000 | =0,5 0,02 96,91
8. | LPMUKP 37.458.248.739 0| =05 0,00 101,00
9. | BPISDKP 21.672.569.009 0| =0,5 0,00 101,00
10. | Satker Dekonsentrasi 7.788.068.712 0 <0,5 0,00 101,00

SETJEN 631.793.931.033 | 554.957.736 =0,5 0,09 83,43
Keterangan:

1. Realisasi anggaran (audited) Tahun 2023.

2. Nilai temuan BPK atas LK Sekretariat Jenderal Tahun 2023;

3. Realisasi IKU adalah nilai temuan BPK dibandingkan dengan realisasi anggaran

(audited) Tahun 2023;

4. Perhitungan % capaian adalah [1+(1 - realisasi/target)]*100.

Penggunaan Anggaran yang Mendukung Indikator Kinerja

Lingkup Biro SDM Aparatur dan Organisasi

Dalam menunjang pencapaian indikator Presentase penyelesaian temuan BPK

diperlukan biaya untuk dapat

melaksanakan kegiatan demi mencapai output sesuai dengan tugas dan fungsi dari

Biro SDM Aparatur dan Organisasi. Biaya-biaya tersebut dituangkan pada Rencana

Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAK/L) yang disusun 1 (satu) tahun

sebelum pelaksanaan kerja dan anggaran dilaksanakan telah mencapai target yang
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ditentukan berdasarkan capaian kinerja dan realisasi anggaran sebesar Rp15.000.000
dari pagu Rp15.000.000 (100%).

Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan
IKU16 : untuk perbaikan kinerja lingkup Biro SDM Aparatur dan
Organisasi

Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal kepada
Sekretariat Jenderal berdasarkan LHP (LHP Audit, Reviu dan Evaluasi) baik bentuk
surat maupun bab yang terbit pada Triwulan IV Tahun 2024 yang telah ditindaklanjuti
(berstatus proses dan/atau tuntas) oleh Biro SDM Aparatur yang menjadi objek

pengawasan.

Tabel 22
Capaian Indikator Kinerja 16

Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup

Biro SDMAO
Realisasi 2024 Renstra Setjen 2020-2024
%
% Capaian .
. % . % Capaian
Target | Realisasi ) kenaikan | Target thd Target
2020 | 2021 | 2022 | 2023 2024 2024 2024 C;g;l:\n 2023- 2024 Target 2024 thdz'ggzget
2024 TW IV
2024
54,56 100 | 95,00 100 100 95 100, 105,86 - 95 105,86 95 105,86

Sumber. Memorandum Biro Keuangan Nomor 78/SJ.2/RC.610/1/2025 tanggal 8 Januari 2025, Perihal Capaian IKU "Rekomendasi
Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Unit Esleon | Lingkup Sekretarian Jenderal Triwulan IV Tahun
2024”

Capaian IKU ini merupakan perolehan tertinggi dari seluruh Unit Eselon | di
lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Hal ini tentu berkat komitmen dan
kerja sama para penanggung jawab kegiatan maupun para pimpinan atas pentingnya
penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal untuk perbaikan

kinerja Unit Kerja Eselon Il di lingkup Sekretariat Jenderal. Perolehan ini berdasarkan
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pada jumlah rekomendasi hasil pengawasan Itjen yang terbit pada periode Triwulan [V

dengan rincian per unit kerja eselon |l sebagai berikut:

Data Rekapitulasi Capaian IKU “Rekomendasi Hasil Pengawasan yang

Tabel 23

Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Sekretariat Jenderal” Triwulan 1V

Tahun 2024
. . Jumlah TL o Capaian Sisa
No Unit Kerja Rekom | (Tuntas) Nilai uang | TL (Tuntas) IKU (100%) | Rekom
1 | Biro Perencanaan 21 21 - - 100% 0
2 | Biro Keuangan 36 36 - - 100% 0
3 | Biro Umum dan PBJ 66 66 115.737.784 | 115.737.784 100% 0
4 | Biro Hukum 0 0 - - 100% 0
5 | Biro SDMAO 7 7 - - 100% 0
Biro Humas dan o
6 KLN 18 18 - - 100% 0
7 | Pusdatin 11 11 258.639 258.639 100% 0
8 | LPMUKP 17 17 - - 100% 0
9 | BPISDKP 20 20 4.555.330 | 4.555.330 100% 0
Jumlah 196 90 120.551.753 | 120.551.753 100% 0

Sumber. Memorandum Biro Keuangan Nomor 78/SJ.2/RC.610/1/2025 Tanggal 8 Januari 2025, perihal Capaian IKU
"Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Unit Esleon | Lingkup Sekretarian Jenderal
Triwulan IV Tahun 2024”

Berdasarkan capaian tersebut, kami mengapresiasi kepada seluruh unit kerja
lingkup Sekretariat Jenderal atas capaian IKU rekomendasi hasil pengawasan yang
dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Sekretariat Jenderal triwulan 1V tahun
2024 sebesar 100%.

Sebagai bentuk komitmen Biro SDMAO dalam mempertahankan capaian
kinerja IKU ini,salah satu upaya yang dilakukan oleh Biro SDMAO adalah dengan

melaksanakan pertemua rutin setiap bulan antar Ketua Tim Kerja dan para
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penanggung jawab kegiatan yang diharapkan dapat membuat kinerja di Biro SDMAO
menjadi lebih baik dengan melakukan evaluasi dan perbaikan atas kegiatan yang

sudah dilakukan.

Penggunaan Anggaran yang Mendukung Indikator Kinerja

Dalam menunjang pencapaian indikator Persentase Jumlah Rekomendasi
Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Biro SDM
Aparatur dan Organisasi diperlukan biaya untuk dapat melaksanakan kegiatan demi
mencapai output sesuai dengan tugas dan fungsi dari Biro SDM Aparatur dan
Organisasi. Biaya-biaya tersebut dituangkan pada Rencana Kerja dan Anggaran
Kementerian/Lembaga (RKAK/L) yang disusun 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan
kerja dan anggaran dilaksanakan telah mencapai target yang ditentukan berdasarkan
capaian Kkinerja dan realisasi anggaran sebesar Rp15.000.000 dari pagu
Rp15.000.000 (100%).
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. Unit kerja Biro SDMA yang menerapkan sistem
IKU17 - o
manajemen pengetahuan yang terstandar (%)

Sistem Manajemen Pengetahuan merupakan suatu rangkaian yang
memanfaatkan teknologi informasi yang digunakan oleh instansi pemerintah ataupun
swasta untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan

pengetahuan untuk digunakan kembali, diketahui dan dipelajari.

Perhitungan indikator ini berasal dari rata-rata persentase unit kerja Biro SDM
Aparatur dan Organisasi yang tergabung dan mendistribusikan informasi dalam
system informasi manajemen pengetahuan terpilih dengan menggunakan Platform
Potral Collaboration Office (https:portal.kkp.go.id).

Tabel 24
Capaian Indikator Kinerja 18

Unit kerja Biro SDMA yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%)
Realisasi 2024 Renstra Setjen 2020-2024
%
% % Capaian Capaian
o, . 0
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Target | Realisasi % | kenaikan | Target | o oet | 198t | g
Capaian 2023- 2024 2024
2024 2024 Target
2024
93,33 | 86,61 100 | 108,25 | 106,38 | 94,00 133,33 120,00 33,33% 94 133,33 90 120,00

Sumber. Memorandum Kepala Pusat Data, Statistik, dan Informasi Nomor 32/SJ.7/TU.210/1/2025 perihal Capaian IKU
"Manajemen pengetahuan yang terstandar Sekretariat Jenderal Triwulan IV Tahun 2024”

Hasil capaian IKU Manajemen Pengetahuan lingkup Sekretariat Jenderal
terdapat sebanyak 8 (delapan) unit kerja yang telah mencapai target, antara lain: Biro
Perencanaan, Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi, Biro Hukum, Biro
Humas dan Kerjasama Luar Negeri, Biro Keuangan dan Barang Milik Negara, Biro

Umum dan Pengadaan Barang/Jasa, Pusat Data, Statistik, dan Informasi dan
LPMUKP.
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Pada tabel terlihat bahwa realisasi Persentase Satuan Kerja Lingkup Biro SDM
Aparatur dan Organisasi yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang
Terstandar Th. 2024 sebesar 133,33 dengan rata-rata capaian TW IV 2024 sebesar
141,84. hal ini sudah menunjukkan bahwa capaiannya sudah melebihi target yang
ditetapkan yaitu sebesar 94%, yang disebabkan karena sebagian besar koordinator
Biro SDM Aparatur dan Organisasi telah tergabung dalam Platform Potral
Collaboration Office dan aktif dalam sharing informasi. Dibandingkan dengan unit kerja
esleon Il lingkup Setjen, realisasi MP Biro SDMO berada pada urutan ke-5 dari 7 unit

kerja eselon | lingkup Setjen.

Adapun rincian penilaian hasil capaian IKU MP lingkup Sekretariat Jenderal

adalah sebagaimana disajikan pada tabel 1, berikut:

Presentase
Target | Capaian Capaian
22 S=SCiE (%) (%) terhadap target
(%)
1. Biro Perencanaan 94,00 133,33 141,84
2. Biro Sumber Daya Manusia 94,00 133,33 141,84
Aparatur dan Organisasi
3. Biro Hukum 94,00 133,33 141,84
4. Biro Humas dan Kerjasama Luar 94,00 100,00 106,38
Negeri
5. Biro Keuangan dan Barang Milik 94,00 100,00 106,38
Negara
6. Biro Umum dan Pengadaan 94,00 133,33 141,84
Barang Jasa
7. Pusat Data, Statitistik dan 94,00 133,33 141,84
Informasi
8. LPMUKP 94,00 133,33 141,84
94,00 125,00 132,98
Sekretaris Jenderal
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Keberhasilan pencapaian indikator ini didukung dengan adanya upaya antara
lain:
1. Telah dilaksanakan rapat koordinasi dengan pihak pengembang Platform Potral
Collaboration Office untuk pengembangan aplikasi sesuai dengan Manual IKU
tahun 2024
2. Melakukan koordinasi dengan PIC yang telah ditunjuk oleh masing-masing unit
kerja eselon Il di lingkungan Sekretariat Jenderal dan
Melakukan monitoring keaktifan para pejabat dalam sharing informasi.
Proaktif mengingatkan capaian bitrik di group whatapp pengelolaan kinerja
lingkup Setjen.
Untuk mempertahankan capaian indikator pada periode selanjutnya upaya yang akan
dilakukan antara lain: Sosialisasi manual IKU Manajemen Pengetahuan yang
Terstandar tahun 2024, Melakukan Rapat koordinasi dengan PIC yang telah ditunjuk
oleh masing-masing unit eselon Il di lingkungan Setjen sebelum triwulan berakhir serta

melakukan koordinasi dengan memanfaatkan grup media sosial (wa group).

Penggunaan Anggaran yang Mendukung Indikator Kinerja

Dalam menunjang pencapaian indikator Unit kerja Biro SDMA  yang
menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar diperlukan biaya untuk
dapat melaksanakan kegiatan demi mencapai output sesuai dengan tugas dan fungsi
dari Biro SDM Aparatur dan Organisasi. Biaya-biaya tersebut dituangkan pada
Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAK/L) yang disusun 1 (satu)
tahun sebelum pelaksanaan kerja dan anggaran dilaksanakan telah mencapai target
yang ditentukan berdasarkan capaian kinerja dan realisasi anggaran sebesar
Rp8.500.000 dari pagu Rp8.500.000 (100%).
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Presentase Realisasi Penyerapan Anggaran Biro SDM

IKU 18 Aparatur dan Organisasi (%)

Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan maka diperlukan indikator
kinerja dan target kinerja yang dituangkan ke dalam perjanjian kinerja. Perjanjian
kinerja merupakan instrumen pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk
Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan
Kinerja, Dan Merupakan Tekad Dan Janji Yang Akan Dicapai Antara Pimpinan Unit
Kerja Yang Menerima Amanah/Tanggung Jawab/Kinerja Dengan Pihak Yang
Memberikan Amanah/Tanggung Jawab/Kinerja. Target Capaian IKU Presentase
Realisasi Penyerapan Anggaran Biro SDM Aparatur dan Organisasi pada tahun 2024

adalah sebesar 95% sama seperti target capaian IKU pada tahun sebelumnya.

Tabel 22
Capaian Indikator Kinerja 18

IKU 18 Presentase Realisasi Penyerapan Anggaran Biro SDM Aparatur dan Organisasi (%)
Realisasi 2024 Renstra Setjen 2020-2024
%
% Capaian .
L % . % Capaian
Target | Realisasi : kenaikan | Target thd Target
2020 | 2021 | 2022 2023 2024 2024 2024 C;g;ﬁm 2023- 2024 Target 2024 thdzggzget
2024 TW IV
2024
99,48 | 98,498 98,90 - - - - 95 - 95

Sumber: Memorandum PIt. Biro Umum dan Pengadaan barang dan Jasa Nomor: 122/SJ.6/KU.520/1/2025, Tanggal 10 Januari
2025, Perihal Capaian Realisasi Anggaran tahun 2024.

Hasil capaian realisasi anggaran lingkup Satuan Kerja Biro Umum dan Pengadaan
Barang/Jasa sebagaimana terlampir pada memorandum PIt. Biro Umum dan
Pengadaan barang dan Jasa Nomor: 122/SJ.6/KU.520/1/2025, Tanggal 10 Januari
2025, Perihal Capaian Realisasi Anggaran tahun 2024. Sebagai informasi, data
realisasi anggaran dimaksud berdasarkan aplikasi Sakti Kementerian Keuangan.
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REALISASI ANGGARAN LINGKUP SATUAN KERJA BIRO UMUM DAN PENGADAAN BARANGIJASA TA. 2024

REALISAS! TERHADAP PAGU EFEKTIF

REALISASI TERHADAP PAGU TOTAL

UNIT ESELON Il PAGU TOTAL BLOKIR PAGU EFEKTIF
REALISASI SISA DANA % REALISASI §ISA DANA %

Biro Perencanaan 275,952,553,000 13,087,380,000 266,864,573,000 152,862,971,730 14001600270 [ 94.75% 252,862,971,730 21083581270 | 90.32%
Biro Keuangan dan BMN 17,059,764,000 4,421,933,000 12,637,831,000 12,581,275,160 56,555,840 |  99.55% 12,581,275,160 4478488840 | T3.75%
Biro SDM Aparatur dan Organisasi 18,226,231,000 3,757,541,000 14,468,690,000 14308927 012 159,762,928 |  98.90% 14308927,01 3917303928 | 7851%
Biro Hukum 16,033,356,000 3,584,519,000 12,448,837,000 12,413,394,401 35442599 | 99.72% 12,413,394,401 3619961599 | 77.42%
Biro Humas dan KLN 35,157,883,000 7,140,919,000 28,016,964,000 27,882,348 446 134615554 [ 99.52% 27,882,348 446 1275534554 | 7931%
Blro Umum dan PR 332,849,012,000 £,039,819,000 326,809,193,000 325,922,532,400 886,660,600 | 99.73% 325,922,532,400 6,926,479,600 | 97.92%
Pustlatin 121,680,388,000 13,516,240,000 108,164,748,000 107,611,105,172 553642828 [ 99.49% 107,611,105,172 14069,882,828 | 8B.44%

TOTAL B20,959,787,000 51,548,951,000 769,410,836,000 753,582,554,381 15,828,281,619  97.94% 753,582,554, 381 67,377,32619  9L7%
Catatan:

1. Pagu total merupakan keseluruhan pagu anggaran, termasuk blokir.
2. Pagu efektif merupakan pagu total dikurangi blokir.

Penggunaan Anggaran yang Mendukung Indikator Kinerja

Dalam menunjang pencapaian indikator Unit kerja Biro SDM Aparatur dan

Organisasi yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar

diperlukan biaya untuk dapat melaksanakan kegiatan demi mencapai output sesuai

dengan tugas dan fungsi dari Biro SDM Aparatur dan Organisasi. Biaya-biaya tersebut

dituangkan pada Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAK/L) yang

disusun 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan kerja dan anggaran dilaksanakan telah

mencapai target yang ditentukan berdasarkan capaian kinerja dan realisasi anggaran
sebesar Rp11.900.000 dari pagu Rp12.000.000 (99,17%).
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KINERJA ANGGARAN

1. Dinamika Pergerakan Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran Biro SDM Aparatur dan Organisasi Tahun 2024 sebagaimana
tertuang dalam DIPA awal adalah sebesar Rp20.207.737.000,00. Dengan terbitnya
Surat Menteri Keuangan Nomor : S-458/MK.02/2022 tanggal 23 Mei 2022 perihal
Pemotongan Automatic Adjustment Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2024,
Anggaran Biro SDM Aparatur dan Organisasi mendapat Alokasi Penghematan
Automatic Adjusment sebesar Rp5.238.941.000,00 dan terdapat pergeseran
anggaran ke Biro Umum dan PBJ untuk kegiatan Capacity Building lingkup Sekretariat
Jenderal sebesar Rp281.570.000,00 sehingga pagu menjadi Rp14.687.226.000,00.

Pada bulan September 2024 Biro SDM Aparatur dan Organisasi melakukan
usulan rekomposisi blokir Automatic Adjusment untuk kebutuhan anggaran kegiatan
pengadaan ASN (CPNS dan PPPK) formasi tahun 2024 sebesar Rp1.381.400.000,00
sehingga jumlah pagu anggaran Biro SDM Aparatur pada triwulan Ill menjadi
Rp16.068.626.000,00. Pada bulan November 2024 ada kebijakan pemerintah untuk
penghematan sisa belanja perjalanan dinas sesuai Surat dari Direktorat Jenderal
Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor S-446/PB.2/2024 tanggal 10
November 2024 hal Penyampaian Rincian Target Penghematan Belanja Perjalanan
Dinas Kementerian/Lembaga Tahun 2024. Biro SDM Aparatur dan Organisasi
mendapat alokasi penghematan sebesar Rp1.599.936.000,00 (Satu Milyar Lima
Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah),
sehingga Pagu Biro SDM Aparatur dan Organisasi pada triwulan IV adalah
Rp14.468.690.000,00 (Empat Belas Milyar Empat Ratus Enam Puluh Delapan Juta
Enam Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah).
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2. Realisasi Anggaran

Realisasi Anggaran Biro SDM Aparatur dan Organisasi sampai dengan bulan
Desember Tahun 2024 sebesar Rp14.315.625.478,00 (Empat Belas Milyar Tiga Ratus
Lima Belas Juta Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Delapan
Rupiah) atau 98,94 persen dari pagu anggaran Rp14.468.690.000,00
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BAB IV
PENUTUP




BAB IV
PENUTUP

Laporan Kinerja Biro SDM Aparatur dan Organisasi Tahun 2024 menyajikan
berbagai keberhasilan maupun kendala dalam mencapai sasaran strategis Biro SDM
Aparatur dan Organisasi, dalam perkembangan tahun-tahun sebelumnya, yang tercermin
pada capaian Indikator Kinerja. Secara umum capaian sasaran strategis menunjukkan
perkembangan yang signifikan, meskipun terdapat indikator yang belum mencapai target
yang diharapkan. Hal tersebut disebabkan beberapa indikator kinerja membutuhkan
komitmen, keterlibatan, dan dukungan aktif segenap jajaran di lingkungan Biro SDM

Aparatur dan Organisasi dan seluruh stakeholder.

Tahun 2024 merupakan tahun yang penuh makna, dimana seluruh jajaran Biro
SDM Aparatur dan Organisasi telah memasuki tahun ketiga pelaksanaan Renstra Setjen
2020-2024 dan juga tahun yang penuh dengan tantangan. Hal tersebut perlu dilakukan
untuk tetap menjaga pencapaian target kinerja ditengah keterbatasan ruang gerak dan
ruang fiskal. Rencana Aksi di tahun 2024 yang telah disusun terus dilaksanakan dan
dievaluasi berkala untuk tetap dapat mempertahankan prestasi kinerja organisasi. Di
tahun 2024, banyak hal yang perlu dilakukan pembenahan terkait kesetjenan antara lain:
pembenahan tata kerja, pemanfaatan teknologi dan informasi, digitalisasi, inovasi-inovasi
baru serta digital awareness bagi setiap pegawai/pejabat dalam menghadapi kondisi
yang tidak terduga. Semua tahapan untuk pencapaian target kinerja dievaluasi bersama

untuk menyelesaikan kendala yang dihadapi agar kinerja tetap terjaga.

Sampai dengan akhir Tahun 2024, Nilai Kinerja Organisasi Biro SDM Aparatur dan
Organisasi yang merupakan hasil kerja keras seluruh unit kerja dan beberapa
peghargaan yang telah berhasil diraih/dipertahankan Biro SDM Aparatur dan Organisasi
menjadi hasil dari kerja keras, dan dedikasi seluruh pegawai dalam rangka menjaga

semangat mendukung pencapaian visi Biro SDM Aparatur dan Organisasi.
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1. Pada Triwulan IV 2024, Biro SDMAO mempunyai 2 Sasaran Kegiata dan 18
Indikator Kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja.
Berdasarkan hasil pengukuran capaian pada Triwulan IV 2024, Nilai Kinerja
Organisasi Biro SDMAO adalah sebesar 106,94. Nilai tersebut mengalami
penurunan dibandingkan dengan Nilai Kinerja Organisasi Biro SDMAO Triwulan
IV 2023 sebesar 1,82.

2. Pada Triwulan IV 2024, Realisasi Anggaran Biro SDM Aparatur dan Organisasi
sampai dengan bulan Desember Tahun 2024 sebesar Rp14.315.625.478,00
(Empat Belas Milyar Tiga Ratus Lima Belas Juta Enam Ratus Dua Puluh Lima
Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah) atau 98,94 persen dari pagu
anggaran Rp14.468.690.000,00.
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EVALUASI ATAS CAPAIAN KINERJA DAN REKOMNDASI PERBAIKAN KEDEPAN

Memperhatikan analisis capaian kinerja sebagaimana diuraikan pada Bab.3
Akuntabilitas Kinerja keseluruhan indikator kinerja telah tercapai, namun untuk

memperthankan capaian IKU di tahun 2024.

Adapun langkah perbaikan yang akan dilaksanakan untuk dapat mencapai target kinerja
tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Ke depan dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Kementerian
Kelautan dan Perikanan, Sekretariat Jenderal dalam hal ini unit kerja Biro SDm Aparatur
dan Organisasi, yang mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan
tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur
organisasi di lingkungan KKP akan terus berupaya melakukan perbaikan dalam upaya
merealisasikan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Sebagai upaya
perbaikan kinerja selanjutnya, seluruh penanggung jawab Indikator Kinerja dan Tim
Pengelola Kinerja Lingkup Biro SDM Aparatur dan Organisasi akan terus melakukan
monitoring dan evaluasi capaian serta melakukan pemantauan untuk pencapaian kinerja
periode tahun berikutnya. Untuk indikator yang telah tercapai, untuk mempertahankan
ketercapaian IKU pada periode berikutnya perlu menyusun rencana aksi yang dilakukan
evaluasi secara berkala. Sedangkan untuk kinerja anggaran akan dilakukan:

1. Percepatan persiapan pengadaan barang dan jasa baik melalui swakelola dan
lelang, sehingga kegiatan tidak menumpuk di akhir tahun.

2. menyusun timeline pelaksanaan kegiatan sehingga terjadwal dengan baik.
Meningkatkan peran SPIP dan melakukan mitigasi resiko terhadap kegiatan yang
beresiko tinggi serta kegiatan prioritas lainnya.

4. Melakukan monev setiap bulan secara berjenjang dari berbagai aspek baik realisasi

anggaran, pengadaan barang/jasa, dan kontrak kegiatan.
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Selanjutnya sebagai upaya perbaikan kinerja, seluruh penanggung Jawab Indikator
Kinerja dan Tim Pengelola Kinerja Lingkup Biro SDM Aparatur dan Organisasi akan terus

melakukan monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara berkala.

TINDAK LANJUT ATAS REKOMENDASI SAKIP TAHUN 2024

Tujuan evaluasi adalah untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP
dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat
sasaran dan berorientasi hasil, sehingga diharapkan dapat mendorong setiap unit kerja
untuk berkomitmen dan secara konsisten mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah
direncanakan melalui implementasi SAKIP.

Evaluasi dilakukan melalui penilaian terhadap 4 (empat) komponen manajemen

kinerja, meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan
evaluasi akuntabilitas kinerja internal.
Berdasarkan hasil evaluasi, AKIP Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi Tahun
2024 memperoleh nilai 82,20 dari nilai maksimum 100 atau mendapat predikat A
(Memuaskan), dengan rincian sebagaimana diuraikan pada Tabel 1 di bawah ini dan
detail Lembar Kerja Evaluasi melalui tautan
https://bit.ly/2023 LKEEvaluasiSAKIPLevellSetjen.

Tabel 1. Hasil Penilaian AKIP pada Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi Tahun 2024

No. Komponen Yang Dinilai Bobot Nilai
2023 2024
1. Perencanaan Kinerja 30 25,80 22,20
2. Pengukuran Kinerja 30 24,60 24,00
3. Pelaporan Kinerja 15 13,80 13,50
4, Evaluasi Akuntabilitas 25 20,50 22.50
Kinerja Internal
Nilai Hasil Evaluasi 100 84,70 82,20
Predikat Penilaian A (Memuaskan) | A (Memuaskan)

Keterangan :
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e Tahun 2023 berdasarkan Memorandum Kepala Biro Perencanaan Nomor. 1097/SJ.1/HP.440/X11/2023
Tanggal 14 Desember 2023 hal Hasil Penilaian Mandiri SAKIP Level Il Lingkup Sekretariat Jenderal Tahun
2023.

¢ Tahun 2024 berdasarkan hasil penilaian mandiri tahun 2024 melalui aplikasi kinerjaku.

Uraian hasil penilaian terhadap masing-masing komponen kinerja dapat dikemukakan
sebagai berikut :
a. Perencanaan Kinerja

1. Dokumen Perencanaan Kinerja Tahun 2024 berupa Renstra Sekretariat Jenderal
Tahun 2020-2024, Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi, Rencana Kerja Anggaran,
Matrik Peran Hasil dan Sasaran Kinerja Pegawai seluruhnya telah tersedia dan
ditandatangani oleh pejabat yang berwenang (diformalkan). Indikator kinerja yang
ditetapkan telah memenuhi standar yang baik, yaitu memenuhi kriteria SMART
dan dilakukan cascading level atas dengan level di bawahnya.

2. Ukuran Keberhasilan (Indikator Kinerja) telah memenuhi kriteria SMART, kualitas
rumusan hasil (tujuan/sasaran) telah jelas menggambarkan kondisi kinerja yang
akan dicapai, indikator kinerja telah menggambarkan kondisi kinerja utama yang
harus dicapai, tertuang secara berkelanjutan, target yang ditetapkan dalam
perencanaan Kkinerja dapat dicapai (achievable), dan realistis, dokumen
perencanaan kinerja telah menggambarkan kebutuhan atas kinerja sebenarnya
yang perlu dicapai, perencanaan kinerja dapat memberikan informasi tentang
hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas
dan fungsi lain yang berkaitan (crosscutting), anggaran yang ditetapkan telah
mengacu pada Kinerja yang ingin dicapai, aktivitas pada rencana aksi yang akan
dilaksanakan telah mendukung kinerja yang ingin dicapai, target yang ditetapkan
dalam perencanaan kinerja telah dicapai dengan baik, atau setidaknya masih on
the right track, rencana aksi kinerja dapat berjalan dinamis karena capaian kinerja
selalu dipantau secara berkala.

3. Upaya yang bisa dihargai dalam pemenuhan kriteria perencanaan kinerja yaitu
melakukan rekonsiliasi secara berkala (setiap tahun) atas perencanaan kinerja

bersama dengan seluruh unit kerja lingkup Sekretariat Jenderal dikoordinasikan
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oleh Biro Perencanaan sebelum Perjanjian Kinerja ditandatangani oleh pimpinan
unit kerja dan pelaksanaan dialog kinerja organisasi.
b. Pengukuran Kinerja

1. Pengukuran kinerja dilakukan setiap triwulan melalui sistem aplikasi
pengelolaan kinerja (kinerjaku.kkp.go.id). Pengukuran kinerja dilakukan sesuai
manual indikator kinerja serta dilengkapi dengan data dukung yang relevan dan
memadai. Pengukuran kinerja menjadi dasar dalam penyesuaian
(pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja.

2. Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi s.d
Triwulan IV Tahun 2023 sebesar 108,25 dan Triwulan | Tahun 2024 sebesar
114,59.

c. Pelaporan Kinerja

1. Laporan Kinerja Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi telah disusun
setiap triwulan dan disampaikan kepada Sekretariat Jenderal dengan tepat
waktu.

2. Substansi Laporan Kinerja Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi Tahun
2023 dan Triwulan | Tahun 2024 telah sesuai standar, yaitu mengungkap
seluruh informasi tentang pencapaian kinerja dan menginformasikan hal-hal
sebagai berikut:

» Perbandingan realisasi kinerja, analisis dan evaluasi realisasi kinerja
dengan target tahunan, jangka menengah, dan tahun-tahun sebelumnya.

» Kualitas atas keberhasilan/kegagalan mencapai target kinerja beserta
upaya nyata dan/atau hambatannya.

> Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja untuk
Laporan Kinerja Tahunan.

» Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan.

d. Evaluasi Internal

1. Evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah dilakukan melalui kegiatan penilaian

mandiri sesuai dengan Pedoman Penilaian Mandiri Lingkup Sekretariat

Jenderal yang ditetapkan dan menggunakan aplikasi kinerjaku.
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2. Telah terjadi peningkatan implementasi SAKIP dengan melaksanakan seluruh
tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal
Tahun 2023.

3. Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah dimanfaatkan untuk perbaikan
dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

4. Catatan atas hasil penilaian mandiri atas evaluasi SAKIP Biro Sumber Daya
Manusia dan Organisasi tahun 2023 telah ditindaklanjuti dan dapat diakses
melalui tautan https://bit.ly/ROSDMAOTLEVSAKIP2023.

5. Upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja di

lingkungan Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi direkomendasikan

kepada Saudara agar :

a. Meningkatkan capaian indikator kinerja Tahun 2024 lebih baik dari capaian
Tahun 2023.

b. Meningkatkan nilai komponen perencanaan, pengukuran dan pelaporan

kinerja pada tahun 2024.

Rekomendasi Tindak Lanjut yang dilakukan

Dalam hal ini Biro SDM Aparatur dan Organisasi sudah melakukan peningkatan
capaian kinerja ditahun 2024 yang mana di tahun sebelumnya ada IKU yang tidak
tercapai yaitu Indeks BerAKHLAK yang mana target dan capaiannya rendah sehingga
memperngaruhi nilai NKO. Pada tahun 2024 untuk IKU Indeks BerAKHLAK kita
melakukan perhatian khusus agar mendapatkan hasil yang bagus, dari Hasil survei
Indeks BerAKHLAK rata-rata Nasional pada tahun 2024 mengalami kenaikan dari
tahun 2023, yaitu 61.1% menjadi 68.1% dengan Nilai Indeks BerAKHLAK 78.9%,
perubahan ini menunjukkan adanya sedikit perbaikan, namun nilai tersebut masih
memerlukan upaya lebih lanjut untuk mempertahankan dan meningkatkan tingkat

kesehatan yang telah dicapai saat ini.
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Lampiran 1.
a. Perjanjian Kinerja Awal (Pengesahan 15 Januari 2024)

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
SEKRETARIAT JENDERAL

- Z
5 z JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 18
z_:;:ﬁ & JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
W, c,e& TELEPOM (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520351
FLayran LAMAN www. kkp go.id EMAIL persuratan i

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BIRO SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR DAN ORGANISASI

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan,
akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama ! Riza Trianzah

Jabatan : Kepala Biro SDM Aparatur dan Organisasi
Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : Rudy Heriyanto Adi Nugroho

Jabatan : Sekretaris Jenderal

Selaku atasan Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian
ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian
target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang
diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, \S Januari 2024

Fihak Kedua Pihak Kesatu
Sekretaris Jenderal Kepala Biro SODM Aparatur dan
Organisasi

|II
'_I
|II
1

!
Rudy Heriyanto Adi Nugroho W
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BIRO SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR DAN ORGANISASI

SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN TARGET
. gzt:;‘:z:an Yang 1 | Indeks Sistem Merit KKP (nilai) 393
gg‘:ﬂ::r';ﬁ“'aa“ 2 | Indeks Profesionalitas ASN Setjen (indeks) 85
3 Indeks Implementasi Norma, Standar, Prosedur 75
dan Kriteria (NSPK) Manajemen ASN (indeks)
4 | Indeks Pembinaan JF KKP (indeks) 71
5 Nilai Kelayakan Penyelenggara Penilaian 65
Kompetensi KKP (nilai)
6 Persentase Penyederhanaan Strukiur Organisasi 100
KKP (persen)
| 7 Penetapan Penghargaan ASN Bidang Kelautan 4
| dan Perikanan tingkat Nasional (nilai)
i 8 Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk 4
Penyederhanaan Birokrasi KKP (nilai)
9 | Indeks BerAKHLAK KKP (indeks) 65
10 Persentase Rekomendasi Kebutuhan JF Daerah 80
(persen)
2 | Terwujudnya layanan Nilai Minimal yang dipersyaratkan unit Kerja
dukungan 11 | Berpredikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi 75
manajemenyang || (WBK) (nilai) s eyt S
baik lingkup Biro 12 Milai Penilaian Mandiri SAKIP Biro SDM Aparatur 84
SDMAO dan Organisasi (nilai) . g
13 Indeks Profesionalitas ASN Biro SDM Aparatur 85
dan Organisasi (indeks)
Persentase Penyelesaian Program Penyusunan
' 14 Peraturan Perundang-undangan Bidang 100
Pengelolaan SDM Aparatur dan Organisasi
(persen)
15 Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup 100
Biro SDM Aparatur dan Organisasi (persen)
Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan
16 | yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Bira 75
SDM Aparatur dan Organisasi (persen)
Persentase Unit Kerja yang menerapkan Sistem
17 | manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup 94
Biro SDM Aparatur dan Organisasi (persen)
18 Persentase Penyerapan Anggaran Biro SDM a5
Aparatur dan Organisasi (persen)
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Data Anggaran

NO.

KEGIATAN

ANGGARAN (Rp.)

2.

Pengelolaan Organisasi dan SDM

Layanan Persuratan, Tata Usaha dan Kearsipan Biro
SDM Aparatur dan Organisasi

Total Anggaran Biro SDM Aparatur dan Organisasi
Tahun 2024

15.390.932.000

4.816.805.000

20.207.737.000

Rudy Heriyanto Adi Nugroho

Jakarta, IS Januari 2024

Pihak Kedua
Sekretaris Jenderal

Pihak Kesatu

Organisasi

\
\

Kepala Biro SDMwAparatur dan
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b. Revisi Perjanjian Kinerja (Pengesahan 23 Oktober 2024)

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
SEKRETARIAT JENDERAL

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041

TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520351
LAMAN www kip go.id SUREL setien@kkp.go.id

REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BIRO SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR DAN ORGANISASI

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan,
akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Mama . Riza Trianzah

Jabatan : Kepala Biro SDM Aparatur dan Organisasi
Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

MNama : Rudy Heriyanto Adi Nugroho

Jabatan : Sekretaris Jenderal

Selaku atasan Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian
ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian
target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperiukan serta akan melakukan
evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang
diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, L% Oktober 2024

Pihak Kedua Pihak Kesatu
Sekretaris Jenderal Kepala Biro SDMMparatur dan

OrganiTsi

|
Rudy Heriyante Adi Nugroho i
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REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BIRO SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR DAN ORGANISASI

SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN TARGET
T: | Tata Kelold 1 | Indeks Sistem Merit KKP (Nilai) 393
Pemerintahan Yang
Baik di Pengelolaan | 5 | 14015 profesionalitas ASN Setjen (Indeks) 85
SDM Aparatur
3 Indeks Implementasi Morma, Standar, Prosedur 75
dan Kriteria (NSPK) Manajemen ASN (Indeks)
4 | Indeks Pembinaan JF KKP (Indeks) i
5 Milai Kelayakan Penyelenggara Penilaian 65
Kompetensi KKP (nilai)
6 Persentase Penyederhanaan Struktur Organisasi 100
KKP (%)
7 Penetapan Penghargaan ASN Bidang Kelautan 4
dan Perikanan tingkat Nasional (Nilai)
a Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk 5
Penyederhanaan Birokrasi KKP (Nilai)
9 | Indeks BerAKHLAK KKP (%) 65
resentase Rekomendasi Kebutuhan aera
1{}F‘ tase Rek dasi Kebutuhan JF D h 80
(%)
2 | Terwujudnya layanan Milai Minimal yang dipersyaratkan unit Kerja
dukungan 11 | Berpredikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi 75
manajemen yang (WBK) (Milai)
baik lingkup Biro 12 Milai Penilaian Mandiri SAKIP Biro SDM Aparatur 84
SDMAO dan Organisasi (Nilai)
Indeks Profesionalitas ASM Biro SDM Aparatur
13 G 85
dan Organisasi (Indeks)
Persentase Penyelesaian Program Penyusunan
14 | Peraturan Perundang-undangan Bidang 100
Pengelolaan SDM Aparatur dan Organisasi (%)
15 Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup 100
Biro SDM Aparatur dan Organisasi (%)
Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan
16 | yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Biro 95
SDM Aparatur dan Organisasi (%)
Persentase Unit Kerja yang menerapkan Sistem
17 | manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup 94
Biro SDM Aparatur dan Organisasi (%)
18 Persentase Penyerapan Anggaran Biro SDM 95

Aparatur dan Organisasi (%)
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Data Anggaran

NO. KEGIATAN ANGGARAN (Rp.)

:F Pengelolaan Organisasi dan SDM 15.380.832.000

2 Pengelolaan Komunikasi, Informasi Publik dan Umum 4.435 235000
Total Anggaran Biro SDM Aparatur dan Organisasi :
Tahun 2024 19.826.167.000

Jakarta, Z5 Oktober 2024
Pihak Kedua Pihak Kesatu
Sekretaris Jenderal Kepala Biro SDM Apgratur dan

Rudy Heriyanto Adi Nugroho




Lampiran 2.
Target Indikator Kinerja Biro SDM Aparatur dan Organisasi Tahun 2020-2024

Tabel 1. Target Biro SDM Aparatur dan Organisasi Tahun 2020-2024

Target

Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja

2020 2021 2022 2023 2024

1 | Tata Kelola Komponen Nilai RB KKP yang
Pemerintahan 1 menjadi tanggung Jawab Biro 17,93 18,90 19,16 20,13 | 21,10
Yang Baik di SDM Aparatur dan Organisasi
Lingkungan (nilai)

Sekretariat 2 Indeks Sistem Merit KKP 0,65 0,7 0,8 0,83 0,85
Jenderal (indeks)
3 Nilai PMPRB Sekretariat 30 31 33 33,5 34
Jenderal (nilai)

Indeks Profesionalitas (IP)
ASN Lingkup Kemeneterian
Kelautan dan Perikanan
Indeks Profesionalitas (IP)
5 ASN Lingkup Biro SDM 72 73 78 79 80
Aparatur dan Organisasi
(indeks)

Penetapan ASN Teladan
6 Bidang Kelautan dan 4 3 3 3 3
perikanan tingkat nasional
(kategori)

Presentase Capaian
pelaksanaan Roadmap RB
KKP (%)

8 Nilai Rekonsiliasi Kinerja Biro 90 91 92 93 94
SDm Aparatur dan Organisasi
Presentase penyelesaian
temuan BPK lingkup Biro SDm
Aparatur dan Organisasi

Unit kerja Biro SDM Aparatur
dan Organisasi yang
menerapkan manajemen
pengetahuan yang terstandar
(%)

Rekomendasi hasil
pengawasan yang
dimanfaatkan untuk perbaikan
kinerja lingkup Sekretariat
Jenderal (%)

72 73 80,11 81 82

100 100 100 100 100

100 100 100 100 100

10 82 84 86 88 90

11 60 65 70 75 80
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Lampiran 3.
Data Dukung dari Hasil Capaian Realisai IKU Biro SDM Aparatur dan Organisasi.

1. IKU1.
Indeks Sistem Merit KKP

KOMIS! APARATUR SIPIL NEGARA 3. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang

Manajemen I"Lg,nwni Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
(Lemt Ne; Tahun 2018 Nomor
Fah, daxs Tamtalicn Lebaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6264);

KEPUTUSAN KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA
NOMOR 162/KEP.KASN/C/XI1/2023

TENTANG
4. Peraturan I’resldcn Nnmnr 18 Tahun 2020 tentang Rencana
PENETAPAN KATEGORI, PENILAIAN, DAN INDEKS PENERAPAN SISTEM Pem ional Tahun 2020-
MERIT DALAM MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN 2024 :ltmbaran Ncgara Republik Indonesia Tahun 2020
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN Nomor 10);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman
Sistem Merit Dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil Rapat i Komisi 1252);

Sipil Negara hasil terhadap

hasil slstem snerit dalam 6. Peraturan Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 9 Tahun

munsjemen  eperatar  sipll negara  di Imgkunges 2019 tentang Tata Cara Penilaian Mandiri Penerapan Sistem
K Aok, Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) di

dituangian dalam Berita Acmia Niorons lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik

BA.162/PMPSM/KASN/X1/2023 tanggal 14 November Indonesia Tehun 2019 Nomor 775).

2023, periu dan indcks

pencrapan sistem merit dalam manajemen aparatur sipil BEMIGTIEIEAN:

Tiegene. dan : KEPUTUSAN KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA TENTANG

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang- PENETAPAN KATEGORI, PENILAIAN, DAN INDEKS PENERAPAN
Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil SISTEM MERIT DALAM MANAJEMEN APARATUR SIPIL
Negara, Manajemen Aparatur Sipil Negara disclenggarakan NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN
berdasarkan Sistem Merit; PERIKANAN.

c. bahwa per KESATU : Menetapkan P«.—ncrapan Sistertn  Merit dalam Manajemen
huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Aparatur Sipil Negara di rian Kelaut:
Aparatur Sipil Negara tentang Penetapan Kategori, Perikanan pada Kategori IV (Sangat Baik), dengan Nilai 303 (tiga
Penilaian, dan Indeks Penerapan Sistem Merit dalam ratus sembilan puluh tiga) dan Indeks 0,96 (nol koma sembilan
Manajemen Aparatur Sipil Negara di Lingkungan enam).

dan. Par KEDUA : Untuk a ingk kualitas sistem merit

Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Komisi
Sipil Negara (L Megara Tahun Aparatur Sipil Negara tangh

2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Nomor penataan/perbaikan  aspek-aspek  yang terkait  dengan

GBOT); pelaksanaan sistem merit sebagaimana tercantum dalam

2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang lampiran Keputusan Komisi Aparatur il Negara.
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun KETIGA Bagi instansi pemerintah yang tclah mendapatkan penilaian
23:1‘;] Nomor 63 dan ‘F:::::‘eha.r: Lembaran Negara Nomor sistem merit dengan kategori BAIK atau SANGAT BAIK, dan

telah memiliki manajemen talenta sesuai dengan peraturan
perund; dapat dari
Jabatan Pimpinan Tingel melalul seleksi terbuka.

Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 (Lembaran Negara Tahun
2020 Nomor 68 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor

6477);
3. Peraturan e KEEMPAT: —

LAMPIRAN 1

KEPUTUSAN KOMISI APARATUR

-3 SIPIL NEGARA
NOMOR 162/KEP.KASN/C/X1/2023
TANGGAL 2f) NOVEMBER 2023
KEEMPAT : Bogi instansi yang memiliki kategori SANGAT BAIK, akan

dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap penerapan sistem

merit 2 (dua) tahun scjak ditetapkan, REKOMENDASI LANCKAH-LANGKAH PENATAAN /PERBAIKAN

ASPEK-ASPEK YANG TERKAIT DENGAN PELAKSANAAN SISTEM MERIT

KELIMA . Bagl instansi yang memiliki catatan pelanggaran  dalam
pelaksanaan scleksi terbuka, pelanggaran netralitas, kode etik NO. | ASPEK SISTEM MERIT REKOMENDASI KASN
dan kode perilaku, serta pelanggaran sistem merit lainya, wajib 1. | Pengadaan Mengintegrasikan Pelatihan Dﬂse{] CPNS
untuk segera indaklanjuti keputusan/rekomendasi Komisi dengan  program s g
Aparatur Sipil Negara, selambat-lambatnya 1 (satu) tahun evainast pasca Latsar sesuai dengan
terhitung sejak tanggal keputusan ini ditetapkan. PerLAN Nomor 1 Tahun 2021.
. ; 2. | Pengembangan Karicr 1 dan SKJ
KEENAM  : Keputusan Komisi Aparatur Sipil Negara ini berlaku sejak s & I Mrongma o Bt
ditetapkan, dengan ketentuan dapat ditinjau kembali apabila: 2) " i Talenta
z yang telah  dibangun  dengan
A. Komisi Aparatur Sipil Negara menemukan data dan informasi mempethatiean pﬁnjp — ‘prineip
yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- Manjamen Talenta agar menghasilkan
undangan; rencana suksesi yang sesuai;
. o : ¢ Gl 3 1 b iy
b. Catatan pada diktum KELIMA tidak ditindaklanjuti. prEinGET i o g
berdasarkan pada Manajemen Talenta;
SALINAN Keputusan Komisi Aparatur Sipil Negara ini 4] Menyusun rencana pcn.gcmbangadn
disampaikan kepada: hasil - & : Epe
a. Menteri Kelautan dan Perikanan; dan kinerja, baik melalui metode
b. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara klasikal non — i
dan Reformasi Birokrasi; 3. | Promosi dan Mutasi 1) Mer ik ij pola
i, . karier pegawai yang mengatur
Biitey Bailen Kepegaywaluan N"cg " tentang jalur karier pegawai sebagai
d. Kepala Lembaga Administrasi Negara. keranghka dasar pelaksanaan
Manajemen Talenta;
2) Melaksanakan promosi dan mutasi
Ditetapkan di Jakarta P"ga‘”:i s“f’:“i y: p"a"_]“ :ﬂ
perundang — undangan dan prinsip
pada tanggal 30 November 2023 dasar sistem merit.

Laporan Kinerja Tahun 2024

Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi
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LAMPIRAN 11 _
KEPUTUSAN KOMISI APARATUR
SIPIL NEGARA

NOMOR 162/KEP.KASN/C/X1/2023
TANGGAL 3o NOVEMBER 2023

CATATAN PELANGGARAN DALAM PENILAIAN SISTEM MERIT

JENIS PELANGGARAN

REKOMENDASI KASN

NIHIL.




2. IKU 2.
Indeks Profesionalitas ASN Setjen

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Jalan Mayor Jenderal Sutoyo Nomor 12 Cillitan, Kramat Jati, Jakarta Timur 13640
Telepon (021) BOS3008; Faksimile (021) 8080421
Laman: www bkn.go.id; Pos-l: humas@bkn.go id

Nomor : 28/B-BM.02.01/SDIC 112025 Jakarta, 3 Januari 2025
Sifat : Biasa

Lampiran : 1 (satu) berkas

Hal : Hasil Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN

Kementerian Kelautan dan Perikanan

Yth. Kepala Biro SDM Aparatur dan Organisasi
Kementerian Kelautan dan Perikanan
di
Jakarta

Berkenaan dengan Surat Saudara Nomor B.4989 /SJ.3/TU.210/Xl/2024 perihal
Permintaan Data Capaian Pengukuran Indeks Profesionaltas ASN di lingkungan
Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2023, bersama ini kami sampaikan nilai
capaian Indeks Profesionalitas ASN dari 10.598 (sepuluh ribu lima ratus Sembilan
puluh delapan) Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 435 (empat ratus tiga puluh lima)
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Kementerian
Kelautan dan Perikanan sebesar 85,66 dengan nilai per Dimensi terlampir.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih

Direktur Jabatan ASN,

Lampiran Surat Direktur Jabatan ASN
Nomor  : 28/B-BM.02.01/SD/C.11/2025
Tanggal : 3 Januari 2025

Nilai Indeks Profesioanalitas ASN Tahun 2023

di Lir ian dan
& Dimensi i
Jenis | Jumlah Nilai Kategori
Pegawai | Pegawai | Kualifikasi | Kompetensi | Kinerja | Disiplin | Indeks 9
PNS 10.598 21,79 34,07 2529 5,00 86,15 Tinggi
PPPK 435 24,57 19,66 24,61 5,00 75,71 | Sedang
ASN 11.033 21,90 33,50 25,26 5,00 85,66 Tinggi

Tembusan :

Deputi Bidang Pembi Penyelengg Manaj ASN, sebagai laporan;
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
SEKRETARIAT JENDERAL
NOTA DINAS

MNomor: B.62/5J.3/TU.140//2025
Yth. : 1. Para Kepala Biro lingkup Sekretariat Jenderal;
2. Kepala Pusat Data, Informasi dan Statistik;
3. Para Sekretaris Direktorat Jenderal lingkup KKP;
4. Sekretaris Inspektorat Jenderal KKP;
5. Para Sekretans Badan;
Dari : Kepala Biro SDM Aparatur dan Organisasi
Hal : Capaian Indikator Kinerja Utama Indeks Profesionalitas Aparatur
Sipil Negara (IP ASN) di lingkungan KKP Triwulan IV Semester |1
Tahun 2024 dan Target Capaian IP ASN KKP Tahun 2025
Lampiran : Satu Lampiran
Tanggal - 08 Januari 2025

Menindaklanjuti hasil pengukuran Indikator Kinerja Utama IP ASM Triwulan

I¥ Semester Il Tahun 2024 dan penetapan target capaian IP ASN Tahun 2025,

bersama ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut

1. Capaian IKU IP ASN di lingkungan KKP Triwulan IV/Semester Il Tahun 2024,
berdasarkan hasil pengukuran dimensi Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja dan
Disiplin pada Dashboard IP ASN KKP yang berbasis data Sistem Informasi
Manajemen Kepegawaian KKP tanggal 08 Januari 2025 sebesar 88,44 (kategori
Tinggi) terdiri dari

a. kualifikasi: 21.23;

b. kompetensi: 36,53;

c. kinerja: 25,70; dan

d. disiplin 4,98.

Target sebesar 85 (kategor Tinggi), sehingga prosentase capaian sebesar
104,05% (melebihi target), terlampir nilai detail;

2. Capaian IKU IP ASN di lingkup Sekretariat Jenderal Triwulan IV/Semester Il
Tahun 2024, berdasarkan hasil pengukuran dimensi Kualifikasi, Kompetensi,
Kinerja dan Disiplin pada Dashboard IP ASM KKP yang berbasis data Sistem
Informasi Manajemen Kepegawaian KKP tanggal 08 Januari 2025 sebesar 87,05
(kategori Tinggi) terdiri dari

a. kualifikasi: 21,85;
b. kompetensi: 33,06;
©. kinerja: 27,14; dan
d. disiplin 5.00.

Dakomsen ind telah yang dikeduarkan aleh BSE BSSN

Target sebesar 85 (kategori Tinggi), sehingga prosentase capaian sebesar
102,41% (meletihi target), terlampir nilai detail;

3. Capaian IKU IP ASN di lingkungan KKP Tahun 2024 dan Target Semester | dan
Semester II/Akhir Tahun 2025, sebagai berikut
Tahun 2024 Target 2025
No. Unit Semester
Periode
Capalan | Target 227250 pengukuran H I!.’r:':(uhrtr
1| setjen 87.05 85 10241 | Semesteran 81 87
2 |Ditjen PKAL | 5088 88 10325 | Semesteran 81 87
Ditjen
3 | Perlkanan 89,10 84 106,07 | Semesteran 81 87
Tangkap
Ditjen
4 | Perikanan B6.80 BS 102,11 Semasteran 81 a7
Budi Daya
Ditjen
5 | Penguatan 89,12 87 10243 | Semesteran 81 a7
Daya Saing
Produk KP
6 Eg'g”KP 82 106,40 | Semesteran 81 a7
7 L‘Eﬁi'“‘ 80,82 85 106.84 | Semesteran 82 88
8 | BPPSDMKP 79 108,15 ] 81 87
9 | BPPMHKP 86 10322 | Semesteran 81 87
85 82 88
IPASN KKP {Tinagi) | (Tingal) 104,05 Semesteran {Tinggl) {Tinggl)

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjia sama Saudara. kami
ucapkan terima kasih.

Ditandatangani
Socara Eloktronik

Riza Trianzah

Tembusan:
Sekretaris Jenderal

Diohames inl telah diiandatsgan menggunakan sertifkal elekimnt yang dikesuarkan aleb BSE, BSSN

Laporan Kinerja Tahun 2024

Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi
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Lampiran
No

Tanggal

B.62/S.0.3/TU.140/1/2025

09 Januari 2025

1. Rekapitulasi Nilai IP ASN di lingkungan KKP Semester Il Tahun 2024
berdasarkan Unit Kerja Eselon | dan Dimensi Pengukuran

Komponen IP ASN
Ho Unit Keega Kualifikasi | Kompetensi | Kinerja | Disiplin Total
1 | Sekretariat -, S - -
Jenderal 21,85 3306 27.14 5
2 | Ditjen Kelautan = . 5 o a0 e
Ruang Laut 2122 3795 26,69 5 90,86
3 | Ditjen Parikanan 2 36,53 26 57 5 B8.10
Tangkap ’ .
4 | Ditien Perikanan a517 25,60 5 86,80
Budi Daya el * >
5 | Ditien PDS 21,78 37,28 25,06 5 89,12
6 | Ditjen PSDKP 21,11 35 84 2531 5
7 | Inspektorat 191 25 {9 a0 B2
Jenderal 21,2 39,49 25,12 5 80.8
B | BPPSDMKP 20,90 35,77 2469 | 487
g | BPPMHKE 20,95 37,67 499
Total 2123 4,98 (-ﬁ:':g‘}
Kelerangan:

Jumiah Database sebesar 10.499 PNS KKP, tanpa data BP Batam dan CPNS. Data terakhir diambil

5

pada tanggal
ttp. . Kk

.70 i #080ip-asn'2024

Unit Kerja Eselon Il dan Dimensi Pengukuran

09 Januari 2025. Dashboard Pengukuran IP ASN dapat dilihat pada laman

Rekapitulasi Nilai IP ASN di lingkup Setjen Semester || Tahun 2024 berdasarkan

Komponen IP ASN
No | Unit Kerfsi Kualifikasi | Kompetensi | Kinerja | Disiplin otal
1 | Staf Ahli Menteri 25 125 30 5 725
2 | Biro Perencanaan 21.84 335 26,63 5 86,97
3 | Biro Keuangan 21,1 35.96 26,54 5 88,59
4 | Biro SDM 209 37,39 26,47 5 B9, 76
Aparatur dan
Organisasi
5 | Biro Hukum 21.74 34.47 28,97 5 90.18
6 | Biro HKLN 2143 32.01 2714 5 B85 58
71 e i dan, 20,72 36,92 2519 | 5 | eres
8 | Pusdatin 2117 35,63 28,33 5 9013
9 | BPISKP 2275 39,17 25 5 91,92
Total 87.05
21,85 33,06 27,14 5 1'”'; I
Dinkurren ind telah ditandaty menggunakan serisfikat elektronik yang dikefuarkan oleb BSCE, BSSN
b) Kompetensi bobot nilai 40
No Nama K i) lai K i
Struktural Jabfung Staf
I_| Diklat Struktural
Pernah lkut Diklat Pim pada 15 - -
levelnya
Tidak Pernah Ikut Dikiat Pim a B B
pada levelnya
1] Diklat Fungsional
Pernah lkut Diklat Fungsional - 15 -
Tidak Pernah lkut Diklat - [ -
Fungsional
W[ Diklat 20 JF Tahun berjalan
Pernah lkut Diklat 15 15 225
Teknis/Umum total 20 JP
Tidak Pernah atau tidak 0 ] ]
cukup total 20 JP Diklat
Teknis/Umum
IV_| Seminar 2 Tahun Terakhir
Pernah lkut Seminar 10 10 17.5
Tidak Pernah lkut Seminar a 5] 5]
selama 2 Tahun Terakhir
Total Mengikuti Kompetensi a0 40 a0

Kompetensi mengalami penyesuaian bobot dari yaitu: Bagi Pegawai Negeri Sipil
yang mendapatkan pelatihan teknis kurang dari 20 JP akan dinilai secara
proparsional.

c) Kinerja (Nilai SKP Tahun 2021) bobot nilai 30

Sebelumnya:

No Keterangan Nilai Kinerja ***) Nilai Kinerja Hilai
1 Sangat Baik 91 — ke atas 30
2 aik 76 s.d 90 25
3 Cukup 61sd75 15
4 | Kurang 51 s.d 60 5
5 Buruk 50 s.d Kebawah a1

Saat ini:

DIMENSIT PREDIKAT KINERJA BOBOT
WMAKSIMAL | PEROLEHAN
Finera Sangat Baik 30
Bak S0 25
Buiuh Perbakan 20
Kurang/Misconduct 5
Sangat Kurang 0

Diakamen ini telah ditandatargani menggonakan senifka elekerantk yang dkeluarkan olsh BSeE, BSSN

Keterangan:

Jumiah Dalsbase sehesar 482 PNS lingkup Setjen, fanpa data BP Batam dan GPHS. Data terakhic

diambil pada tanggal 09 Januari 2025, Dashboard Pengukuran 1P ASN dapat diihal pada laman
ama 08D ey A0

Metode Pengukuran IP ASN (PIP ASN) Tahun 2024

Terdapat 4 {empat) komponen dalam Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur
Sipil Negara (PIP ASN) yaitu:

a) Kualifikasi bobot nilai 25, mengalami penyesuaian bobot dimensi

Sebelumnya:
Nama Ku: 2
1 Pendidikan 53
2 | Pendidikan 52
3 | Pendidikan $1/D.1V
4 | Pendidikan DII/SM
5 | Pendidikan DIVDI/SMA
6 [ Pendidikan SMP/SD
Saal ini:
Dimensi | Jenjang Persyaratan Pendidikan yang diperoleh PNS (Bobot)
Jabatan
Minimal DINDISLTA
diangkat 53 S2 | SUDIV | DIl |/ Sederajat | Dibawah
kedalam SLTA
jabatan
Kuslifikas: | Jabatan S/ DIV 25 22| 20 |15 0 5
Pimpinan Tinggi
Jabaian SIDIV 35 23| 20 |15 10 5
Jabaian il 25 23| 21 |2 15 10
Pengawss
Jabatan DIDISCTA | 25 | 23 | 22 | & 20 15
Pelaksana Sedersjal
Jabaian DIDISLTA | 25 | 23 | 22 | 2t 20 15
Fungsional Sederajat
(Keterampilan)
il 523 | 21 |2 15 10
Jabatan SUDIV s 23| 20 |15 10 5
(Keahiian) = 5 | 20| 15 |10 5 1

Diakumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektrantk yang dikehuarkan olek BSCE, BSSN

d} Disiplin bobot nilai 5

No Nama Hukuman Disiplin ***) Nilai
1| Tidak Pemnah Mer " Hukuman Disiplin 5
2| Pernah mendapatkan Hukuman Disiplin Tingkat Ringan 3
3| Pernah mendapatkan Hukuman Disiplin Tingkat Sedang 2
4| Pernah mendapatkan Hukuman Disiplin Tingkat Berat 1

Penyesuaian Riwayat Hukuman Disiplin dari sebelumnya 5 (lima) tahun terakhir
menjadi 1 {satu) tahun terakhir

e} Capaian dan Indeks Profesionalitas ASN

No Kategori Nilai
1 | Sangat Tingai 91-100
2 | Tinggi B1-80
3 | Sedang 71-80
4 | Rendah €1-70
5 | Sangat Rendah 0-60

Rumusan IP ASN KKP sesuai Peraturan Kepala BKN Nomor 8 Tahun 2019

4 | [
P = § i3
PPy = W Ry
4
=P+ 1Py + IP, TPy =Wy =Ry
1, = Woes * e
Keterangan:
1P - Indeks Profesionalisme
1B = Indeks Profesionalisme ke-i
IF, = Indels Profesionalisme Dimensi Kualifilasi
IP, = Indeks Profesionalisme Dimensi Kempetensi
IF, = Indeks Profesionalisme Dimensi Kinerys
1P, = Indeks Profesionalisme Dimensi Disiplin

Diokumen ini telah ditzadatang serisfikat elekemnsk yang dikefuarkan aleh BSCE. BSSN

Laporan Kinerja Tahun 2024
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Wy, * Ry, = Bobot Indikator Kualifikasi ke-j * Rating Jawaban indikator
Kualifikisi ke

Wi * Ry = Bobot indikator Kuslifikesi ke-k * Rating Jawaban indikator

Wy * Ry = Bobot indikator Kualifikasi ke-1 * Rating Jawaban indikator
Kualifikasi ke-1

Wi * Ry, = Bobot inc " ifikazi ke-m * Rating Jawak

2 Ditandatangani
_‘.‘@!I Spcara Elnl?:mnllz
N

e

Riza Trianzah

Dokt el daaegind omggonsar il el s il o BSeE, BSSN




3. IKU3.
Indeks Implementasi Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK)
Manajemen ASN

w

mu A TA N MNEGA TR M
Jalarn Maror Jenderal 2 CaldlE Hramat Jati, Jakarta Timar L3640
T el o pr:rl: augste-ns Falomimmle Q1) BSOSO L
Lasmar: B’m&ﬂé‘—l Po=—=l: bumascblo.sadd
—
T oo P BAS6 BoA B DD 0032 P80 K 202 JFalemrts, 19 Mowvemmber 2024
it ¢ Pentineg
s e B -
ELal : il «
C Pltl‘l!l‘ad!l'{?a_‘}aﬂ Flamil Penﬁ;a:fmm s

Standar, Prosedur, dan Keiteris  [NSPK)
Aanasjeren ASM Tahuan 2023

Wih. Menter Helautan dan Pecilcanan
selalor Pejabat Pembine Kepegasa ian
e

e e T b

Berkenman  dengan  pelslkesanoan e dalimrr [mplemertmsi
Morma, Standsr, Prosedur, dan Kriteria [NSPK) Manajemen ASN Teahun 2023 4
Hnglkungan Kementerien Kelagtan dan Perkanan, berssma ind el ssmpedloso
kepada Bapalk Menteri beberapa hal sebagad becikoat:

1. Berdasarkan ketentusan Pasal 8 dan Pasal 9 Peraturan Presiden Nomor 116 Tahuno
2022 rentang Pengawasan dan Pengendalian NSPK Manajemen aSN disebutican
e huwran 1 pelalt MSPK Manajemer: ASHM dilakukan melahil moetods

preventl yaitn antara lain dengan cara pendlsiasn bebijplean dan pelalksareen
MESPFK Manasjersern ASMN, dan mmedalud ommetodes represil sadtua o melaluod Aodie
Mariajermen ASH;

2. Selanjutayae loel mengapresiasi Kementerian Kelautan dan Perileanan o telab

melakukan upayae perbailen impl tasd ASN berdasarkan
haail indeles MEPK Mansjermen ASN Tahun 2022, sehinggas mme -
terngmal g

3. Terhadap delumen pelalczanasn NSPK Manajemen ASN Tahun 2023, land telah
rmelaloslesn verifloas] dan walides] odota e P Frosd Levyeas
dengan data perga dan dalisn BKMN, wang selanjutnoees depet b

sarmpadlcan antara ladn:

A, Implementasi NSPK Manajemen ASH Tahun 2023 Kementerian Kelautan dan
Perilanan mendaspatlan Nilad Indeles 89,71 dengan Hategori A Predileat

T mgered:

b Diperinkan lonsistensi untulk peningleatan ndlad [ndeles mplementasi NSPE
AL ASN 4 melakukan berbagal vpeayas yang akan dibssnglkan
Anlarn Komitmen Hersams Peningleatan  Kualites  mplementasi  WNSPSC
A srue jerrien A

€. Terhad e a schagaibmans dimasbeiad pads huraf b, BN

aenantiasa  alan  melslolan  Gpays  pembinean aseris pengoceasst dae

Tahun IR Pramal 5 Ayal 1
1k chasumim Dok flekironik danias hasil cotaknys merupakan alar bak
ins telah d gami mecam elokironik nrengpunakan cemifikar ebekeronik yung d

pengendslian melalul unit lerjas d1 BN

4. Sehubungan dengan hasil Pengewasan dan Pengendalian Indeks [mplementasi
MNEPK RMansjemen ASH Tahian 2023 dimaksuad, perlu kami sampailen pols e pesda
HBapal Menteri Kelautan dan Perileanan beberapa hal sebagad beriloat:
a2 Hemeoterian Kelautan dan Perdkanasn melahil Thn Indelks Dmplementas RSP

Paruad ermen ASN Inastarsi oger vean b e hal snters lain:

1] Melalknlkan vpays perbaikan terhadap relomersdasi hasil | Perngeoe ssan e
Pengendalian bmplementasi NSPK arnsjemen ASN Fahan 20235 selbsged o no
eatatan yang terfuans pada setiap elemen &8 aplilasi indeles NSPK:

2) Melalalean pemantausn internal terhadap implementasi NSPK Manajeren
AN

3) Tetap berkomitmen melaloilan berbagai upaya peningletan  laslitas
it - ASH Tahun 2024 yvang sesuai dengan NSPK: dan

4) Hasil perbailean terhadap catatan dan reloomendasi vang telah disarspaeilean
pada Angle 1] dissmpailean kepadas Kepala Badan Kepegewaian Megars oo
Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian Manajermen ASMN.

b. Cuns mendorsns perbaisan dan peninglkatan pelslaanasn NSPK Menajermen

ASM di Ungkungan  Kementerian Kelsatan dan Perkanaen, BEMN alkan

1 e pou f loordinasi dengan Kementerian/Lembags terleait
vhattle  dapat memberilean pendampingen aten pembimbingen  dalars
irmplementas] Manasjermen ASN yang sesusd o MEPK b Perar,
Tuges, dan e—— B # Lerrr b gro_

5. IDapat learmi  sampailken bahwa  sejslan dengan terjedines  reorgenisesd
Kermenteran/Leambags, mals untuk mmemastlan keberlanjutan  fmplementas]
MSFK Mansjermen ASN  di inatsesi sebehiss e e e R E
rmenghimban agar praletile baile yang telah dilslesanalean perlu dijediloan Selegal
baseline untuk meningkathkan kualites fmpl tammi i B s £ L
B deng,a.ﬂ t.a.emasukan verfadinye leesineen bungan prochle regolaed, soas rodermoen
irra e tasd, e leerjs, serta asspels menasjemen bmplermentasi
e bruriye

Dermiloian disampailean, atas perhatien dan lerja sarme Bapsle Menter dineasplen
terima loasib.

Pl e pals dan Kepess i
I N PR S —
e b s
1. Pelabat Plmplinan Tingel Madyva dl Lingkungan SEN; dan
2. Direktur Pengawasan dan Pengendalian I, 1L, I, dan I,

A1 Tahun 300H Pasal S Agar I
beiciromik 7 ik canatos hesil cotak
tclah o 1 i mecamn clekironsk menganakan scr

mcrupakan alal bakiz Bukws yang sah
kal choktromik yang ditcrbizkoen HScE
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4. IKU 4.
Indeks Pembinaan JF KKP

Nilai
Sebagia| Tidak DJPSDK BP2SD | BP2MH ROSDM ROHUM | ROUMP
No. Keterangan Seluruh > o) DJPKRL| DJPT | DupB | DapDS ™" maEN | S | = C™ | ROREN | ROKEU (™, | ROKUM [y et ™
Jabatan| o 0|

1 E:z:laarasan‘SKR dan DUPAK dengan sasaran 5 3 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Keaktifan dalam mengumpulkan Daftar Usul
2 |Penetapan Angka Kredit (DUPAK) minimal satu kali 5 3 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
dalam satu tahun
Pengisian Jabatan Fungsional dilakukan setelah
3 formasi 5 3 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
dalam Jabatan Fungsi
Ketercapaian target angka kredit minimal per tahun
4 sesuai jenjang 5 3 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Keterlibatan Jabatan Fungsional jenjang ahli utama
5 |dan jenjang ahli madya dalam proses perencanaan| 5 3 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
kinerja, , dan evaluasi kinerja
TEm AT am
6  |utama dan ahli madya sebagai ketua kelompok 5 3 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
1 zﬁzzlaarasan_SKE dan DUPAK dengan sasaran 5 3 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Keaktifan dalam mengumpulkan Daftar Usul
2 |Penetapan Angka Kredit (DUPAK) minimal satu kali 5 3 0 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3
dalam satu tahun
Pengisian Jabatan Fungsional dilakukan setelah
3 formasi 5 3 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
dalam Jabatan Fungsional
Ketercapaian target angka kredit minimal per tahun
4 |sesuaijenjang jabatannya 5 3 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Nilai ROHU
Selursh | Sel Tidak DJPSD BP2S | BP2M | RORE | ROKE | ROSD | ROKU ROUM
L EUS o e Sebagi] Tidak 1B | paeT | paps (oapos| ST maew | e S [T | U | mAo | m bk | ees
8 __PJsbats)
A 'y Jabatan Faagsic 5 25 °
Kebutuhan Jabatan Fungzional diitung berdazarkan pedoman
1 | kebutuhan yang ditetapkan Inztanzi Pembina Jabatan 2 1 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Fungzional
Kompozizi kebutuhan zetiap jenjang Jabstan Fungzionsl untuk
penganghatan pertama, perpindahan dari jabatan lain,
2 sl 4 ’ 4 2 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
penyezuaianlinpazzing, promosi, dan Pegawai Pemerintah
dengan Perjanjion Kerja dikitung zecars proporzionsl
Pengizian Jabatan Fungzional dilakukan setelah mendapathan
3| penctapan formazi pengangkatan dalam Jabatan Fungzional J 05 9 ! : ! 1 1 1 1 ! 1 1 1 1 J 1
2. daow Pemberbeation DalomlDari
B. | msacan Fangsionst 2 &3 .
1 |Pengangkatan Pertoma dilskukan paling lama 1 (satu) tahun " % o " i i i i ' ¢ i i 3 i 4 i i

zcjok pegawai disngkat PNS

Penctapan jenjang jabatan bagi Pejabat Fungzional yang
2 | diangkat melalui perpindahan dari jabatan hain berdazark 1 05 0 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05
pangkat dan golongan ruang yang dimiliki PNS

Penctapan jenjang jabatan bagi Pejabat Fungzional yang
diangkat melalui penyesuaianfinpazzing ditetapkan
berdazarkan pendidikan don maza kerja dalom pangkat

terakhir yang dimilikings

Pengangkatan dalam Jabatan Fungzional melalui promozi
(termazuk kenaikan jenjang) ditetaphan berdazarkan kriteria:

3. termazuk dalam kelompok rencana sukzesi;

b menghasilkan inovazi yang bermanfast bagi instanzi
dan kepentingan nazional dan diskui oleh lembaga
pemerintah terkait bidang inovasinga; dan

<. memenuhi ztandar kompetensi jenjang jabatan yang
skan diduduki

Pemberhentian dari Jabatan Fungzional dilakukan zezusi
5 | dengan kriteria dan perzyaratan berdazarkan ketentuan 1 05 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
peraturan perundang-undangan

TOTAL 10 5 o 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
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5.

IKU 5.

Nilai Kelayakan Penyelenggara Penilaian Kompetensi KKP

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 435 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN KATEGOR! PENGAKUAN KELAYAKAN/AKREDITASI

UNIT PENYELENGGARAAN PENILAIAN KOMPETENSI

BIRO SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR DAN ORGANISAS]

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

=0 i

3. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 26
Tahun 2019 tentang Pembinaan Penyelenggara Penilaian
Kompetensi Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1143);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA TENTANG PENETAPAN KATEGORI PENGAKUAN
KELAYAKAN/AKREDITASI UNIT PENYELENGGARAAN
REFALA BADAN EESECAWALANABIARA: PENILAIAN KOMPETENSI BIRO SUMBER DAYA MANUSIA
Menimbang : a  bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (2) APARATUR DAN ORGANISASI KEMENTERIAN KELAUTAN DAN
Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 26 PERIKANAN.
Tahun 2019 tentang ilai
Kompetensi Pegawai Negeri Sipil, perlu dilakukan KESATU : Menetapkan k fakreditasi Unit
penilzian  dan  pengakuan  kelayakan/akreditasi Peny Penilaian i Biro Sumber Daya
ra ilai p pada  instansi Manusia dan O isasi ian Kelautan dan
pemerintah; Perikanan yang beralamat di Jl. Medan Merdeka Timur
b. bahwa b Nomor 16, Gambir, Jakarta Pusat scbagai Penyclenggara
dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Penilaian Kompetensi Kategori B dengan masa berlaku
Kepala Badan  Kepegawaian  Negara  tentang selama 3 (tiga) tahun. -
P Kategori P Kelayakan/ Akredi
Unit Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi Biro Sumber KEDUA : Rincian penilaian dari Unsur Organisasi, Unsur Sumber D:aya
Daya Manusia Aparatur dan Organisasi Kementerian Manusia, dan Unsur Metode dan Pe):k.sanaan Penilaian
Kelautan dan Perikanan; Kompetensi sebagai  dasar  penilaian  pengakuan
iyakan/akreditasi, dalam Lampiran yang
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik KETIGA . Memberikan Sertifikat pengakuan kelayakan/akreditasi
Indonesia Nomor 6897); kepada Unit F BB Penilaian p i Biro
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi Kementerian
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Kelautan dan Perikanan.
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) KEEMPAT ilai: i i dimaksud
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah dalam Diktum KESATU, iliki i
Nomor 17 Tahun 2020 téntang Perubahan atas Peraturan penilaian kompetensi paling. tinggi Jabatan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen ini Jabat i yang setara, dan memiliki
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia kewsjiban sebagai berikut:
Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara a. 3! k ilai p i scsuai dengan
Rrgutiiiidoardin Nadior 897 0% norma, standar, prosedur dan kriteria yang berlalu; dan
s
b. melaporkan  setiap akan  melakukan  kegiatan
p penilaian i ASN dan hasilnya
paling lambat 3 (tiga) bulan setelah kegiatan kepada Badan
Kepegawaian Negara scbagai Instansi Pembina dan
Penyelenggara Penilaian Kompetensi sesuai dengan
ketentuan yang berlaku
KELIMA : Badan T i Negara 1 peng: dan

pengendalian secara periodik atau sesuai kebutuhan terhadap
Unit P Penilaian
Manusia Aparatur dan Organisasi Kementerian Kelautan dan

i Biro Sumber Daya

Perikanan sebagai penilaian i pada

insians’ pamfintat; PENGAKUAN KELAYAKAN
KEENAM  : Dalam hal dan PENYELENGGARA PENILAIAN KOMPETENSI ASN

sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT tidak Nomor: 8/NK.03.02/5/2024

' bagaimana diatur datam Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 435 Tahun 2024

Satan Hepegala Hegarn :::j:;(’ Ttun a1 ;m““? Tanggal 25 Oktober Tahun 2024, menyatakan bahwa:

i ot G S Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi

m:;'“”"“‘ e e Kementerian Kelautan dan Perikanan =

; Telah memenuhi kesesuaian Standar Kelayakan Penyelenqgara Penilaian Kompetensi ASN dengan Kategori: "4%

KETUJUH : Keputusan ini berlaku scjak tanggal ditetapkan. b |

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Oktober 2024

Pit. KEPALA

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

Ditmdstzogei Sescer Elekironik

& rasromo pwpUTRANTO

Sertifikat ini berlaku mulai tanggal 25 Oktober 2024 - 25 Oktober 2027
pkartg, 25 Oktober

024
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IKU 6.

Persentase Penyederhanaan Struktur Organisasi KKP

w Bfnrb

MENU UTAMA
@ Dashboard

@ Tugas Penilaian

Contact Person
Onky - 083854521911

Irfan - 0811821411

Prihandoko -
082213531911

kemenkkp
Instansi

Dashboard | &

Nama Form
Tahun
Deskripsi

Batas Akhir

Tata Cara Penilaian Penyederhanaan Struktur Organisasi dan Penyesuaian Sistem Kerja Tahun 2024
2024
Penilaian Penyederhanaan Struktur Organisasi dan Penyesuaian Sistem Kerja ini digunakan dalam rangka Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2024

15 Oktober 2024

Evaluasi Kelembagaan

Tahun Evaluasi Kelembagaan 2022

Nilai Komposit

Dokumen Evaluasi Kelembagaan

89.54

+ Kuesioner_Evaluasi_Kelembagaan_KKP_2022 pdf

Penyederhanaan Struktur Organisasi (PSO)

Nilai A

Nilai B

Nilai C

1307

269

602

Copyright © 2024. Kementerian PANRB All right reserved.




7. IKU7.
Penetapan ASN Teladan Bidang Kelautan Dan Perikanan Tingkat Nasional

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
SEKRETARIAT MILITER PRESIDEN

Jalan Vederan Mo, I8, Jakara 100 10, Telepon ((K21) 3453628,
Faksimile (021} 3453628 Situs: www.sctinep. po bd

Momar . R=52/KSN/SM/GT.00.01/09/2024 2 September 2024
Sifat . Biasa

Lampiran : Satu berkas

Hal . Penyelesaian Surat Usul

Tanda Kehormatan Bintang

¥th. Menteri Kelautan dan Perikanan R
di Jalan Medan Meardaka Timur No. 16
Jakarta 10041

Berdasarkan
1. Undang-Undang Republik Indonesia Namaor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa,

dan Tanda Kehormatan Pasal 28, Ayat (3). perihal syarat khusus untuk memperoleh
Tanda Kehormatan Bintang Jasa;

2, Swal Menter Kelautan dan Perikanan RI Nomor B, 7TB&8/MEN-KP/AV/2024 tanggal 29 April
2024, perhal Usulan Mendapatkan Tanda Kehormatan Bintang Jasa Kementerian
Kelautan dan Perikanan Rl Tahun 2024 a.n. Dr. TB. Haeru Rahayu, A Pi., M.Sc.

Sehubungan dengan dasar lersebut, dengan hormat kami sampaikan bahwa hasil
Sidang Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Keharmatan memutuskan untuk Dr. TB. Haeru
Rahayu, A.Pi., M.Sc., belum dipertimbangkan untuk dianugerahi tanda kehormatan
sebagaimana yang diusulican,

Atas perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Militer Presiden,
ST
i s

Mayjen THI Rudy Saladin, M.A.

Tembusan:

1. Menteri Sekrataris Megara

2. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan
Keamanan
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 102 /TK/TAHUN 2024
TENTANG

PENGANUGERAHAN TANDA KEHORMATAN SATYALANCANA WIRA KARYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Mengingat

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang .bahwa sesuai usulan penganugerahan Tanda Kehormatan
Satyalancana Wira Karya melalui surat Menteri Energi dan
Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor T-140/KP.06/
MEM.S/2024 tanggal 13 Maret 2024 serta Menteri Kelautan dan
Perikanan Republik Indonesia Nomor B.429/MEN-KP/III/2024
tanggal 15 Maret 2024;

b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 18 Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nemor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda
Jasa, dan Tanda Kehormatan, tentang syarat khusus untuk
memperoleh Tanda Kehormatan Satyalancana Wira Karya adalah
berjasa dalam memberikan darma baktinya yang besar kepada
negara dan bangsa Indonesia sehingga dapat dijadikan teladan
‘bagi orang lain;

Menetapkan

o

bahwa Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan telah
memberikan pertimbangan pengusulan penganugerahan tanda
kehormatan tersebut;

KESATU

o

.bahwa penganugerahan tanda kehormatan tersebut penting
untuk menumbuhkan kebanggaan, sikap keteladanan, semangat
kejuangan, dan motivasi untuk meningkatkan darmabakti

kepada bangsa dan negara; KEDUA

e. bahwa ...

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-3-

PETIKAN

k:

ber untuk di

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1]

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, huruf b, huruf ¢, dan huruf d perlu menetapkan
Keputusan Presiden tentang Penganugerahan Tanda Kehormatan
Satyalancana Wira Karya atas nama Dr. Erwin Suryadi, S.T.,
M.B.A, dan kawan-kawan (13 erang);

-

.Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

(]

.Pasal 15 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;

w

. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nemor 20 Tahun 2009
tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomer 43, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5115);

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENGANUGERAHAN
KEHORMATAN SATYALANCANA WIRA KARYA.

TANDA

Menganugerahkan Tanda Kehormatan “SATYALANCANA WIRA
KARYA” kepada mereka yang nama, pangkat, jabatan, dan jasanya
tersebut dalam Lampiran Keputusan ini, sebagai penghargaan atas
jasa-jasanya dalam memberikan darma baktinya yang besar kepada
negara dan bangsa Indonesia sehingga dapat dijadikan teladan bagi
orang lain.

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN  Keputusan Presiden ini disampaikan kepada pejabat
vang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana
mestinya.

Keputusan Presiden ini disampaikan kepada yang

imana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Agustus 2024

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

tt.

JOKOQ WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
T SEKRETARIAT NEGARA RI
X

KE!
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLI
NOMOR 102 /TK/TAHUN 2024
TENTANG

IK INDONESIA

PENGANUGERAHAN TANDA KEHORMATAN
SATYALANCANA WIRA KARYA

DAFTAR NAMA WNI YANG MEMPEROLEH
TANDA KEHORMATAN SATYALANCANA WIRA KARYA

HNama

Panghkat /Jabatan

Uraian Jasa

2

3

4

Dr. Erwin Suryadi, S.T.,
M.B.A
NIP 372199

ST MT.
NIP 344708

‘Vice President,

Deputi
Dukungan Bisnis SKK
Migas

melakukan inovasi
dan peningleatan leapasitas
namma]dnnmﬂpadx

nilai TEDN uaa;a.?m ;u.ta

per\gndm um 129 Juu

d.a]nmnngm'l
mmhgm melakukan
inovast dan perbaikan tata
kelola pengadsan barang |
dan jasa kegiatan hulu
migas sehingga
memperkuat peran
Indonesia  pada  industri

huiu migas.
Berperan aktif dalam bidang
usaha hulu migas melahi
kelola usaha

migascﬁw}laydh"summ
bagian utara paska alih
kelola  dengan  metode
pemberian dukungan dan
sejak Ve,

=boran 2021 s.
g?é?mm%nkmnmu

Anton Mardivanta, §

4 5P
NIP 196703141993031005

Juliansyaly, S.Pi., M.P.
NIP 197307091993031003

Pi., M.Si.

s ;
NIP 198101032005021002

Pembina/ Pengawas Berperan akiif dalam bidang
Ahli Madya
pada Balai Besar inisiasi pengembangan
s Ty .

Pagm.smnmkmm sistem  intensif berbasis

Jenderal klaster mulai dari penataan

terian lagaut infrastruktar

Kelautan dan Perikanan |tambak, teknolog  dan
produlcs

penguatan kelompok,

di binaan BEPHAP
Jepara.
Pembina/ Pengawas Berperan aktif dalam bidang
Perikanan Ahli Madya perikanan air tawar melalui
Balai Peril
Budidaya Air Tawar ikan pada i di
Mandiangin daerah Pulang Pisau dengan
Jenderal i
Draya sistem i
Kelautan dan Perikanan | tanpa artemia (SIMITA] dari

Penata Tkl Pengawas
Ahli

Hud.l Balai Perikanan
Budidaya Air Tawar

Sungpi Galnm Jumbi
1

Pﬂ:ﬂcanan Budl Daya
Kementerian Kelautan
dan Perilanan

2

Tegar Resdiansyah, ST
WIF 9116131196

NIP 9016131181

Oketa Robian Pranata, S.T.

Asisten Man.qfer'
Penambangan PT Bulit
Agam Tbk

MENEUrangi  PengEUnNasn
bahan bakar minyak dan
‘emisi karbon dalam rangka
program  net
zeTO EmiSsIon yang
berkelanjutan serta
penggunaan  energl yang
efektif dan efisien.

Berperan altif dalem bidang
‘energi dan sumber daya
miineral ‘melalui

teknologi

informasi berupa aplikasi
SAMEBA (Sistern Automasi
dan Digitalisasi
Penambangan Bukit Asam)

yang melipu sistem piranti
T pada  kegiatan

3

Jamal, 5.Pi.. M.Si.
HNIP 15820120290’?01 1002

Hendra Sulistiono, S.8i.
NIF 198007252008011007

Berperan aktil dalam bidang

Keschatan lkan Akl atan kan :
pada Balai melalu
dan
Tkan dan Li Smart  Kit
Serang Direktorat Alkali dari Standard
deral Budi for  Actdity  or

cepat,

by
akurat, dan biaya yang
terjanglan.




= 2

i

Tri Wahyu Wibowo, S.Pi.,
M Fi.
NIF 198606262007011001

Agam Tri Wibowo, & Pi.
NIP 19861 1052009011001

Ahmad Hadi Prayogo,
58P i
NIP 198500262014031001

Penata Muda Thl/ Bememnai?“ﬁnhmkndang
5 D [OWS]  untuk
Jenderal Perikanan memisahkan limbah cair
Tangkap Kementerian berminyak
Kelautan dan Perikanan | kandungan di bawah batas
maksimum (15 ppm)
achelum pembuangan 5
kapal motor pe
ikan dan penghisap minyvak
g untuk
menanggulangi  tumpahan
mengurang:  pencemaran
lingkungan  dan
ian ehosistem laut
Penata Muda Tic1/ Berpéran alcif dalam bidang
F F 1 dan. i
pada Balai Perikanan ikan hias Nemo (Amphiprion
Budidaya Laut Ambon | sp/ dengan metode
Di Yoridaral i ; yang
Perikanan Budi Daya 50  varian

Hementerian m
dan Perikanan

iguighnailian B0
baru dengan kualitas, daya
saing, dan harga jual lebih

secara.
Penata/ Pengelola ‘Berperan aktif dalam bidang
Produksi Perikanan perikanan tangkap melahai
Tangkap Abli Muda inisiasi  modifikasi  alat
pada Balai Besar bantu  penangkapan ikan
Semarang Direktorat panel surya sebagai sumber
Jenderal Perikanan energi pada Lampu LED DC
Tangkap fan | unhik i

Helautan dan Perikanan | Green LED  Float untuk

sehingga  meningleatian
hasil tangkaparn,
Rl

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
B
1 2 3 4
13. | Reza Adhitama Nugraha Penata Muda Th.I/ Berperan aktif dalam bidang
JSPL Analis Standardisasi perikanan tangkap melalui
NIP 199612042019021002 | Ahli Pertama pada Balai | pendampingan dan
Besar P i o) ey kelompol
Semarang Direlstorat nelayan Kab, Jepara pada
Jenderal Peri gram  FUJI  LESTARI
Tangkap Kementerian | (FishApartment untuk
Kelautan dan Perikanan |Jadikan  Laut  Sehat,
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KEMENTERIAN KELAUTAMN DAM PERIKAMNAN
SEKRETARIAT JENDERAL

NOTA DINAS
Momor: 1740050 3P S40X/2024

¥th. : 1. Para Kepala Biro lingkup Sekretariat Jenderal
2. Kepala Pusat Data, Statistik, dan Informasi Sekretariat Jenderal
3. Para Sekretaris Direktorat Jenderal
4. Sekretaris Inspekitorat Jenderal
5. Para Sekretaris Badan
Dari : Kepala Biro SDM Aparatur dan Organisasi
Lampiran : 7 (fujuh) Lembar
Hal : Penyampaian Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik

Indonesia Momor 70 Tahun 2024 tentang Penerima Penghargan
Adibakti Mina Bahari Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun
2024

Tanggal : OF Oktober 2024

Sehubungan dengan telah ditelapkannya para penerima penghargaan
Adibakti Mina Bahar Kementerian Kelautan dan Perikanan Tabun 2024, yang
telah dianugahkan oleh Bapak Menteri Kelautan dan Perikanan pada Silaturahmi
Melayan Masional dan Apresiasi Kepada Stakeholders Sektor Kelautan dan
Ferikanan dalam rangka Bulan Bakti Kelautan dan Perikanan Tahun 2024 pada
tanggal 26 September 2024, berikut ini kami sampaikan Keputusan Menteri
Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Momor 70 Tahun 2024 tentang
Penerima Penghargan Adibakti Mina Bahari Kementerian Kelautan dan Perikanan
Tahun 2024 wyang teriampir pada MNota Dinas ini dan dapat diakses pada
https /idih . kkp.go_idd.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Dritandatangani
- Secars Elehlionin

Riza Trnanzah

Tembusan:
Sekretaris Jendearal

Dokwmen imi tclah ditnndstangami menggunakan senifikn elektromik yang dikcluarinn aolel BSrE. BSSM
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MEMUTUSKAN:
Menetapkan  : KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
TENTANG PENERIMA PENGHARGAAN ADIBAKTI MINA
BAHARI KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN
2024.
KESATU : i Adibakti Mina Bahari
Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2024 dalam 4
(empat) kategori penghargaan:
1. Adibakti Mina Bahari Aparatur Sipil Negara;
2. Adibakti Mina Bahari Kinerja;
KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA e oo SuERE Dty
NOMOR 70 TAHUN 2024 4. Adibakti Mina Bahari Prestasi; dan
TENTANG 5. Penghargaan Lainnya,
PENERIMA PENGHARGAN ADIBAKTI MINA BAHART dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2024 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri
ini.
DEMGAN PAHMAT TIIHAN VANG MIAHA ESA KEDUA Biaya vang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan
Menteri ini dibebankan pada anggaran masing-masing unit
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA, acuprasusieaelon L di Hnglorign Eeenteran Kelaigan duc
Perikanan.
Menimbang . a bahwa untuk mendorong upaya peningkatan Kinerja KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Kementerian Kelautan dan Perikanan, diperlukan adanya "
pemberian penghargaan adibakti mina bahari bagi Ditetapkan di Jakarta
Aparatur Sipil Negara, unit kerja nonpelayanan publik, pada tanggal 25 September 2024
unit kerja pelayanan publik, dan pemangku kepentingan MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
di bidang kelautan dan perikanan yang telah REPUBLIK INDONESIA,
menunjukaan kesetiaan, jasa, danfatau prestasi dalam
bidang tugasnya, serta ment kinerja organi: td.
yang baik, perlu menetapkan penerima penghargaan
adibakti mina bahari Kementerian Kelautan dan SAKTI WAHYU TRENGGONO
Perikanan Tahun 2024;
b. bahwa  berdasarkan  pertimbangan sebagaimana Salinan sesuai dengan aslinya
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Biro Hukum,
Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Penerima
Penghargaan Adibakti Mina Bahari Kementerian Kelautan ‘ ) e
dan Perikanan Tahun 2024;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916};

3. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2023 tentang
Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 89);

4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
63/PERMEN-KP/2018 tentang Pemberian Penghargaan
Adibakti Mina Bahari (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 1877);

5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomer 5
Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 126);

hitps=//jdih. kkp.go.id

Effin Martiana

hitps://jdif. kkp.go.id

Diakismen ini telals dtmnelatanczani menasumkan seniffkat cleksronik vans dikeluarkan oleh BSEE. BSSN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 70 TAHUN 2024

TENTANG

PENERIMA PENGHARGAAN ADIBAKTI MINA BAHARI
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN
2024

PENERIMA PENGHARGAAN ADIBAKTI MINA BAHARI KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2024

A. PENGHARGAAN ADIBAKTI MINA BAHARI APARATUR SIPIL NEGARA

1. Jabatan Tinggi Pratama : Imas Masriah, S.Pi

2. Administrator : M. Tahang, S.St.Pi.

3. Pengawas : Hilman Ramadhan, S.E.

4. Jabatan Fungsional Keahlian : Dr Dida Daniarsyah, S.Pd., M.Si.

B. PENGHARGAAN ADIBAKTI MINA BAHARI KINERJA

1. Level I . Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

2. Level I : Direktorat Perbenihan

C. PENGHARGAAN ADIBAKTI MINA BAHARI PELAYANAN

1. Level Utama : Direktorat Pengendalian Operasi Armada
2. Level Madya : Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kupang
3. Level Pratama : Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional Pekanbaru

D. PENGHARGAAN ADIBAKTI MINA BAHARI PRESTASI
1. Mendukung Program Ekonimi Biru

a. Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan kategori Pengelolaan Kawasan Konservasi Laut Berkelanjutan (Predikat Emas)

Dokumen ini telah d i sertifikat ik yang di

https://jdih.kkp.go.id/

oleh BSrE, BSSN
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b. Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan kategori Ketaatan dan Kepatuhan dalam Penataan Ruang Perairan/Laut, Pesisir dan
Pulau-Pulau Kecil

c. Provinsi Sumatera Barat dengan kategori Pengumpulan Sampah di Perairan dan Pesisir Pantai Purus Kota Padang Sumatera
Barat

d. Effendi Igirisa, S.Pi. M.M. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Biak Numfor dengan kategori KALAMO (Program Kampung
Nelayan Modern) Pendukung Kebijakan Program PIT dari sisi Sosial dan Ekonomi dalam bentuk Perlindungan dan
Pemberdayaan Nelayan

e. Dr. H. Purwanto, S.Kom., M.M.; CFP. Ketua Kelompok Koperasi Produsen Mina Mitra Mandiri dengan kategori Unit Produksi
Pakan Ikan Mandiri (UPPIM) Peningkatan Produksi Ikan Patin Penghasil Pakan Ikan Mandiri Sesuai SNI

f. PT. Bumi Menara Internusa, Provinsi Jawa Timur dengan kategori Unit Pengolahan Ikan (UPI) Sekala Besar dan Ekspor,
Diversifikasi Produk Konsumsi dan Pengolahan Zero Waste

g. Pokmaswas Air Pinang Simeulue Aceh dengan kategori Perlindungan dan Peningkatan Efektivitas Kawasan Konservasi

h. Agus Kusnandar, Suplier Penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dengan kategori Suplier dengan
Kinerja yang Baik dalam Penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan

i. Gapokkan Kampung Nila Kawali dengan kategori Kelompok Penggerak Smart Fisheries Village (SPV) Budidaya Ikan Nila
2. Lembaga Penyalur Kredit Usaha Rakyat (KUR) Sektor Kelautan dan Perikanan Terbaik

a. Juara I : PT. Pegadaian (Lembaga NonBank)
b. Juara Il : BPD Riau Kepri Syariah (Lembaga Bank Daerah)
c. Juara 1II : Bank Syariah Indonesia (BSI) (Perbankan Himbara)
3. Unit Pengelolaan Ikan (UPI) Skala Besar Terbaik
a. Juaral : PT. Pahala Bahari Nusantara (Provinsi Jawa Barat)
b. Juara Il : PT. Nutrindo Fresfood International (Provinsi Sulawesi Utara)

4. Unit Pengelolaan lkan (UPI) Skala Kecil Terbaik

a. Juaral : CV. Pesona Musi (Provinsi Sumatera Selatan)
b. Juara Il : Dinari (Provinsi Jawa Barat)
¢. Juara Il : UD. Family Food (Provinsi Jawa Timur)

https://jdih.kkp.go.id/

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan scrtifikat clektronik yang dikeluarkan olch BStE, BSSN
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5. Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (GEMARIKAN) untuk Perorangan Terbaik

a. Juaral : Eddy Siswanto
b. Juara Il : Darwati
c. Juara III : Celline Vanya Tsania Hasyim

6. Tenant Inkubasi Bisnis Inovasi Produk Kelautan dan Perikanan (INBIS INVAPRO KP) Terbaik

a. Juaral : Pempek Syamil (Provinsi Sumatera Selatan)
b. Juara Il : Bale Bahari (Provinsi Nusa Tenggara Barat)
c. Juara III : PT. Rumah Kuliner Indonesia (Provinsi Kepulauan Riau)

7. Kelompok Masyarakat Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut

a. Juaral : Kelompok Masyarakat Kompas Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat

b. Juara Il : Konservasi Alam Bawah Laut, Kampung Sanghiang, Desa Sukarame, Kecamatan Carita,
Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten

c. Juara III : Kelompok Laut Biru, Pantai Ba'batoa, Desa Lapeo, Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat

8. Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)

a. Juara [ : Kelompok Masyarakat Pengawas Kelompok Masyarakat Pantai Selatan/ KOMPAS
(Provinsi NTB)

b. Juara Il : Kelompok Masyarakat Pengawas Jaya Bahari Abadi (Provinsi Lampung)

c. Juara III : Kelompok Masyarakat Pengawas Nila Jaya (Provinsi Jawa Tengah)

9. Kelompok Pembudidaya Ikan Terbaik

a. Juara I : Pokdakan Putra Mandiri, Kabupaten Sukabumi (Budidaya Ikan Air Tawar)

b. Juara II : Pokdakan Istana Mina Citarum, Kabupaten Karawang (Budidaya Ikan Air Tawar)

¢. Juara III : Pokdakan Cipancur Cimahi Farm, Kabupaten Sukabumi (Budidaya Ikan Air Tawar-Nila
dan Pakan Mandiri)

10. Pembudidaya Inovatif Nila Salin : Alwi Tunggul Prianggono, Kabupaten Indramayu

11. Pembudidaya Inovatif Lobster : Effendi Wong, Kota Sibolga

https:/jdih.kkp.go.id/
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E. PENGHARGAAN LAINNYA

1. Kepala Tim Kerja Terbaik : Doni Wiryadinata, S.St.Pi., M.Kom.
2. Polisi Khusus Bidang Kelautan dan Perikanan Teladan
a. Juara I : Saiful Anam S.Pi
b. Juara II : Muhammad Igbal, S.Pi
c. Juara Il : Setyo Budi Raharjo, S.Pi
3. Penyuluh Perikanan Terbaik
a. Juaral : Fahmi Lubis Rhafsanzani, A Md
b. Juara II : Ir Meiske Sipasulta
c. Juara III : Fridudin, S.Pi
4. Kapal Pengawas Berprestasi
a. Juaral : Kapal Pengawas Paus 01
b. Juara II : Kapal Pengawas Orca 06
c. Juara Il : Kapal Pengawas Orca 02
5. Pelabuhan Perikanan Pusat Teladan
a. Juaral : Pelabuhan Perikanan Nusantara Sibolga
b. Juara II : Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan
c. Juara III : Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap

6. Pelabuhan Perikanan Daerah Teladan

a. Juaral : Pelabuhan Perikanan Mayangan
b. Juara Il : Pelabuhan Perikanan Bajomulyo
c. Juaralll : Pelabuhan Perikanan Muncar

7. Inovasi Pelayanan Publik
a. Juaral
Mantap dan Istimewa Idaman Nelayan)

b. Juarall
Spesifik Konservasi Alam Laut)

: Balai Besar Penangkapan Ikan (BULIK MANIS IDAMAN NELAYAN/Bubu Lipat lkan

: Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional Pekanbaru (KADO SPESIAL/Kawasan Bando

https://jdih.kkp.go.id/

Dokumen ini telah di i menggunakan sertifikat yang dikeluarkan oleh BSTE, BSSN
i

c. Juara Il
Inkubasi Bisnis Inovasi Produk)

: Balai Besar Pengujian Penerapan Produk Kelautan dan Perikanan (INVAPRO KAPE/

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN

REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SAKTI WAHYU TRENGGONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

5 Ditandatangani
- Secara Elektronik

hitps://jdih.kkp.go.id/

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan scriifikat clektronik yang dikeluarkan olch BStE, BSSN

Laporan Kinerja Tahun 2024

Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi
Jin. Medan Merdeka Timur No.16 Jakarta Pusat



8. IKU8

Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi KKP

o}

MENU UTAMA
@ Dashboard

B Tugas Penilaian

Contact Person
Onky - 083854521911

Irfan - 0811821411

Prihandoko -
082213531911

wer

MENU UTAMA
(@ Dashboard

B Tugas Penilaian

Contact Person
Onky - 083854521911
Irfan - 0811821411

Prihandoko -
082213531911

UOKUMEN Matriks penyeaernanaan DIfoKrast

Dokumen Formulir Jabatan Administrasi yang
Dipertahankan

Implementasi Sistem Kerja

Dokumen peraturan (bukan Surat Edaran) yang telah
ditetapkan pimpinan instansi

5 SK tim kerja yang sesual dengan PK tahun 2023 di
lingkungan unit Sekretariat

5 SK tim kerja yang sesuai dengan PK tahun 2023 di
lingkungan unit teknis

Dokumen Jawaban Atas Pertanyaan Pendalaman

Dokumen proses bisnis yang telah ditetapkan
ada sistem kerja untuk

Formulir_Jabatan_Administrasi_yang_Dipertahankan_KKP.xisx

« Kepmen_KP_Nomor_43_Tahun_2023_ttg_Mekanisme_Kerja.pdf

* SP_Tim_Kerja_Setditjen_PKRL_28_Jun_24.pdf
ST_Tim_Kerja_Setditjen_PB_2_Sep_24.pdf
ST_Tim_Kerja_Setditjen_PDSPKP_8_Jan_24.pdf
ST_Tim_Kerja_Setitjen_1_Jul_24.pdf

« ST_Tim_Kerja_Biro_KeuBMN_1_Apr_24.pdf

« SP_Tim_Kerja_DIt_PRL_28_Jun_24.pdf
ST_Tim_Kerja_Dit_Rumput_Laut_3_Sep_24.pdf
ST_Tim_Kerja_Dit_Pemasaran_12_Jan_24.pdf
ST_Tim_Kerja_BBP3KP_8_Jan_24.pdf

« SP_Tim_Kerja_BPSPL_Denpasar_28_Jun_24.pdf

« Pertanyaan_Pendalaman_KKP.pdf

Permen_KP_Nomor_3_Tahun_2024_ttg_Proses_Bisnis_KKP.pdf

birokrasi
Copyright © 2024. Kementerian PANRB All right reserved.
Peny Struktur O isasi (PSO)
Nilai A 1307
Nilai 8 269
Nilai ¢ 602
Nilai PSO 147.23%

Dokumen SOTK sebelum penyederhanaan birokrasi
Dokumen SOTK setelah penyederhanaan birokrasi
Dokumen Matriks penyederhanaan birokrasi

Dokumen Formulir Jabatan Administras! yang
Dipertahankan

Implementasi Sistem Kerja

Dokumen peraturan (bukan Surat Earan) yang telah
ditetapkan pimpinan instansi

5 SK tim kerja yang sesuai dengan PK tahun 2023 di
lingkungan unit Sekretariat

* SOTK_KKP_sebelum_PSO.pdf

* SOTK_KKP_setelah_PSO.pdf

« Matriks_PSO_KKP_update_OTK_2024.pdf

Formulir_Jabatan_Administr

i_yang_Dipertahankan_KKP.xlsx

« Kepmen_KP_Nomor_43_Tahun. 2023_ttg_Mekanisme_Kerja pdf

SP_Tim_Kefja_Setditjen_PKRL_28_Jun_24.pdf
ST_Tim_Kerja_Setditjen_PB_2_Sep_24.pdf
ST_Tim_Kerja_Setditjen_PDSPKP_8_Jan_24.pdf
ST_Tim_Kerja_Setitjen_1_Jul_24.pdf
ST_Tim_Kerja_Biro_KeuBMN_1_Apr_24.pdf

Copyright © 2024. Kementerian PANRB All right reserved.

kemenkkp o
Instansi

kemenkkp

Instansi




9. IKU9
Indeks BerAKHLAK KKP

w panrb e® srRiN
A = - '.' -~

\/ HASIL PENILAIAN INDEKS BerAKHLAK 2024

Nama Instansi Pemerintah: Kementerian Kelautan dan Perikanan

Berdasarkan hasil survel dan evaluasi budaya kerja ASN BerAKHLAK yang dilakukan
oleh Kementerian PANRE, diperoleh Indeks BerAKHLAK:

78.9% (Sehat)
Tabel 1. Perhitungan Indeks BerAKHLAK
No Penilalan Bobot (%) Hasil Formulasi
1 |Hasil Survei BerAKHLAK 80 76.0% 60.8%
| 2 |Hasil Evaluasi Organisasi 20 29/32 18.1%
Indeks BerAKHLAK 78.9%,
Indeks BerAKHLAK rata-rata Nasional 68.1%

mm Deskripsi
75% - 100% Nilai BerAKHLAK sudah sangat erat
menjadi bagian dari perilaku kerja sehari-
hari dan menjadi ciri khas yang mewakili
individu di dalam organisasi tersebut
Cukup Sehat 50% - 74,9% | Pegawai sudah mengimplementasikan
yang nilai-nilai BerAKHLAK dalam perilaku
kerja sehari-hari dengan baik
C Tidak Sehat 25% - 49,9% | Pegawai memiliki tingkat implementasi
nilai BerAKHLAK yang rendah ke dalam
perilaku kerja sehari-hari
0% - 24,9% Pegawai memiliki tingkat implementasi
nilai BerAKHLAK yang sangat rendah ke
dalam perilaku kerja sehari-hari
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V’ A. Hasil Survei BerAKHLAK

Nilai Akhir Survei: 76.0%

Tabel 3. Profil Responden

Gar k Jumiah

Jenis Kelamin

Laki-laki 356

237

Status Kepegawaian

PNS 480

PPPK 133
Jabatan

JPT 33

Non JPT 560
Pendidikan

SMA Kebawah 109

Diploma 106

S1/DIV 285

S2/83 93

Tabel 4. Nilai Per Dimensi dan Saran Peningkatan

Berorientasi
Pelayanan
(72.0%)

- Melakukan forum dialeg atau diskusi secara berkala dengan
untuk kebutuhan mereka

- Melakukan evaluasi dalam bentuk survei, diskusi secara daring
maupun luring secara berkala untuk mendapatkan umpan balik

- Membuka akses informasi seluas-luasnya yang relevan untuk
masyarakat terkait pelayanan yang diberikan melalui media sosial,
webinar maupun media lainnya yang lefjangkau

- Meli dan untuk isipasi secara
aktif dalam proses perencanaan program dan kegiatan

- Melakukan evaluasi secara teratur mengenai program yang
dilaksanakan untuk peningkatan program sesuai kebutuhan

- Melakukan mcmwnng pelaksanaan program sesuai dengan

dan

stakeholder

teknologi untuk
yang baik, cepat dan tepat

- Membuat standar operasional pelayanan, termasuk ketepatan
wakiu dan kesesuaian prosedur layanan

- Mendorong sistem sistem pelaporan yang responsif dan bisa
dimonitoring secara real-t

- Membuat sistem menitoring kinerja bagi pegawai ya
untuk mendukung efektifitas pelayanan tanpa supervisi lang:

- Memberikan penghargaan bagi pegawai yang berkinerja tinggi
untuk langgung jawab

7

@?punrb sBeRIN
= W=

=

wPunrb oBsRIN
: w==—

Dimensi

S

Kolaboratif
(75.0%)

- Membentuk jaringan kolaborasi anlara unitfinstansi untuk berbagi
sumber daya dan informasi.

- Mengadakan kegiatan atau acara yang mendorong interaksi antar
pegawai dari berbagai unit untuk meningkatkan kerja sama.

- Menerapkan sistem formal untuk pengumpulan masukan dari

pegawai agar mereka merasa lebih dilibatkan dalam proses

pengambilan keputusan.

wPanrb eBeRIN
. -y -

- Memberikan pelat‘ri«an bagi pegawai untuk meningk‘alkxn
kemandirian kerja

Akuntabel
(79.0%)

- Menetapkan metode penilaian kehadiran dan ketepatan waklu
yang jelas.

target waku
pegawai

- Memngkalkan pemantauan kepatuhan terhadap prosedur
kerja/SOl

bagi seluruh

Kompeten
(76.0%)

- Membankan akses kepada pegawai untuk bisa mengikuti pefatihan
non klasikal melalui portal pengembangan kompetensi dengan
mudah

- Melakukan pemantauan keikutsertaan pegawai dalam program
pengembangan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan
jabatan masing-masing

- Memban‘kan pendampingan bagi pegawai untuk memilih program

kompetensi yang tepat sesuai

jabatan

Harmaonis
(77.0%)

- Penahankan program-program yg sudah berjalan baik
- Program yg sudah ada dilakukan secara berkala

Loyal
(87.0%)

- Pertahankan program-program yg sudah berjalan baik
- Program yg sudah ada dilakukan secara berkala

“Adaplit

- Mengadakan pelatihan inovasi dan kreativitas secara rutin untuk

(73.0%)
baru.

- Membangun kebiasaan inovasi dari hal-hal sederhana seperti
mengganti penggunaan kertas dengan dokumen elekironik,
penataan spasial kantor yang segar, fungsional, dan fieksibel

- Memberikan insentif atau penghargaan untuk pegawai yang
berhasil menerapkan ide inovatif yang berdampak positif bagi
organisasi.

forum unluk

pegawai dalam 1 solusi

dan i metode

keqa lama serta
kualitas,

i potensi

menmmng krealifitas pegawai.

kerja yang sehingga dapat

senior dapat
kepada pegawal yang !eblh muda atau seba |mea atau

program f

session di mana pegawai

mereka

yang terbukti me;mluk: krealmlas.‘mnvasn
bu

ion dengan eksternal

daya
unluk mengambil inisiatif dan menyampalkan ide-ide mereka tanpa
takut gagal.
- Menyediakan sumber daya dan dukungan yang memadai bagi
pegawai yang mengambil inisiatif perubahan untuk memastikan
keberhasilan implementasi.
- Membangun kebiasaan anti-bullying bagi siapapun yang aktif
menyampaikan ide/masukan agar tidak terkondisi seperti diberikan
punishment saat memberi i

awai

V A. Hasil Evaluasi Organisasi

Hasil akhir evaluasi organisasi: 29/32

%‘ panrb e®smIN
-y

Tabel 5. Evaluasi Organisasi

Komponen Penilaian | \ G
Launching Core Values ASN 2 Launching Core Values ASN BerAKHLAK
BerAKHLAK Sudah dilaksanakan (Oleh Menteri)
Tersedianya rencana 2 Sudah lersedia Rencana AksilProgram
program/kegiatan/aksi BerAKHLAK
BerAKHLAK

Publikasi 2 Publikasi BerAKHLAK Sudah dilakukan secara
Poster/Banner/Baliho/Videotro Berkala

n BerAKHLAK secara berkala

Penggunaan logo BerAKHLAK 2 Penggunaan logo BerAKHLAK Sudah
{Background Zoom, Twibbon, dilaksanakan

Bahan Paparan, Seminar Kit,

Pakaian Dinas, Kendaraan

dinas, atau atribut dinas lain)

Publikasi konten BerAKHLAK 1 Publikasi konten BerAKHLAK pada akun media
pada akun media sosial sosial instansi sedang dalam proses
| instansi secara berkala

Podcast 2 Podcast Implementasi/Sosialisasi BerAKHLAK
Implementasi/Sosialisasi Sudah dilaksanakan

BerAKHLAK

Publikasi Media Massa 2 Publikasi Media Massa Cetak/Online Sudah
Cetak/Online dilakukan secara berkala

Penyelenggaraan Forum 2 Penyelenggaraan Forum Komunikasi Berkala

i Berkala Sudah

Pelaksanaan Sharing 2 ‘Sharing

Knowledg i Sudah

Penguatan Peran Agen 2 Penguatan Peran Agen Perubahan/Tim

Tim Pengg gg! Budaya Kerja Sudah dilaksanakan

Budaya Kerja

Penyusunan Kebijakan 2 Penyusunan Kebijakan Implementasi
Implementasi BerAKHLAK BerAKHLAK Sudah dilaksanakan (Surat Edaran

is Jenderal
a.n Menteri|
Penyusunan Contoh Perilaku 2 Penyusunan Contoh Perilaku Sudah
Pelaksanaan 2 Pelaksanaan penghargaan/apresiasi untuk
penghargaan/apresiasi untuk pegawai/unit kerja terkait implementasi
pegawailunit kerja terkait BerAKHLAK Sudah dilaksanakan
ar

Partisipasi Survei Indeks. o Tidak ikut Berpartisipasi pada Survei Indeks
| BerAKHLAK 2022 BerAKHLAK 2022

| Partisipasi Survei Indeks 2 Ikut Berpartisipasi pada Survei Indeks
BerAKHLAK 2023 BerAKHLAK 2023

Kegiatan lain terkait 2 Kegiatan lain terkait BerAKHLAK Sudah
BerAKHLAK il
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10. IKU 10

Presentase Rekomendasi Kebutuhan JF Daerah

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
SEKRETARIAT JENDERAL

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520351

>

apian ¥ T p—— SUREL stien@ip 9o if
Nomor : B.5252/SJ.3/KP.210/XI2024 18 Desember 2024
Sifat : Biasa
Hal : i Jabatan F i Bidang

Kelautan dan Perkanan

Yth. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Barat
di-
tempat

Sehubungan dengan surat Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa
Tenggara Barat Nomor 500.5.4/225.5/04/Dislutkan/2024, tanggal 12 Desember 2024 perihal
Usulan Usulan Kebutuhan Formasi JF Bidang PDSPKP, bersama ini kami sampaikan
beberapa hal sebagai berikut:

1. berdasarkan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi,
Nomor B/528/M.SM.01.00/2018, tanggal 15 Oktober 2018, hal Mekanisme Pengangkatan
PNS dalam Jabatan Fungsional, disebutkan bahwa dalam penyampaian usulan formasi
kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi wajib didahului
dengan penyampaian usulan kepada Instansi Pembina Jabatan Fungsional untuk
mendapatkan rekomendasi; dan

2. berkenaan dengan hal tersebut, telah dilakukan validasi hasil penghitungan
Jabatan F Bidang Kelautan dan Perikanan yang diusulkan

oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perkanan Provinsi Nusa Tenggara Barat dan pada
prinsipnya kami menyetujui usulan tersebut, dengan rincian keseluruhan sebagai berikut:

No. Jabatan Fungsional Jenjang | Bezetting | Usulan | Rekomendasi
Pembina Mutu Hasi Kelautan dan [ Perama : B :
1 s ANl Muda 2 3 3
" Ani Madya - 2 2
Asisten Pembina Mutu Hasil Jecamot - 3 3
2 [ Ketautan dan Perikanan e - 3 3
Penyeka - 3 3
ANl Pertama - 3 0
ANl Muda 2 3 3
3 | Anats Pasar Hast SR = 2 .
Terampil - 2 2
WMahic 2 2
Penyeka - 1 1
Jumiah 5 32 32

Dolurmcn ini telah ditandangsni mosgrunslin scrtifilat cickivail yang dilchisrin oich BSeE, BSSN

11. IKU 11

ini dapat diy sebagai dasar untuk permohonan

Jabatan F Bidang Kelautan dan Perikanan di

lingkungan unit kerja Saudara kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal
Kepala Biro Sumber Daya Manusia
Aparatur dan Organisasi,

( )I!llvmwl.-ny.vu
¥ ) Secara Liektrone

Riza Trianzah
Tembusan:
1. Sekretaris Jenderal, Kementerian Kelautan dan Perikanan
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan

Dolurmen i telah Slandaargsn: mosgrunshan sortifikat bl yang dilchasrban oich BSeE. BSSN

Nilai Minimal yang dipersyaratkan unit Kerja Berpredikat menuju Wilayah

Bebas dari Korupsi (WBK)

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
INSPEKTORAT JENDERAL

MEMORANDUM
NOMOR 154/ITJ/KP.T50rX1/2024

Yth. - Menteri Kelautan dan Perikanan

Dari - Inspektur Jenderal

Perihal - Hasil Penilaian terhadap Unit Kerja yang diusulkan mendapat Predikat
Wilayah Bebas dari Korupsi di Lingkungan KKP Tahun 2024

Lampiran - 1 (satu) berkas

Tanggal : 22 November 2024

Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024
tentang Tim Penilai Internal Pembangunan Zona Integritas (Z1) Menuju Wilayah Bebas
dari KorupsiiWilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WEKWEBBM) di Lingkungan
Kementerian Kelautan dan Perikanan, Tim Penilai Internal telah melaksanakan
penilaian terhadap 14 unit kerja yang diusulkan Eselon | untuk mempercleh Predikat
WBK dari Menteri Kelautan dan Perikanan. Penilaian dilakukan melalui tahapan
penilaian lapangan mulai 20 Agustus s.d. 28 September 2024 dan dilanjutkan dengan
Pleno TP| KKP pada 14-18 Oklober 2024,

dengan pada Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB) Nomor 90

Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju WEBKWBEM

di Instansi Pemerintah serta Keputusan Inspektur Jenderal KKP Nomor 54 Tahun

2024 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Pembangunan ZI Menuju WBKWEBEM

pada Unit Kerja di Lingkungan KKP, dengan hasil sebagai berikut:

1. Sebanyak 13 unit kerja telah memenuhi syarat dan dapat direkomendasikan untuk
ditetapkan sebagai unit kerja berpredikatl Menuju WBK.

2. Sebanyak 1 (satu) unit kerja tidak lulus karena tidak memenuhi syaral ambang
batas nilai setiap komponen pengungkit minimal 60. Rekapitulasi hasil pleno
terlampir.

Terkait hasil penilaian tersebut, dimohonkan kepada Bapak Menteri Kelautan

dan untuk pkan 13 unit kerja yang telah memenuhi syarat
sebagai unit kerja berpredikat Menuju WBK di Lingkungan KKP Tahun 2024,

sebagaimana terfampir.

2

Demikian disampaikan untuk mendapat arahan lebih lanjut. Atas perhatian dan

perkenan Bapak diucapkan terima kasih.
Ditanaatangan
Socara Elokiranix

Tornanda Syaifullah

1. wWWakil Menteri Kelautan dan Perikanan
2. Sekretaris Jenderal

Laporan Kinerja Tahun 2024

Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi

JIn. Medan Merdeka Timur No.16 Jakarta Pusat



Lampiran Memorandum
Momor C1E8AHITIHNKP.TSOSXI 2024
Tanggal : 22 November 2024

REKAPITULASI HASIL PLENO PENILAIAN PEMBANGUNAN ZI MENUJU WEBK
LINGKUP KKP TAHUN 2024

No Nama Satker Milai Keterangan
Balai Pengujian Kesehatan ikan -

1 Dan Lingkungan (BPKIL) Serang 8.0 L
Birc Perencanaan 85.86 Lulus
Direktorat Pengendalian Opearasi

3 Armada (POA) 84.98 Lulus
Balai Layanan Usaha Produksi

<4 Perikanan Budi Daya (BLUPPB) 84.17 Lulus
Karawanog
Pelabuhan Perikanan Musantara _

5 Kwandandg 83.78 Lulus
Balai Pelatihan dan Penyuluhan

6 | Perikanan (BPPP) Bitung 5305 Ll
Balai Perikanan Budidaya Air

7| Tawar (BPBAT) Tatelu e Luters
Biro Humas dan Kerja Sama _

8 | Luar Megeri (BHIKL N} 8229 Ll
Politeknik Kelautan dan

2 Perikanan Jembrana 185 Lulos
Pelabuhan Perikanan Musantara

10 (PPN} Ternate B82.56 Lulus
Politeknik Kelautan dan _

11 | parikanan Bitung BO. AT Ll

1z F'oll_teknlk Kelautan dan 80.46 Lulius
Perikanan Karawang
Biro Sumber Daya Manusia

13 | Aparatur dan Organisasi 79.51 Lulus
(SDMAOC)
Pelabuhan Perikanan Samudera i

T4 (PPS) Bungus ¥6.56 Tidak Lulus

« Tidak lulus karena tidak memenuhi persyaratan ambang batas minimal 60 pada
komponen pengungkit Area Manajemen Perubahan dan Penataan Tata Laksana

12. IKU 12

Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Biro SDM Aparatur dan Organisasi

Uraian hasil penilaian terhadap masing-masing komponen kinerja dapat

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN dikemukakan sebagai berikut
= % z SEKRETARIAT JENDERAL o
% H JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 18 a. Perencanaan Kinerja
% & JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041 1) Dokumen Perencanaan Kinerja Tahun 2024 berupa Renstra Sekretariat
e, v.«“ TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520351 Jenderal Tahun 2020-2024, Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi, Rencana
*etayran LAMAN st kkpige o SURFL pafieinikig) gl Kerja Anggaran, Matrik Peran Hasil dan Sasaran Kinerja Pegawai
seluruhnya telah tersedia dan ditandatangani oleh pejabat yang
Momor : B.1258/SJ/RC.610/X/2024 30 Oktober 2024 berwenang (diformalkan). Indikator kineria yang ditetapkan telah
Sifat : Segera memenuhi standar yang baik, yaitu memenuhi kriteria SMART dan
Lampiran : Satu berkas dilakukan cascading level atas dengan level di bawahnya
Hal ¢ Hasil Penilaian Mandiri SAKIP Tahun 2024

Yth. Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi
di
Jakarta

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri KP Nomor 35 Tahun 2023 tentang
Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan KKP, bersama ini disampaikan Hasil
Evaluasi Implementasi SAKIP Tahun 2024 pada Biro Sumber Daya Manusia dan
Organisasi, Sekretariat Jenderal, sebagaimana uraian berikut:

1. Tujuan evaluasi adalah untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP
dilaksanakan. serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang
tepat sasaran dan berorientasi hasil, sehingga diharapkan dapat mendorong
setiap unit kerja untuk berkomitmen dan secara konsisten mewujudkan capaian
kinerja (hasil) yang telah direncanakan melalui implementasi SAKIP.

2. Evaluasi dilakukan melalui penilaian terhadap 4 (empat) komponen manajemen
kinerja, meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja,
dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

3. Berdasarkan hasil evaluasi, AKIP Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi

Tahun 2024 memperoleh nilai 82,20 dari nilai maksimum 100 atau mendapat b

predikat A (Memuaskan). dengan rincian sebagaimana diuraikan pada Tabel 1

di ini dan detail Lembar Kerja Evaluasi melalui tautan

hittp: ly/2023 LKEEvaluasiSAKIPLevellSetien.
Tabel 1. Hasil Penilaian AKIP pada Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi Tahun 2024
Ta Komponen Yang Dinilal Bobot

7023 2024
i [ Perencanaan Rinera 30 25,50 22.20
2. | Pengukuran Kinena 30 24,60 24.00
3| Pelaporan Kinerja 15 1380 1350
4. | Evaluasi Axuniabilias Kineia intermal 75 30,50 2250
Hilai Hasil Evaluasi 100 84.70 20
kal Penilaian A (Memuaskan] A (Memuaskan) e-
Keterangan

= Tahun 2023 berdasaskan Memorandum Kepala Biro Perencanaan Nomor. 1007/SJ.1/HP.A4NXIN2023 Tanggal 14
Desember 2023 nal Hasi Penileian Mandi SAKIP Lavel Il Lingkup Sekretanat Jenderal Tahun 2023
*  Tahun 2024 baraasaran hasil penilaian mands tahun 2024 malalul apisas! kinerjaku

Ukuran Keberhasilan (Indikator Kinerja) telah memenuhi kriteria SMART,
kualitas rumusan hasil {tujuan/sasaran) telah jelas menggambarkan
kondisi kinerja yang akan dicapai, indikator kinerja telah menggambarkan
kondisi kinerja utama yang harus dicapai, tertuang secara berkelanjutan,
target yang ditetapkan dalam perencanaan kinerja dapat dicapai
(achievable), dan realistis, dokumen perencanaan kinerja telah
menggambarkan kebutuhan atas kinerja sebenarnya yang perlu dicapai,
perencanaan kinerja dapat memberikan informasi tentang hubungan
kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aklivitas antar bidang/dengan tugas
dan fungsi lain yang berkaitan (crosscutting)., anggaran yang ditetapkan
telah mengacu pada kinerja yang ingin dicapai, aktivitas pada rencana aksi
yang akan dilaksanakan telah mendukung kinerja yang ingin dicapai. target
yang ditetapkan dalam perencanaan kinerja telah dicapai dengan baik,
atau setidaknya masih on the right irack, rencana aksi kinerja dapat
berjalan dinamis karena capaian kinerja selalu dipantau secara berkala

Upaya yang bisa dihargai dalam pemenuhan kriteria perencanaan kinerja
yaitu melakukan rekonsiliasi secara berkala (sefiap tahun) atas
perencanaan kinerja bersama dengan seluruh unit kerja lingkup
Sekretariat Jenderal dikoordinasikan oleh Biro Perencanaan sebelum
Perjanjian Kinerja ditandatangani cleh pimpinan unit kerja dan
pelaksanaan dialog kinerja organisasi

Pengukuran Kinerja

1

Pengukuran kinerja dilakukan setiap triwulan melalui sisiem aplikasi
pengelolaan kinerja (kinerjaku._kkp.go.id). Pengukuran kinerja dilakukan
sesuai manual indikator kinerja serta dilengkapi dengan data dukung
yang relevan dan memadai. Pengukuran kinerja menjadi dasar dalam
penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja.

Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Biro Sumber Daya Manusia dan
Organisasi s.d Triwulan IV Tahun 2023 sebesar 108,25 dan Triwulan |
Tahun 2024 sebesar 114,59.

Pelaporan Kinerja

N

2)

Laporan Kinerja Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi telah disusun
setiap triwulan dan disampaikan kepada Sekretariat Jenderal dengan
tepat wakiu.

Substansi Laporan Kinerja Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi

Laporan Kinerja Tahun 2024
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Tahun 2023 dan Triwulan | Tahun 2024 telah sesuai standar, yaitu
mengungkap seluruh  informasi tentang pencapaian kinerja dan
menginformasikan hal-hal sebagai berikut:

a) Perbandingan realisasi kinerja., analisis dan ewvaluasi realisasi kinerja
dengan target tahunan, jangka menengah, dan tahun-tahun
sebelumnya.

b) Kualitas atas keberhasilan/kegagalan mencapai target kinerja beserta
upaya nyata dan/atau hambatannya.

c) Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja untuk
Laporan Kinerja Tahunan.

d) Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

d. EwaluasiInternal

1) Ewaluasi akuntabilitas kinerja internal telah dilakukan melalui kegiatan
penilaian mandiri sesuai dengan Pedoman Penilaian Mandiri Lingkup
Sekretariat Jenderal yang ditetapkan dan menggunakan aplikasi kinerjaku.

2) Telah terjadi peningkatan implementasi SAKIP dengan melaksanakan
seluruh tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja
internal Tahun 2023.

3) Hasil ewvaluasi akuntabilitas kinerja internal telah dimanfaatkan wuntuk
perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

4. Catatan atas hasil penilaian mandiri atas evaluasi SAKIP Biro Sumber Daya
Manusia dan Organisasi tahun 2023 telah ditindaklanjuti dan dapat diakses
melalui tautan htips:/bit.ly/ROSDMAOTL EvSAKIP2023.

5. Upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja di
lingkungan Birc Sumber Daya Manusia dan Organisasi direkomendasikan
kepada Saudara agar
1) Meningkatkan capaian indikator kinerja Tahun 2024 lebih baik dari capaian

Tahun 2023
2) Meningkatkan nilai komponen perencanaan, pengukuran dan pelaporan
kinerja pada tahun 2024.

Tindak lanjut terhadap rekomendasi tersebut diharapkan dapat diselesaikan
pada Januari 2025.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara diucapkan terima kasih.

Sekretaris Jenderal

Rudy Heriyvanto Adi Nugroho
Tembusan ¥th:
Inspektur I, Inspektorat Jenderal.

13. IKU 13
Indeks Profesionalitas ASN Biro SDM Aparatur dan Organisasi (Indeks)

s Lampiran Surat Direktur Jabatan ASN
Nomor : 28/B-BM.02.01/SD/C.1I/2025
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA Tanggal : 3 Januari 2025
Jalan Mayor Jenderal Sutoyo Nomor 12 Cililitan, Kramat Jati, Jakarta Timur 13640
Telepon (021) BO93008; Faksimile (021) 8090421

Laman: www bkn.go.id/ Pos-gl: humas@bkn.go.id Nilai Indeks Profesioanalitas ASN Tahun 2023
di Li ian dan i
Nomor : 28/B-BM.02.01/SD/C.11H2025 Jakarta, 3 Januari 2025 Bi
Sifat : Biasa Jenis | Jumlah e Nllai | yearegori
Lampiran  : 1 (satu) berkas Pegawai | Pegawai | Kualifikasi | Kompetensi | Kinerja | Disiplin | Indeks g
Hal : Hasil Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN -
Kementerian Kelautan dan Perikanan PNS 10598 21,79 3407 2529 | 500 | 8615 | Tinggi
PPPK 436| 24,57 19,66 2461 | 500 | 7571 | Sedang
¥th. Kepala Biro SDM Aparatur dan Organisasi ASN 11.033| 21,90 33,50 2526 | 500 | 8566 | Tinggi
Kementerian Kelautan dan Perikanan
di
Jakarta

Berkenaan dengan Surat Saudara Nomor B.4989 /SJ.3/TU.210/X1/2024 perihal
Permintaan Data Capaian Pengukuran Indeks Profesionaltas ASN di lingkungan
Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2023, bersama ini kami sampaikan nilai
capaian Indeks Profesionalitas ASN dari 10.598 (sepuluh ribu lima ratus Sembilan
puluh delapan) Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 435 (empat ratus tiga puluh lima)
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Kementerian
Kelautan dan Perikanan sebesar 85,66 dengan nilai per Dimensi terlampir.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih

Direktur Jabatan ASN,

Tembusan :
Deputi Bidang Pembinaan Penyelenggaraan Manajemen ASN, sebagai laporan;
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KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

SEKRETARIAT JENDERAL Target sebesar 85 (kategori Tinggi), sehingga prosentase capaian sebesar

102,41% (melebihi target). terlampir nilai detall;

NOTA DINAS

Mo REaE LA T4t iE0ss 3. Capaian IKU IP ASN di lingkungan KKP Tahun 2024 dan Target Semestsr | dan

Semester II/Akhir Tahun 2025, sebagai berikut:

Yih - 1. Para Kepala Biro lingkup Sekretariat Jenderal;
2. Kepala Pusat Data, Informasi dan Statistik;
3. Para Sekretaris Direktorat Jenderal lingkup KKP;
4. Sekretaris Inspekiorat Jenderal KKP: Mot 2024 Taiget 2025
5. Para Sekretaris Badan; No. Unit Perlode Semester
Dari : Kepala Biro SDM Aparatur dan Organisasi Capaian | Target s Purg o . I/ Akhir
Hal . Capaian Indikator Kinerja Utama Indeks Profesionalitas Aparatur (%) Tahun
Sipil Negara (IP ASN) di lingkungan KKP Triwulan [V Semester I 1 | setjen 85 10241 | Semesteran 81 a7
Tahun 2024 dan Target Capaian IP ASN KKP Tahun 2025 =
LA Sat Lampkan 2 |DijenPkRL| 2088 88 10325 | Semesteran 81 87
Tanggal - 09 Januari 2025 Ditjen
3 | Perikanan 89,10 B4 106,07 Semesteran B1 87
Tangkap
Menindaklanjuti hasil pengukuran Indikator Kinerja Utama IP ASN Triwulan Ditjen
4 | Perikanan 86,80 85 102,11 | Semesteran 81 a7
IV Semester Il Tahun 2024 dan penetapan target capaian IP ASN Tahun 2025, Budi Daya
bersama ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut Eglrg'umn
1. Capaian IKU IP ASN di lingkungan KKP Triwulan IV/Semester Il Tahun 2024, 5 |payasaing | 8912 | 87 | 10243 | Semesteran | B1 &
berdasarkan hasil pengukuran dimensi Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja dan E:‘T::"KP
57,2
Disiplin pada Dashboard IP ASN KKP yang berbasis data Sistsm Informasi S | psoke 57,25 b2 10840 | "Semestermn 81 il
Manajemen Kepegawalan KKP tanggal 08 Januari 2025 sebesar 88,44 (kategori 7 'J':;f:a‘:‘;'a‘ 80,82 85 10684 | Semesteran 82 88
Tinggi) terdiri dari 8 | BPPSDMKP 8 109,15 ) &1 a7
a. kualifikasi: 21,23; a | BrPMHKP 88,77 86 10322 | semesteran 81 87
b. kompetensi: 36 53; 88.44 85 82 88
1? IPASN KKP (Tinggiy | (Tinggi) 104,05 Semesteran (Tinggi} (Tinggi)
. Kinerja: 25,70; dan
d. disiplin 4,98. Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara. kami
Target sebesar 85 (kategon Tinggi), sehingga prosentase capaian sebesar ucapkan terima kasih.

104,05% (melebihi target). terlampir nilai detail;
2. Capaian IKU IP ASN di lingkup Sekretariat Jenderal Triwulan IV/Semester Il
Tahun 2024, berdasarkan hasil pengukuran dimensi Kualifikasi, Kompetensi. P
Kinerja dan Disiplin pada Dashboard IP ASN KKP yang berbasis data Sistem U Aecars Bleidranti
Infarmasi Manajemen Kepegawaian KKP tanggal 08 Januari 2025 sebesar 87,05 Ciza Thanzail
(kategori Tinggi) terdiri dari
a. kualifikasi: 21.85;
b. kompetensi: 33,06;
¢ kinerja: 27,14: dan
d. disiplin 5,00.

Tembusan:
Sekretaris Jenderal

Dolecrmen o el sk o dliaboxckam olch BCHE. BEH Tiokemen il telah ditandatangant menggranakan senifikat elekronik yang dikeduarkan oleh BSeE, BSSN
Lampiran
No B.62/S.0.3/TU.140/1/2025
Tanggal 08 Januari 2025
Keterangan
. i 1o Jumiah Datsbase sehesar 492 PNS lingkup Setjen, tanpa data BP Batam dan GPNS. Data terakhir
1. Rekapitulasi Nilai IP ASN di lingkungan KKP Semester Il Tahun 2024 diambil pada tanggal 09 Januari 2025, Dashbeard Pengukuran P ASN dapat diihat pada laman
berdasarkan Unit Kerja Eselon | dan Dimensi Pengukuran _hitn:ireneg kkp go 0 4080 p-asn 2024
Komponen IP ASN
No Unit Kerja ™ = T i Total 3. Metode Pengukuran IP ASN (PIP ASN) Tahun 2024
Kualifikasi | Kompetensi | Kinerja | Disiplin Terdapat 4 (empat) kompanen dalam Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur
1 | Sekretariat . e _ ~ . Sipil Negara (PIP ASN) yaitu:
Jenderal 21.85 33.08 27.14 2 87.05 a) Kualifikasi bobot nilaj 25, mengalami penyesuaian bobot dimensi
2 g“‘e” Kelautan 21,72 37,95 26,69 5 90,86 Sebelumnya:
Laut s - z
P e No | Nama Kualifikasi *] Nilai
3 | Ditjien Parikanan a4 = e = 1 1 e =
Tangkap 2 36,53 26.57 5 89.10 12 :Bngﬁl-ﬁn Sg g
" ent iKan
4| Dijd Prrifaran as17 | 2560 | 5 | eseo 3| Pendidikan S1DIV 5
uell Day; 4| Pendidikan DIIl/SM 10
5 | D DS 21,78 ares | 2508 | 5 | & 5| Pendidkan DIDISHA 5
6 | Ditien PSDKP 2111 95 84 25 31 5 a7 6 | Pendidikan SMP/SD 1
z Lr::::;t;m 21,21 39,49 25,12 5 90,82 Saat ini:
8 | BPPSDMKP 20.90 3577 2469 487 86.23 Dinerar [JeHRT an yang PNS (Bobot!
9 | BPPMHKP 20,95 37,67 2516 | 4.09 | 88.77 " Minimal DI/DISLTA
diangkat 53 |52 | SKDIV | DIl |/ Sederajat | Dibawah
Total 36,53 57 | ags | 584 i sLTA
> £ (Tinggi) l?:::hm
Keterangan: Kuslifikas: | Jabatan SIDIV 25|23 | 20 |15 10 5
Jumiah Database sebesar 10.499 PNS KKP, tanpa data BP Batam dan CPNS. Data terakhir diambil Pirmpinan Tinggi
pada tanggal 09 Januari 2025. Dashboard Pengukuran IP ASN dapat dilihat pada laman Jabatan SU DIV 25 | 23 20 15 10 5
hitp:/rnen kKp. 0o id:4080/ip-asw 2024
Jahatan ) %5 [ 23| 21 |20 5 10
2. Rekapitulasi Nilai IP ASN di lingkup Setjen Semester |l Tahun 2024 berdasarkan Pengawas _ _ _
Unit Kerja Eselon Il dan Dimensi Pengukuran é,ae:’:.:zna 2252';::::" =R A 2 kL
Kamporen F AGN b e R R
No | Unit Kerja TR T ———{ Total Keteramuil
Kualifikasi | Kompetensi | Kinerja | Disiplin (keterampilan) — == o o = =
1| Staf Ahli Menteri 25 12,5 30 5 725 T T A AR T =5 3
2 | Biro Perencanaan 21.84 335 26,63 5 86,97 Fungsional = =T 75 T 3 -t
3 | Biro Keuangan 211 35.98 26,54 5 88,59 {Keahan} - N
4 | Biro SDM 208 37,39 26,47 5 B9, 76
Aparatur dan
Organisasi
5 | Biro Hukum 21.74 34.47 28,97 5 90.18
6 | Biro HKLN 2143 32.01 2714 5 B85 58
71 e i dan, 20,72 36,92 2519 | 5 | eres
8 | Pusdatin 2117 35,63 28,33 5 9013
9 | BPISKP 22,75 39,17 25 5 91,92
Total 87.05
21,85 33,06 27,14 5 ﬂln’ I

Dikumen ini telsh dtandaty Diokumen ini i ditandatangani menggunakan sertifikar elekranik yang dikefuarkan olek BScE, BSSN

mesnggemakan seriifikat elektrang yang dikelurkan oleb BSCE, BSSN
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b) Kompetensi bobot nilai 40

d} Disiplin bobot nitai 5

No Nama K. i) Nilai K i
Struktral Jabfung Stat No Nama Hukuman Disiplin Nilai
1| Diklat Strukiural i i
Pernah lkut Diklat Pim pada 15 it = 1 | Tidak Pemah Hukuman Disiplin 5
leveinya . 2 | Pernah mendapatian Hukuman Disiplin Tingkat Ringan 3
Tidak Permah kut Dildat Pirm ] . . 3 [Pernaht n Hukuman Disiplin Tingkat Sedang 2
pada levelnya <+ | Pernah mendapatkan Hukuman Disiplin Tingkat Berat 1
| Diklat Fi 1]
Pernah Ikut Diklat Fungsicnal - 15 - Penyesuaian Riwayat Hukuman Disiplin dari sebelumnya 5 (lima) tahun terakhir
Tidak Pernah lkut Diklat - o -
Fungsional menjadi 1 {satu) tahun terakhir
1l_| Diklat 20 JP Tahun berjalan
Pernah Ikut Diklat 15 15 225
Teknis/Urnurn total 20 JP ©} Capaian dan Indeks Profesicnalitas ASN
Tidak Pernah atau tidak [ ] ] N -
cukup total 20 JP Diklat No Kategori MNilai
Teknis/Umum 1 | Sangat Tingai 91-100
IV_| Seminar 2 Tahun Terakhir
Pernah lkut Seminar 10 10 17.5 2 | Tinggi g1-90
Tidak Pernah Ikut Seminar ] 0 0 3 | Sedang 7180
selama 2 Tahun Terakhir
Total Mengikuti Kompetensi a0 a0 40 4 | Rendah 61-70
5 | Sangat Rendah 060

Kompetensi mengalami penyesuaian bobot dari yaitu: Bagi Pegawal Negeri Sipil
yang mendapatkan pelatihan teknis kurang dan 20 JP akan di secara
proparsional.

Rumusan IP ASN KKP sesuai Peraturan Kepala BKN Nomor 8 Tahun 2019
c) Kinerja (Nilai SKP Tahun 2021) bobot nilai 30

Sebelumnya - L

0 Ry
— — — »
No | Keterangan Nilai Kinerja Nilai Kinerja Nilai i g iy
=
1 Sangat Baik 1 — ke atas 30 IR, + 1P, + 1P, + 1P, Py = Wy = Ry
2| Baik 76 s.d 90 25 — =
3| Cukup 61sd75 15 I, * R
4 | Kurang 51 s.d 60 5 gl .
5 Buruk 50 s.d Kebawah 1 w = Indcks Profesionalisme
IF, = Indeks Profesionalisme ke-i
Saat ini: IP, = Indeks Profesionalisme Dirmensi Kuslifikasi
DIMENSI PREDIKAT KINERJA BOBOT Py = Indeks Profesionalisme Dimenss Kompetensi
MAKSIMAL [ PEROLEHAN 119 = Indeks Profesionalisme Dimensi Kines
Kinerja Sangat Baik 30
=95 | P, = Indeks Profesionalisme Dimensi Disi
Bak a0 25
Butuh Perbakan 20
15
Sangal Kurang 10

Dakunen ini telah

yang dikeluarkan oleh BScE, BSSN

Diaksmmen i telah ditaadatangang menggmalan sersfkat ke yang dik

Wy, * Ry = Bobot Indikavor Kualifikasi ke-j * Rating Jawaban indikator
Kualifikasi ke-j
= Bobot indikator Kualifikasi ke-k * Rating Jawaban indikator

Kualifikasi ke-k

= Bobot indikator Kualifikasi ke-1 * Rating Jawaban indikator
Kualifikasi ke-1
W, * R, = Bobot indikator Kualifikasi ke-m * Rating Jawaban indikator

Kualifikssi ke-m

©

Riza Trianzal

Ditandatangani
Secara Eloktro

Diatkamsen i relah ditandatangant meagganakan senifika slekoanik yang dikefuarkan olek BScE, BSSN
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14. IKU 14
Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-
undangan Bidang Pengelolaan SDM Aparatur dan Organisasi

2
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN Unit Karja PERMEN-KP KEPMEN-KP
SEKRETARIAT JENDERAL DIUSULKAN | SELESAI | DIUSULKAN | SELESAI
DITJEN PKAL 5 5 3 E]
NOTA DINAS DITJEN PT : : 4 7]
Momor 48/S.4/TU.21002025 [ DITJEN PB 2 2 - S
[ DITJEN PDSPKP 3 3 = -
Yth. : 1. Para Kepala Biro Lingkup Sekretariat Janderal [ DITJEN PSOKP 5 5
2. Kepala Pusat Dala, Statistik, dan Informasi TJEM = - - -
3. Para Sekretaris Direkiorat JenderalBadan di Lingkungan Kemeanterian | BEPSDMER = =
Kelautan dan Perikanan | BPEMHKP = -
4. Sekretaris Inspeklorat Jenderal =
Dari : Kepala Biro Hukum OKELLBMN 2 2
Hal : Capaian IKU Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan - : 7 i
Perundang-undangan di  Lingkungan Kementerian  Kelaulan  dan = > T 1
Perikanan Semester Il Tahun 2024 S = > -
Lemplran. ;s : PUSDATIN E - 1 1
Tanggal : 4 Januari 2025 TOTAL ox o T ia
Sehubungan dengan penyslesaian program panyusunan peraluran penundang- SUBTOTAL Dari 38 Usulan Rancangan, 39 Rancangan Telah Selesai

undangan di lingkungan Kementerian Kalautan dan Perikanan semesler || tahun 2024 4 ian 1 B B Parat Manteri dan Koput Menteri
{Juli 5.d. Desember). bersama ini kami laporkan beberapa hal barikut: - capalan target e, EaryLALEAr & Braiilar weitn Can. S opUsEan, memern
Tahun 2024 sesuai dengan target kinerja dihitung sebagai berikut:

1. bahwa penyelesaian program penyusunan paraturan perundang-undangan bidang

kelautan dan perkanan mengacu pada Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RANCANGAN PERMEN KP RANCANGAN KEPMEN KP
Momor 204 Tahun 2023 fentang Program Penyusunan Peraturan Menderi dan Capaian Capaian
Keputusan Menteri di Lingkungagn Kemantarian Kalautan dan Porkanan Tahun e, Tehapen :py Ho Tahapan {E.a;
2024 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Memteri Kelautan dan 1. | Penyampaian 20 1. | Penyampaian 20
Perikanan Momor 53 Tahun 2024 lentang Perubahan alas Kepulusan Menteri rancangan ke Biro rancangan ke  Biro
Kelautan dan Perikanan Nomor 204 Tahun 2023 tentang Program Penyusunan Hukum Hukum
Peraturan Menteri dan Kepulusan Manteri di Lingkungan Kemanterian Kelautan 2. | Analisis  sistemalika 35 2. | Analisis sisternatika dan a5
dan Perikanan Tahun 2024; dan materi muatan materi muatan oleh Biro
2. capaian IKU parsanfase panyelesaian program panyusunan peraturan perundang- aleh Biro Hukurn Hukum
wundangan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan semester || tahun 3. | Permohanan 50 3. | Permohonan masukan/ 50
2024 diperoleh dari perhitungan jumlah peraturan perundang-undangan yang masukan/tanggapan tanggapan kepada unit
diselesaikan (penyampaian permohonan pengharmonisasian, pembulatan, dan kepada unit organisasi organisasi terkait
pemantapan konsepsi rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan lerkait
kepada Kementerian Hukum atau penetapan rancangan Keputusan Menteri 4. | Pembahasan 75 4. | Pembahasan 70
Kelautan dan Perikanan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan), dibandingkan rancangan rancangan
dengan jumlah peraturan perundang-undangan yang direncanakan sebagaimana 5. | Permohonan 100 5. | Permohanan paral a5
tercantum dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perkanan Momor 204 Tahun harmonisasi perselujuan  pimpinan
2023 sebagaimana felah diubah dengan Keputusan Menteri Kelautan dan rancangan kapada unit i lerkait
Perikanan Nomaor 53 Tahun 2024; Kementerian  Hukum 6. | Penetapan Menteri 100
3. berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomoar 204 Tahun 2023 i‘naar:\uslaHak Asasi
sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Manteri Kalautan dan Perikanan L
Momor 53 Tahun 2024 terdapat 39 (tiga puluh sembilan) rancangan peraturan
perundang-undangan, terdir atas:
a 25 (dua puluh lima) rancangan Peraturan Manteri Kelautan dan Perikanan; dan
b. 14 {empal belas) rancangan Keputusan Menter Kelautan dan Perikanan,
dimana sampai dengan semester |l telah berhasil diselesaikan seluruh peraturan
perundang-undangan dimaksud dengan persentase sebesar 100% (seratus
persen), dengan realisasi sebagai berikut:
BSE, BSSN

Diikasmen ini selids ditassl i e it elekimenik yang dikelusekan oleh BS(E, BSSN

2

5. adapun rincian penilaian hasil capaian IKU persentase penyelesaian program
penyusunan peraturan perundang -undangan di ingkungan Kementersan Kelautan
dan Parikanan sampai dengan semaster || tahun 3024, sebagai berikul:

Target 11 c i mester il
Mo Unit Kerja /| Persentase
Kepmen Kepmen

1 SET.DITJEN PHRL a8 1002 a8 100%:
2 SET.DITJEMNPT 4 R 4 1002
3. SET.OITJEMN PE 2 1 O0en 2 1005

- SET DITJEN PDSPKP 3 1 O 3 100

5. SET.DITJEMN PSDKP 5 1080 5 100
L% SET.ITJEN - - - -

2 SET. BPPSOMKP 5 1005 5 1005
= SET. BPPMHKP 2 1003 =z OO
L) ROREN 3 1 O0FE 3 100
10, ROKEL-BMMMN 3 100 3 100%s
11, ROSDMACK 1 100 1 100
12 ROKLS 1 1 00rss 1 1002
13 ROHFLN 1 TO0en 1 1005
14, ROUM-PaJ - 1005 - 1005
15, PUSDATIN 1 100 1 ey

Dalam rangka mewujudkan Zona Imegritas menuju Wilayah Bebas dari Korspsi,
Biro Hukuwm berkomitmen untuk ferus menjagea integritas dan memberkan pelayanan
dengan semangat #BerbahagiaMelayani dan #BerkinerjaSepenuhHati.

Atas perhatian dan kerja sama Bapak/lbu, kami mengucapkarn terima kasih.

Effin Martiana

Tembusan:
Sekretaris Jendearal

mesdatmogrl Mg e et yang dikeluakan ool BSE, BXSN
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15. IKU 15
Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup Biro SDM Aparatur dan
Organisasi

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

SEKRETARIAT JENDERAL 2
MEMORANDUM No. Esalon i Realisasi Nilai Temuan | Target | Realisasi| Capaian
NOMOR 3626/SJ.2/RC.610/X/2024 AngguanPp) [ ERKRR) =000 | AL, b9
7. | Pusdatin 114.742.240.281 | 23.440.000| 05 | 002 96,91
Yih * 1. Kepala Biro Hukum 8. | LPMUKP 37.458.248.739 0| sos | ooo |1o1,00
2. Kepala Biro Perencanaan
3. Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri 9. | BRISDKP 21.672.569.009 al| sos 0.00 101,00
4. Plt. Kepala Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa
5. Kepala Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi 10. | Satker Dekonsentrasi 7.788.068.712 0| sos 0,00 101,00
6. Kepala Pusat Data, Statistik, dan Informasi
7. Direkiur Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan SETJEN 631.793.931.033 | 554.857.736 | =0.5 0,09 83,43
Perikanan
8. Kepala Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Keterangan:
Perikanan e .
. . : : 1. Realisasi anggaran (audited) Tahun 2023;
9. g:jha Tim Kerja Dukungan Manajemen, Biro Keuangan dan 2. Nilai temuan BPK atas LK Sekretariat Jenderal Tahun 2023;
3. Realisasi IKU adalah nilai temuan BPK dibandingkan dengan realisasi
Dari : Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara anggaran (audited) Tahun 2023;
Hal : Capaian Indikator Kinerja Utama Batas Tertinggi Persentase Nilai 4. Perhitungan % capaian adalah [1+(1 - realisasiftarget)]"100.
Temuan LHP BPK Atas Laporan Keuangan Sekretariat Jenderal Derikian kari ik ik adi o L KU
dibandingkan Realisasi Anggaran Sekretariat Jenderal TA. 2023 Emilen XAl sampaikar, WD eNED) cazar-pensiapan capnan
Tanggal . 7 Oktober 2024 Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan LHP BPK Atas Laporan Keuangan Setjen
dibandingkan dengan Realisasi Anggaran Setjen TA 2023 pada Tahun 2024 untuk di
Sehubungan Inspekiorat Jenderal telah melaksanakan pengukuran Indikator input sebagai capaian pada aplikasi Kinerjaku.
Kinerja Utama (IKU) Batas Toleransi Temuan Per Ekstemal Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.
(BPK RI) dari Total Realisasi KKP Tahun 2023 di lingkungan Kementerian Kelautan
dan Perikanan (KKP) pada Tahun 2024, bersama ini kami sampaikan Capaian IKU ‘\ ' Ditaricatangan|
Secara Elektronik
Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan LHP BPK Atas Laporan Keuangan
Sekretariat Jenderal (Setien) dibandingkan dengan Realisasi Anggaran Seten TA Fanin Setyawati
embusan:
2023 pada tahun 2024 sebagai berikut: Sekretaris Inspekiarat Jenderal
Realisasi | Nilai Temuan| Target | Realisasi| Capaian
Ne: Conion Anggaran (Rp) | BPK (Rp) | (<0081 | (B | ()
1. | Biro Perencanaan 108.154.087.925 0| =05 0,00 101,00
2. | Biro Keuangan dan BMN 12.640.204.252 0| =05 000 | 101,00
3. | Biro Hukum 12.880.657.575 0| =05 0,00 101,00
4. | Biro Umum dan PBJ 278.023.036.098 | 531.517.736 | =05 019 62,76
5. | Biro SDMAQ 14.366.545.908 0| =05 000 | 101,00
6. | Biro HKLN 24.068 282.534 0| =05 | 000 |101,00

16. IKU 16
Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk
Perbaikan Kinerja Biro SDM Aparatur dan Organisasi

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN £
SEKRETARIAT JENDERAL Berdasarkan capaian tersebul. kami mengapresiasi kepada selurub unit
kerja lingkup Sekretariat Jenderal atas capaian IKU rekomendasi hasil pengawasan
MEMORANDUR

NOMOR 78/S1 2/RC.610M2025 yang dimanfastkan untuk perbaikan kinerja lingkup Sekretariat Jerderal triwulan 1V
fahun 2024 sebesar 100%.

¥in 1. Para Kepala Biro Domikian kami campaikan untuk menjadl dasar penotapan capaian IKU
2] Kepala Pusat Data Statistik dan Informasi
3 Dirokiur Lombaga Bongelola Modal Usaha Kelautan dan hasil po yang di itk ikan Kinera lingkup
n . Sekretarat Jenderal triwulan IV tahun 2024, selanjutnya capaian terssbut dapat di
4 Kepala Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan
Perbanan input pada aplikasi Kinarjaku
Dari Kepala Bira Keuangan dan Barang Milik Negara Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih
Hal Gapaian Indikator _Kinera  Utama  (IKU) Fekomendasi  Hasil =
Pangawasan Yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinera Lingkup ) Duanan
Sekretariat Jenderal Triwulan IV Tahun 2024 B
Tanggal 8 Januar 2025

Setyawati

Tembusan
1. Sakretaris Jenderal

Memperhatikan Mota Dinas Sekretaris Inspekioral  Jenderal MNomor B IArAIE

S1ATLOTU. 140//2025 tanggal 7 Januari 2025 hal Capaian IKU “Parsentase Jumiah

Hasil yang D Untuk Kinerja Unit
Eselon | Lingkup KKF® Tahun 2024 (terlampir), bersama ini kami sampaikan capaian

%) durmiah Hasil yang Oi

Lingkup Sekretariat Jenderal triwulan IV tabun 2024 sebagai berikut

Mo, Unit Esslon i Temem | crumiasy | MisiUsang [ TUTuntasy | SRESSS | S
Bira Perencansan 21 21 = | rooe o
2. | mira kevangan sanamn a8 as - - acee o
5. | Bire Umum dan PRI s £ 115737784 | 11s7arves| oo o
a_ | Bira Huswm o a acee. o
5. | Bire sDMAC 7 7 ace o
& | Bira rran a 16 ace o
7. | Pusdatin 1 11 2sE 63 zseeas | 1ocee o
N 7 17 oo o
s | ePisDKe =0 R 4555330 asssaso|  ocee o
SETJEN 106 196 | 1z0.851.753| 120581753 1007 o

Dokumen
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17. IKU 17.
Persentase Unit Kerja yang menerapkan Sistem manajemen pengetahuan
yang terstandar lingkup Biro SDM Aparatur dan Organisasi

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN Jenderal adalzh sebagaimana disajikan pada tabel 1.
SEKRETARIAT JENDERAL
Persentase
Target Capaian Capaian
MEMORANDUM No. Eselon I
NOMOR 3819/SJ.7/TU.210/X/2024 (%) (%) terhadap
Target (%)
Yth. : 1. Kepala Biro Perencanaan; T
2. Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara; 1. | Biro Perencanaan 84,00 133.33 184
3. Kepala Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan 2. | Biro Sumber Daya 94,00 133,33 141,84
Organisasi; ’
4. Kepala Biro Hukum; Manusia Aparatur dan
5. Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Luar Organisasi
Negeri; 5
6. Kepala Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa; 3 Biro Hukum 94,00 133,33 14184
7. Direktur Lembaga Pengelolaan Modal Usaha Kelautan dan 4. | Biro Humas dan 94,00 133,33 141,84
Perikanan; .
Dari : Kepala Pusat Data, Statistik, dan Informasi Korjasaima Luar Negert
Hal : Capaian IKU Manajemen Pengetahuan yang Terstandar lingkup 5. | Biro Keuangan dan 94,00 133,33 141,84
Sekretariat Jenderal Triwulan |Il Tahun 2024 B Milik N
Lampiran : 1 (Satu)Berkas. rang Wik Negara
Tanggal : 7 Oktober 2024. 6. | Biro Umum dan 94,00 133,33 141,84
Pengadaan Barang Jasa
Dalam rangka pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU) Manajemen 7. | Pusat Data, Statistik dan 94,00 133.33 141,84
Pengetahuan yang Terstandar (MP) Kementerian Kelautan dan Perikanan, Informasi
bersama ini kami sampaikan capaian IKU MP Sekretariat Jenderal Triwulan Il B LPMUKP 94,00 13333 14184
Tahun 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024 pukul 12:00 WIB: = . ’ i
s Sekretariat Jenderal 94,00 133,33 141,84
1. Penilaian capaian IKU MP menggunakan platform Portal Collaboration
Office (https:/portal kkp.go.id); Tabel 1 Capaian Sementara IKU MP Lingkup Setjen s.d. 1 Oklober 2024 Pukul 12:00 WIB
2. Nilai capaian IKU MP Sekretariat Jenderal adalah sebesar 133,33%; Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima
3. Target capaian IKU MP lingkup Sekretariat Jenderal yang harus dipenuhi kasih.

oleh 7 (tujuh) unit kerja Eselon Il dan 1 (satu) unit kerja setara Eselon Il

adalah sebesar 94,00%; ¥ Ditangatangani
. Hasil capaian IKU Manajemen Pengetahuan lingkup Sekretariat Jenderal Secara Elektrank

terdapat sebanyak 8 (delapan) unit kerja yang telah mencapai target,

»

Aulia Riza Farhan
antara |ain: Biro Perencanaan, Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan
Tembusan:

Organisasi, Biro Hukum, Biro Humas dan Kerjasama Luar Negeri, Biro
o - : C i Sekretaris Jenderal

Keuangan dan Barang Milik Negara, Biro Umum dan Pengadaan
Barang/Jasa, Pusat Data, Statistik, dan Informasi dan LPMUKP,
5. Adapun rincian penilaian hasil capaian IKU MP lingkup Sekretariat

Laporan Kinerja Tahun 2024

Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi
Jin. Medan Merdeka Timur No.16 Jakarta Pusat
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